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ABSTRAK

Judul : | Kebijakan E-money di Indonesia Perspektif Maqasid al-
Shari ‘ah fi al-Amwal

Penulis : | Ahmad Fauzi

Promotor .| 1. Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, M. A.
2. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA.

Kata Kunci : | Uang Elektronik, Magasid al-Shari‘ah

Risiko-risiko dan dampak uang elektronik masih memungkinkan terjadi,
walaupun Bank Indonesia telah mengeluarkan tiga perubahan peraturan tentang
uang elektronik. Maka apakah uang elektronik ini masih layak digunakan sebagai
sistem pembayaran, oleh karena itu bukan cuma pembaruan peraturan saja tetapi
kesadaran pengguna dan pelaksana uang elektronik tidak bertentangan dengan
magqasid al-shari‘ah fi al-amwal. Penelitian ini fokus pada (1)Bagaimana standar
sistem pembayaran uang elektronik di Indonesia perspektif maqgasid al-tharwah
al-nagdiyyah (2) Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik
perspektif maqasid al-shari ‘ah fi al-amwal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini terfokus pada
kebijakan sistem pembayaran uang elektronik, yang kemudian akan dianalisis
dengan pendekatan normatif dengan teori maqasid al-shari’ah fi al-amwal, karena
terkait dengan perlindungan harta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan
bersama.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama; Sistem pembayaran
elektronik berupa instrumen pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai mata
uang rupiah yang disetor kepada penerbit, diselengarakan lembaga atas izin Bank
Indonesia, dalam rangka perlindungan dan mensejahterakan masyarakat telah
sesuai dengan semua indikator yang ada pada magqasid al-tharwah al-naqdiyyah
(magqasid nilai uvang). Pelanggaran terhadap peraturan ini juga sekaligus
pelanggaran terhadap maqasid al-tharwah al-nagdiyyah. Kedua; Uang elektronik
sesuai dengan magasid konsumsi dan sesuai dengan semua maqasid al-Shari ‘fi al-
mal (Tujuan Pencipta terhadap harta), dan magasid yang khusus pada transaksi
harta, dan magqasid hifz al-mal.

Implikasi teoritik penelitian ini: Ai£z al-mal dapat memberikan dimensi
filosofis, rasional, spiritual, dalam mewujudkan sistem pembayaran yang sehat,
yaitu: uang harus sebagai alat tukar, bukan komoditas, menjaga keadilan,
ditentukan oleh negara, penghindaran riba, peniadaan penimbunan, peniadaan
penghilangan nilai uang dan pemalsuan. Penyelenggara, pengguna uang harus
dalam rangka ibadah, khalifah, ujian, keadilan, memakmurkan bumi, pembersihan
jiwa. Sedangkan dalam setiap transaksi harus melindungi kelancaran, kejelasan,
pemeliharaan, ketetapan hukum, dan keadilan.
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ABSTRACT

Title : | E-Money Policy in Indonesia in the Perspective of Magasid
al-Shari ‘ah i Amwal
Author : | Ahmad Fauzi
Promoter |: 1. Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, M. A.
2. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA.
Keywords : E-Money, Magqasid al-Shari ‘ah

The risks and impacts of electronic money are still possible, even though
Bank Indonesia has issued three amendments to regulations on electronic money.
So is this electronic money still suitable to be used as a payment system,
therefore it is not just a regulatory update but the awareness of users and
operators of electronic money not to contradict maqasid al-shari‘ah fi al-amwal.
This study focuses on (1) How the standard of electronic money payment
systems in Indonesia perspective magqasid al-tharwah al-naqdiyyah (2) How is
the standard of electronic money payment systems perspective maqasid al-
shari'ah fi al-amwal.

This research uses a qualitative method. This research focuses on the
electronic money payment system policy, then which will be analyzed with a
normative approach with the theory of maqasid al-shari’ah fi al-amwal, because
it is related to the protection of public financial in realizing shared prosperity.

This research concludes: First; An electronic payment system in the form
of payment instruments issued on the basis of the value of the rupiah currency
which was deposited in advance to the issuer, held by an institution with the
permission of Bank Indonesia, in the context of protecting and prospering the
public in accordance with all the indicators found in magqasid al-tharwah al-
naqdiyyah. Violation of this rule is also a violation of maqasid al-tharwah al-
naqgdiyyah. Second; Electronic money according to maqgasid of consumption and
in accordance with all magqasid al-Shari‘fi al-mal (Purpose of God for assets), and
magqasid specific to financial transactions, maqasid al-‘ammah hifz al-mal
(preserve the gift of wealth).

The theoretical implications of this research: Hifz al-mal can provide a
philosophical, rational, spiritual dimension in realizing a healthy payment
system, namely: money must be a medium of exchange, not a commodity,
maintain justice, determined by the state, avoiding riba, elimination of hoarding,
loss of value for money and counterfeiting. The organizer and the user of money
must be in the framework of worship, the succession of God, testing, justice,
prospering the earth, cleansing the soul. Meanwhile, every transaction must
protect smoothness, clarity, maintenance, rule of law and justice.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia pada awal peradabannya melaksanakan aktifitas ekonomi

atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ini dikarenakan jenis
kebutuhan manusia masih sederhana. Manusia belum membutuhkan alat
tukar, sehingga belum mengenal transaksi pertukaran." Gambaran ini
menunjukkan manusia masuk periode prabarter.

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah manusia yang semakin
bertambah, berdampak pada bertambah pula varian kegiatan manusia. Pada
tahap ini, manusia dapat menyelenggarakan tukar menukar kebutuhan dengan
cara barter. Periode itu disebut zaman barter, atau tahap awal kegiatan
manusia membutuhkan alat tukar.’

Perkembangan praktik barter, seiring dengan kemajuan zaman
dianggap menyulitkan, karena jenis barang yang dipertukarkan dianggap
tidak mempunyai kesamaan. Seperti orang yang memiliki seekor kambing
dan membutuhkan baju. Maka terjadi kesulitan dalam pertukaran.® Susahnya
lagi, kalau sudah berkaitan dengan membayar jasa. Kesulitan dalam sistem
barter menjadi pendorong utama manusia untuk menggunakan alat tukar yang
disepakati oleh manusia, dari zaman ke zaman yaitu emas dan perak, yang
pada akhirnya nanti akan berkembang menjadi dinar dan dirham kemudian

menjadi uang.

'Muklis dan Didi Suardi, Pengantar Ekonomi Islam (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020),
55-56.

? Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 240.
’Ahmad Hasan, al-Awraq al-Nagdiyyah fi al-Igtisad al Islami; Qimatuha wa ‘Ahkamuha
(Damaskus: Dar al Fikr, 2007), 56.
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Pada masa Nabi Muhammad SAW., beliau menetapkan apa yang telah
menjadi tradisi sebelumnya yaitu dinar emas dan dirham perak, serta uang
logam (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu.
Pemberlakuan mata uang dinar dan dirham masih berlanjut hingga masa
pemerintahan Sultan Kamil al-Ayyubi (1177-1238). Pada masa ini
dikarenakan desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang pecahan yang
lebih kecil, Sultan Kamil memperkenalkan mata uang baru dari tembaga yang
disebut dengan fir/us. *

Penggunaan uang kertas bagi masyarakat muslim diyakini terjadi
sejak Dawlah ‘Uthmaniyyah. Hanya saja, uang kertas yang diprakarsai oleh
pemerintah ini, belum mendapat respon baik secara luas dari masyarakat.
Masyarakat setempat masih memandang penggunaannya bertentangan
dengan tradisi mereka yang sudah berjalan dalam bertransaksi. Sehingga
masyarakat banyak yang tidak menggunakannya walaupun sudah disahkan
oleh negara.” Meskipun demikian, sebagian negara Islam ada yang masih
tetap memakai uang kertas sebagai alat tukar. Bahkan ini yang berlaku hingga
sekarang.’

Seiring dengan kemajuan zaman, maka berkembang pula sistem
teknologi dan informasi di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi
semakin maju berdampak pada kemajuan teknologi pada alat tukar transaksi.
Saat ini banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan

teknologi, untuk memudahkan transaksi masyarakat, seperti transaksi jual

*Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 250.

°Hasan ‘Abd Allah Amin, Ahkam Taghayyur Qimat al-‘Umalat al-Naqdiyyah wa Athariha fi
Tasdid al-Qard (Beirut: Dar al-Nafis, 2000), 39-41.

SJulius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Selemba Empat, 2011),
3.
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beli online, atau juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui kartu
kredit atau kartu debit yang dikeluarkan oleh bank. Perkembangan teknologi
telah membawa suatu perubahan atas alat pembayaran yang dapat memenuhi
kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Saat
ini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat
ditempatkan pada suatu wadah disebut dengan alat pembayaran elektronik.”

Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI1/2018
tentang uang elektronik, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (electronic money), Peraturan Bank
Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (electronic
money), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI1/2009
tentang uang elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 179, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.?

Menurut ketentuan ini, uang elektronik pada hakikatnya sebagai
pengganti uang tunai, penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang
saldonya tersimpan pada suatu media server atau chip. Uang elektronik
tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada merchant-merchant
retail tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik.®

Bagi perekonomian Indonesia, uang elektronik membawa

dampak yang cukup baik. Dengan proses transaksi yang semakin cepat

"https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx, ~ dikases 21
Januari 2019.

¥ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Pasal 91.
*https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-
elektronik/Pages/default.aspx., diakses 21 Januari 2019.


https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx
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dan mudah, tingkat konsumsi masyarakat akan naik. Perputaran uang
semakin cepat dan memicu perkembangan sektor keuangan.

Tingginya penggunaan uang elektronik juga memicu potensi
risiko adanya kejahatan. Secara umum, potensi kejahatan yang terdapat
dalam penyelenggaraan e-money adakalanya berupa duplikasi Kartu,
modifikasi data pada kartu yang asli, alteration of message (perubahan
message dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi), pencurian kartu e-
money, pencurian kunci cryptographic tanpa sepengetahuan perusahaan,
penyangkalan transaksi (repudiation), sehingga penyangkalan ini, merchant
maupun issuer dapat dirugikan, malfunction risiko berupa data corrupt atau
hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman
message. ™

Permasalahannya apakah peraturan tentang uang elektronik sudah
cukup dalam mengantisipasi risiko-risiko yang berdampak pada pengguna
uang elektronik. Tetapi yang jelas Bank Indonesia sudah merubah
peraturannya hingga tiga kali. Walaupun demikian peluang risiko masih tetap
ada.’* Maka diperlukan bukan cuma pembaruan peraturan tetapi kesadaran
filosofis terhadap penggunaan uang elektronik bagi pengguna maupun
penyelenggara.*?

European Central Bank mengartikan e-money sebagai nilai uang yang
disimpan secara elektronik, dalam sebuah alat, yang digunakan dalam proses

pembayaran pada pihak lain selain penerbit uang, tanpa membuat akun bank

1 Siti Hidayati, Ida Nuryanti, dkk., Kajian Operasional E-Money (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 13.

1 https://internasional.kontan.co.id/news/begini-modus-pembobolan-uang-elektronik-di-china?.,
diakses 21 Juni 2020.

12 https://money.kompas.com/image/2020/01/15/141500626/belajar-dari-penipuan-transaksi-
nontunai-pentingnya-jaga-data-pribadi., diakses 21 Juni 2020.


https://www.suara.com/tag/keuangan
https://money.kompas.com/image/2020/01/15/141500626/belajar-dari-penipuan-transaksi-nontunai-pentingnya-jaga-data-pribadi
https://money.kompas.com/image/2020/01/15/141500626/belajar-dari-penipuan-transaksi-nontunai-pentingnya-jaga-data-pribadi

5)
dalam transaksi, dan sistem yang digunakan adalah prabayar.®® Meski
demikian, Indonesia masih menggunakan pendapat Farctional Reserve
System dalam uang beredar, di mana uang diciptakan dari sesuatu yang tidak
ada oleh bank komersial. Dikatakan diciptakan dari sesuatu yang tidak ada,
karena pada dasarnya Bank Sentral tidak mencetak tambahan tersebut dalam
bentuk uang kartal. Penambahan uang tersebut hanya ada dalam data
akuntansi.** Walaupun demikian dalam kenyataannya, uang tersebut dapat
digunakan sebagai alat transaksi.™

llustrasi uang beredar yang diciptakan oleh bank, bisa dilihat dengan
mudah ketika seseorang mengambil kredit di bank A sejumlah uang 10 juta,
dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 10% pertahun. Maka dalam
jangka 10 tahun, uang di bank A bertambah 10 juta sehingga menjadi 20

juta.*®

Ketika uang elektronik ini berbentuk data di bank, maka uang
elektronik ini masuk kategori yang mana.
Uraian di atas menunjukkan bahwa uang elektronik dicurigai dari

sesuatu yang tidak jelas. Di mana kejelasan merupakan sesuatu yang dituntut

BWidyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, 1. (2017). “Tantangan dan Hambatan
Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ”.Jurnal Sistem
Informasi (Journal of Information Systems). 1/13 2017, 38-48.

“Darsono, Ali Sakti dkk, Masa Depan Keuangan Syari’ah Indonesia (Jakarta: Tazkia Publishing,
2017), 80.

"Dalam perkembangannya, penggunaan uang tidak tunai, dalam transaksi ekonomi sudah dikenal
secara terbatas pada abad ke-18, pada saat dimulainya evolusi sistem perbankan modern. Sejalan
dengan evolusi sistem perbankan tersebut, proses giralisasi, yaitu penyimpanan uang dalam
bentuk rekening giro (demand deposit) baru dikenal secara luas pada awal pertengahan abad ke-
20. Dalam pada itu, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menggunakan baik warkat
perintah penarikan maupun cek untuk melakukan transaksi. Perkembangan dan inovasi sistem
perbankan yang pesat selanjutnya mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang
tidak berbentuk secara konkrit (intangible money). Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat
kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “vang elektronik” (electronic money), seperti
internet banking, debit cards, dan automatic teller machine cards. Evolusi uang tidak berhenti di
sini. Uang elektronik juga muncul dalam bentuk smart cards., dalam Solikin Suseno, Uang
Pengertian Penciptaan dan Perananya dalam Perekonomian (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi
Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), 7-8.

"Joseph Pangaribuan, Delusi Moneter (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 44.



adanya dalam 4ifz al-mal.’” Karena kalau sampai seseorang menggunakan
uang elektronik yang merupakan bagian dari suatu hutang, maka akan terjadi
hutang yang berantai terus menerus, tidak jelas akadnya. Kemudian
bagaimana keberadaan uang elektronik ini, apakah termasuk jenis baru yang
akan menambah jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan inflasi.

Belajar dari sejarah munculnya fulus sebagai mata uang, di mana
tujuan pertamanya sebagai solusi tidak adanya uang receh. Akibatnya jumlah
uang receh yang banyak mengakibatkan menurunnya nilai dinar maupun
dirham, disebabkan daya beli masyarakat bertambah pada saat itu.'* Maka
apakah munculnya uang elektronik menambah jumlah uang yang beredar,
kemudian bagaimana uang elektronik ini tidak menambah uang beredar. Perlu
diketahui bahwa makna dari Ai£z al-mal termasuk menjaga nilai dan
mengembangkan nilai harta. *°

Termasuk jenis uang elektronik yang baru sedang terkenal pada saat
ini adalah bitcoin. Bitcoin adalah sebuah aset digital di mana transaksi dapat
berjalan tanpa membutuhkan bantuan kartu kredit ataupun bank sentral.
Bitcoin didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya dalam
melakukan transaksi perdagangan secara lebih cepat, simple dan efisien
menggunakan jaringan internet yang ada. Aset digital ini seperti halnya emas,

namun hanya tersedia di dunia digital.?

'7<Abd al-Majid al-Najjar, Maqasid al-Shari‘ah bi Ab‘ad Jadidah (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,
2006) 185-206.

'8 <Abd Allah bin Bayyah, Magasid al-Mu‘amalat wa Murasidat al-Wagi‘at (Dubai: Markaz al-
Muwata’, 2018), 229.

" Yusuf Qardawi, Magasid al-Shari‘ah al-Muta‘aliqah bi al-Mal (Bahth Mugaddam li Dawrah al-
Thaminah ‘Asharah li-al-Majlis Dablin Yuliy, 2008), 4.

2 https://indodax.com/diakses 20 desember 2019.


https://indodax.com/diakses
https://indodax.com/diakses
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Daya tarik utama pada bitcoin pada tahun 2013-2017. Pada 2013
setelah terjadi banyak inflasi besar dalam mata uang, tepatnya di akhir
2013. Bitcoin mengalami lonjakan nilai dari sekitar $100 per koin menjadi
$1.000 dalam kurun waktu 1 bulan, sebelum berkurang separuh nilai selama
tiga atau empat bulan ke depan. Tiga tahun berikutnya, bitcoin bertahan di
kisaran $400, tidak pernah sampai di atas $650 atau di bawah $250,.

Setelah 3 tahun stabil, bitcoin mulai mencapai puncaknya pada 2017.
Nilai cryptocurrency mulai meningkat dari sekitar $1.000 per koin hingga
hampir senilai $20.000 per koin dalam hitungan bulan saja. Bubble mulai
terjadi di akhir 2017 sampai akhir Januari 2018. Bitcoin mengalami
penurunan dari $20.000 per koin, menjadi $10.000. Selanjutnya bitcoin terus
menurun selama awal 2018, sebelum mulai stabil di angka $7.000 per koin.
Nilainya bertahan di kisaran $6.000 hingga $7.000 sejak Juni. Jadi, selama 10
tahun ini, bitcoin memiliki nilai sebesar $6.305 per koin rata-ratanya.*

Dari berbagai kejadian pada bitcoin, seseorang yang menanamkan
uangnya pada mata uang virtual kemungkinan tidak terlalu menyadari bubble
pada pasar. Gubernur Bank Sentral Inggris Bank of England (BoE) Mark
Carney menyatakan, mata uang virtual seperti bitcoin perkembangannya
secara jelas telah menunjukkan adanya bubble finansial. Kondisi bubble
adalah ketika harga suatu aset, termasuk mata uang virtual, melonjak sangat
tinggi kemudian anjlok dan menyebabkan ketidakstabilan di sektor keuangan.
Namun, Carney menuturkan teknologi mata uang virtual dapat memperbaiki

sistem keuangan di masa mendatang. Carney menyebut bahwa mata uang

ATechfor  Id, https://www.techfor.id/mengenal-sejarah-bitcoin-dan-nilainya-dari-masa-ke-
masa/18/12/2019, dikases 21 januari 2020.
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virtual tidak harus dilarang, uang virtual tidak memicu risiko terhadap sistem
keuangan, namun sebaliknya harus dimasukkan ke dalam jaringan
pengaturan.®

Pelarangan mata vang bitcoin disebut PBI Nomor 20/6/2018 hanya
pada penyelenggara uang elektronik saja.”> Masyarakat memahaminya
sebagai larangan pada penggunaan bifcoin pada transaksi saja, sedangkan
untuk kegiatan investasi diperbolehkan. Sudah semestinya BI juga langsung
melarang mata uang ini beredar di masyarakat, demi menjaga risiko
hilangnya dana masyarakat. MUI sebagai lembaga fatwa belum
mengeluarkan fatwa tentang bifcoin. Akan tetapi ketua komisi dakwah
membolehkan bifcoin untuk transaksi bagi yang mengakuinya. Beliau
mengharamkan untuk investasi. Perkataan tersebut membuat masyarakat
bisa menilai sebagai fatwa yang bertentangan dengan peraturan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia.*

Beranjak dari permasalahan di atas, maka peneliti berkeyakinan perlu
mengadakan penelitian tentang alat pembayaran elektronik yang ada di
Indonesia. Demikian juga penelitian tentang kebijakannya, baik perspektif
fiqgih maupun magqasid al-shari ‘ah.

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan teori analisis magqasid al-
shari‘ah terfokus pada hifz al-mal. Maqasid hifz al-mal memosisikan uang

yang termasuk kategori harta sangat penting, karena kekhususan, yang ada

“Mark Carney, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/070000526/bank-sentral-inggris--
bitcoin-dkk-gagal-sebagai-mata-uang., diakses 7 Januari 2019.

> PBI Nomor 20/6/2018.

*Novita Intan, Agus Yulianto, https://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/fatwa/18/01/24/p32{8p396-ketua-mui-bitcoin-haram-untuk-investasi., diakses 7 Januari
2019.


https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/070000526/bank-sentral-inggris--bitcoin-dkk-gagal-sebagai-mata-uang
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/070000526/bank-sentral-inggris--bitcoin-dkk-gagal-sebagai-mata-uang
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/070000526/bank-sentral-inggris--bitcoin-dkk-gagal-sebagai-mata-uang
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/01/24/p32f8p396-ketua-mui-bitcoin-haram-untuk-investasi
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/01/24/p32f8p396-ketua-mui-bitcoin-haram-untuk-investasi
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pada uang tersebut, yang selalu hadir meliputi kehidupan manusia.
Kepentingan agama, jiwa, akal maupun keturunan sangat tergantung dengan
uang.” Oleh karena itu pilihan peneliti pada uang elektronik kali ini masuk
kategori magqgasid daruriyyah bukan lagi maqasid hajiyyah. Hal ini berdasar
pada dalil-dalil berupa pelarangan penggunaan emas yang berkaitan dengan
perlindungan penggunaan emas sebagai alat tukar. *° Pilihan peneliti yang
terfokus pada kategori daruriyat, juga menjadi pembeda dari peneliti
sebelumnya yang memasukan kajian uang elektronik ke kategori hajiyyah.
Hal ini dengan memandang dampak negatif tentang penggunaan uang itu
sendiri.

Demikian juga termasuk seluruh derivasi dari magsad hifz al-mal
seperti magqasid al-khassah bi al-amwal maupun yang lebih rinci lagi seperti
maqasid al-shari‘ah fi al-tharwah al-naqdiyyah. Maqasid al-tharwah al-
naqdiyyah adalah istilah yang dipakai oleh Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya
Magqasid al-Shari‘ah al-Muta‘aligah bi al-Mal. Qardawi dalam magqasid ini
hanya berkata tentang fungsi uang yang harus dikeluarkan dalam bentuk
kerja dan barang, yang berarti mendorong investasi dan mencela penimbunan
kekayaan dan kewajiban mengeluarkan zakat.”” Peneliti akan melengkapi
magsad ini dengan berbagai hikmah dari uvang sesuai yang dikatakan oleh
para ulama’, sehingga menjadi magsad tersendiri dan bisa dijadikan indikator

(al-manat) pada standar hukum penerbitan uang.

> Al-Najjar, Maqgasid al-Shari‘ah bi Ab‘ad Jadidah, 186.

% Pelarangan penggunaan emas pada laki-laki dan pelarangan penggunaan emas sebagai alat
rumah tangga itu menurut hikmah dari para ulama’ bahwa agar emas dan perak tetap menjadi
ditham dan dinar. Artinya dalam rangka kebutuhan emas dan perak sebagai bahan baku
pembuatan dinar dan dirham sebagai alat tukar pada saat itu bisa terpenuhi., dalam Muhammad
Tahir Ibn ‘Ashur, Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Tunisia: Dar al-Salam, 2007), 178.

T al-Qardawi, Magasid al-Shari‘ah al-Muta‘aligah bi al-mal, 60.



10

Penelitian ini memakai Aifz al-mal karena penyelengaraan sistem
pembayaran berkaitan erat dengan penjagaan harta seseorang, dan keadilan
seseorang dalam memperoleh hak dan melakukan kewajibannya. Selain itu
Ibn ‘Ashur punya bahasan sendiri dalam maqgasid hifz al-mal. Beliau
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan magsad ini adalah menjaga harta
umat seluruhnya, dan menjaga keluarnya harta dari masyarakat tanpa
imbalan. Karena kalau menjaga harta untuk individu saja termasuk sebuah
kewajiban individu, dan teledor menggunakannya adalah suatu dosa. Ini
berarti menjaga harta umat lebih wajib, dan menyia-nyiakan harta umat juga
lebih berdosa.

Ibn ‘Ashur memberi pemahaman kalau saja seseorang yang mati demi
membela atau mempertahankan hartanya dihukumi mati syahid, maka
demikian juga kalau dia membela atau menjaga hartanya umat, maka
semestinya juga dihukumi mati syahid. Kalau matinya dihukumi syahid,
maka memperjuangkannya mengembangkannya dengan cara
menginvestasikannya dan mengalokasikan ke ranah yang lebih bermanfaat,
adalah sebuah perjuangan yang mulia. Sebagaimana matinya, tergolong
kematian yang mulia, sudah semestinya kehidupannya juga mulia.?
Demikian juga membuat peraturan dan selalu memperbaharui peraturan
tersebut dalam rangka menjaga harta masyarakat menjadi perbuatan yang
mulia.

Dalam disertasi ini peneliti juga menerapkan ide dari Taha Jabir

‘Alwani dan pakar maqasid kontemporer akan pentingnya kategori maqasid

*8 Ibn < Ashur, Magasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah , 178.
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yang lebih tinggi tingkatannya dari magqasid al-‘ammah atau kuliyyat al-
khams yang masyhur.”’ Magasid yang dianggap penting tetapi banyak
dilupakan yaitu magasid al-‘ammah bi al-amwal. Raysuni menyebutnya
dengan istilah gasd al-Shari’ fi al-amwal, yaitu magqgasid kesadaran manusia
sebagai khalifah, kewajiban memakmurkan bumi, dan harta sebagai amanat,
atau sebagai ujian yang nanti akan diminta pertangggung-jawaban,
pentingya etika dalam penggunaan kekayaan, termasuk di dalamnya uang
elektronik.”

Magasid ini sebagai solusi atas pentingya integritas penyelenggara
uang elektronik dan etika pengguna uang elektronik. Magasid ini kalau tidak
diperhatikan juga berakibat tidak baik bagi perekonomian individu yang
berdampak pada perekonomian masyarakat.

Banyaknya penelitian tentang perspektif magasid yang membuat
peneliti tertarik menjadikan maqasid sebagai teori analisis dalam penelitian
ini. Pada disertasi ini teori magqasid dijelaskan cara penggunaannya. Teori ini
masuk ke ranah wsu/ figh atau masuk sebagai ilmu yang baru. *' Tugas
magqasid dalam hukum problema kontemporer, baik sebagai ilmu yang baru

atau sebagai kaidah usul figh berperan dominan dalam penentuan, atau

* Taha Jabir al-‘Alwani, Qadaya Islamiyyah Mu‘asirah Maqasid al-Shari‘ah (Beirut:Dar al-Hadi,
2001),135-183.

30 Ahmad al-Raysuni, a/-Dhari‘ah ila Maqasid al-Shari‘ah (Kairo: Dar al-Kalimah li al-Nashr wa
al-Tauzi*, 2016), 172-173.

31 <Abd Allah bin Bayyah dan Jamal al-Din ‘Atiyyah berpendapat agar tidak memisahkan magasid
al-shari ‘ah dengan usul figh. Pembahasan maqasid masuk ke bab mabahith al-alfaz, al-dalalah,
al-qgiyas, masalih mursalah, fath al-dhari‘ah maupun masadir al-ahkam yang lainnya. Ahmad
Raysuni, ‘Abd al-Majid al-Najjar mengiginkan agar magqasid al-shari‘ah sebagai ilmu tersendiri,
sesuai ide dari Muhammad Tahir bin ‘Ashur. Hal ini karena problematika modern, seperti politik,
ilmu humaniora, kebijakan politik, pendidikan dan ekonomi makro sulit dicakup dengan usu/ figh.,
dalam ‘Atiyyah, Nahwa Tat'il Maqasid al-Shari‘ah,186-190.
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pentarjihan suatu hukum Islam, juga berperan sebagai penilai kelayakan
hukum tersebut dijalankan.*

Penggunaan magasid bagian dari usul figh, maupun sebagai ilmu yang
baru, peneliti tampakkan dalam menentukan hukum asli uang elektronik.
Demikian juga penggunaan magasid sebagai penilai keabsahan hukum uang
elektronik juga ditampakkan ketika membaca kebijakan PBI tahun 2018.
Tentunya hal tersebut tidak ditampilkan di penelitian sebelumnya, yang
hanya menggunakan teori Aifz al-mal secara umum saja.

Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa ijtihad tidak hanya pada lingkup
permasalahan kontemporer saja. Tetapi ij¢ihad masuk pada ranah kepentingan
lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam itu sendiri, yaitu dengan
mengadakan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah yang ada di
dalamnya, berdasarkan kondisi yang terjadi pada zaman tertentu, serta
kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang kuat, yang paling cocok
dengan merealisasikan magasid al-shari‘ah dan kemasalahatan manusia.*®

Selain itu kaidah magasid juga berfungsi sebagai penilai kelayakan
hukum itu dilakukan.** Shatibi menyebutnya dengan tahqgiq al-manat>

Kemudian setelah hukum diberlakukan masih saja harus diteliti apakah

32 Ibid, 177-184.

3 Yusuf Qardawi, Jjtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan,Terj. Abu Barzani
(Surabaya: Risalah Gusti, 2000),13-14.

 Bin Bayyah, Magasid al-Mu‘amalat wa Marasidat al-Wagi‘at, 28.

3 Pembedan atara tangih al-manat, takhriju al-manat, tahqgiq al-manat: Tangih al-manat adalah
meniadakan pembeda. Sedangkan fakhrij al-manat adalah usaha mencari ‘i//ah yang jelas bagi
suatu hukum dengan sebagian prosedur mencari 7//ah menurut ahli usu/ figh seperti dengan cara
munasabah dan lainnya. Sedangkan tahqiq al-manat adalah realisasi ‘7//ah yang sudah disepakati
pada sebuah kasus tertentu (a/-far‘u). dalam ‘Abd al-Rahim bin al-Hasan al-Isnawi, Nihayat al-
Sul Sharh Minhaj al-Wusul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1999), 336.
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pelaksanaan tersebut berakibat mas/ahah atau mafsadah. Hukum menjadi
dinamis tergantung situasi dan kondisi penerapan magasid-nya.*®

B. Identifikasi Masalah
Dari uraian di atas peneliti bisa mengidentifikasikan permasalahan-

permasalahan yang ingin diteliti. Permasalahan tersebut berupa: Bagaimana
hukum pengunaan uang yang selalu berkembang fungsinya, bukan hanya
sebagai alat tukar saja, tetapi sebagai modal atau sebagai barang yang
diperdagangkan. Perlukah penyatuan mata uang perspektif hukum Islam. Apa
sesuatu yang dibuat sebagai acuan terbitnya alat tukar dari zaman ke zaman.
Bagaimana hukum alat tukar-menukar yang berupa alat elektronik, e-money,
atau bitcoin perspektif hukum Islam. Bagaimana kebijakan tentang
digitalisasi alat pembayaran. Bagaimana maqasid al-shari‘ah dijadikan
sebagai perspektif dalam sebuah penelitian hukum Islam. Bagaimana standar
uang elektronik di Indonesia. Bagaimana kaidah hukum Islam tentang alat
tukar. Bagaimana prosedur penggunaan hifz al-mal dalam menghadapi
perkembangan alat tukar.

C. Batasan Masalah

1. Kajian sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan peraturan
Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 perspektif magasid al-tharwah al-
naqdiyyah..

2. Kajian sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan peraturan
Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 perspektif maqasid al-shari’ah fi al-

amwal.

3 Muhammad bin Husayn al-Jizany, Tahdhib al-Muwatfaqgat Ii al-Tmam al-Shatibi (Riyad: Dar
Ibn Jawzi, 1421.H), 325-326.
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D. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas peneliti menginginkan fokus penelitian pada
1. Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan
peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 dalam perspektif magasid al-
tharwah al-naqgdiyyah.
2. Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan
peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 ditinjau dari perspektif
magqasid al-shari’ah fi al-amwal.

E. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis standar sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan

Peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 dalam perspektif magasid al-
tharwah al-naqdiyyah.

2. Menganalisis standar sistem pembayaran kebijakan uang elektronik PBI
No. 20/6/2018 dalam perspektif maqasid al-shari’ah fi al-amwal.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
Disertasi ini semoga memberi sumbangan teori bagi kekayaan

kajian hukum Islam maupun ekonomi Islam tentang berbagai produk
hukum Islam tentang sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran
dan analisis maqasid al-shari‘ah fi al-amwal di dalamnya, sekaligus bisa
juga sebagai referensi praktek penggunaan analisis maqasid al-shari‘ah
pada perubahan kasus tertentu pada setiap problem sosial tertentu,
2. Praktis
Magqasid al-shari‘ah dapat digunakan oleh pemerintah sebagai

pedoman dalam penentuan kebijakan maupun sebagai pedekatan maupun
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teori dalam memperkaya penjelasan kebijakan-kebijakan pemerintah di
berbagai sektor apapun, mengingat nilai-nilai yang ada di dalamnya
sangat universal dan mendukung keberlangsungan kesejahteraan
masyarakat dan negara.

G. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik yang berisi tentang teori tentang uang menurut figih
dan maqasid al-shari ‘ah.
1. Sistem pembayaran menurut hukum Islam
Uang dalam bahasa Arab disebut dengan nuqud, yang mempunyai
makna alat pembayaran secara tunai dan langsung.®” Dalam percakapan
bahasa Arab didapati kalimat nagadani al-thaman yang berarti dia
membayarku dengan tunai.*®
Kata nuqud ditemukan terdapat dalam matn al-hadith, setidaknya
terdapat 15 jenis uang dalam matn al-hadith yaitu: dirham (uang perak),
emas, perak, dinar (uang emas), warig (uang perak), nuqud (uang emas
dan perak), sikkah (uang emas dan perak), fulus (uang emas bercampur
tembaga), secara tidak langsung dengan Kkata thaman (harga), gimah
(harga, nilai), ‘ayn (barang), si‘ir (harga), ajr (upah), tharwah (harta
kekayaan) dan sarf (benda sejenis yang dipertukarkan).*® Kajian dalam
kitab-kitab figih mengungkapkan nagdain, nagdani yang berarti dinar dan

dirham, mata uang yang terbuat dari emas dan perak.

"Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 1452.

*Louis Ma’luf, A/-Munjid fi al-Lughat wa al-Adab wa al-‘Ulum (Beirut: al-Matba‘ah al-
Kathulikiyyah, t.th.),830.

*Siti Mujibatun, “Konsep Uang Dalam Hadis” (Disertasi--IAIN Walisongo, Semarang, 2012),
375.
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2. Magqasid al-shari‘ah
a. Pengertian magqasid al-shari’ah

Istilah maqasid al-Shari‘, maqasid al-shari‘ah dan maqasid al-
shar‘iyyah merupakan istilah-istilah yang sinonim.*’Secara terminologi
Magqasid al-shari‘ah mengalami perkembangan dari makna yang paling
sederhana menuju makna yang komplek. Sebelum Shatibi belum
ditemukan definisi yang kongkrit dan komprehensif terhadap makna
magqasid al-shari‘ah. Definisi para ulama cenderung menurut makna
bahasanya, dan padanan kata-katanya.**

Al-Ghazali menyebut kata maqgasid dengan masuk ke dalam
maslahah. Maslahah adalah menjaga keberadaan magsud al-shar‘i yang
berupa hifz al-din hifz al-nafs, hifz al-nasl, hitz al-‘aqgl, hifz al-mal*
Kemudian beliau melanjutkan segala sesuatu yang mengandung
penjagaan kaidah lima ini disebut mas/ahah, dan segala sesuatu yang
melanggar kaidah lima ini disebut mafsadah, dan menghindarinya
disebut maslahah. Beliau juga membatasi cara mengetahui magasid
hanya dengan a/-kitab dan al-sunnah, dan al-ijma’.

Sementara itu al-Amidi mendefinisikannya lebih singkat, yaitu:
Tujuan syari’at adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak

kerusakan atau kombinasi keduanya.** Definisi ini mempunyai arti

* Raysuni, Nazariyat al-Maqasidi “Inda al- ‘Imam al-Shatibi (Riyad: al-Dar al- ‘Alamiyyah Li al-
Kitab al-‘Islami, 1995), 17.

*1“Abd al-Rahman Ibrahim al-Kaylani, Qawa‘id al-Magasid ‘Inda Imam al-Shatibi Ardan wa
Dirasatan wa Tahlilan (Damaskus: Dar-al-Fikri, 2000), 45.

“Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, a/-Mustasfa min ‘llm al-Usil (Lebanon: Dar al-Huda,
1994), 1/257-258.

#Sayf al-Din Abu al-Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad al-Amidi, a/-’Ihkam fi Usul al-
Ahkam (Beirut: Mu’assasah al-Nur, 1388 H), 3/271.
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keumuman pengertiannya, dan abstrak sehingga belum bisa
dibayangkan bagaimana cara menentukannya.

Definisi yang lebih bisa dipahami dan mudah dipraktekkan
dikemukakan oleh al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam: Barang siapa yang
berpandangan bahwa tujuan shara’ adalah mendatangkan manfaat, dan
menolak mafsadah, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan
pengetahuan  mendalam, bahwa kemaslahatan dalam suatu
permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kerusakan yang ada
di dalamnya juga tidak boleh didekati, walaupun dalam masalah
tersebut tidak ada ijma* nas, dan giyas yang khusus.*

Definisi singkat tetapi operasional yang menghubungkan antara
Allah dan pembagian magqgasid al-shari‘ah, dalam susunan yang
berurutan didapatkan pada perkembangan berikutnya yang dipelopori
oleh Tmam Abu Ishaq al-Shatibi. Shatibi menyatakan bahwa perintah
dan larangan syari’at kembali pada kepentingan tujuan-tujuannya pada
makhluk. Magqasid ini tidak lebih dari tiga macam: daruriyyat
(kepentingan pokok atau primer), hajiyyat (kepentingan sekunder), dan
tahsiniyyat (kebutuhan tersier).”> Shatibi menyatakan bahwa Allah
sebagai Shari‘ memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukum-Nya,
yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.*®

Shatibi mengartikan magasid di dua tempat yang berbeda, tetapi

itu bukan berarti beliau mendefinisikan dengan dua definisi akan tetapi

# <Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salam ‘Izz al-Din, Qawa’id al-’Ahkam fi Masalih al-Anam (Kairo:
Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991), 2/160.

Shatibi, Al-Muwafaqat, 221.

“ Ibid., 1/220.
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itu semua bisa dikumpulkan menjadi satu. Bahkan dari kedua
pembagian itu bisa dimengerti kalau magasid menurut Shatibi itu ada
dua magqasid al-Shari‘ dan maqasid al-mukaliaf. Dua definisi itu kalau
dikumpulkan maka definisi maqasid al-shari‘ah adalah menegakkan
maslahah mukalaf'yang bersifat dunia dan akhirat pada suatu kategori
tertentu sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang penuh
kesadaran sebagaimana mereka adalah hamba-hamba Allah yang
idtirari*’

Muhammad Tahir bin ‘Ashur mendefinisikan maqasid al-shari ‘ah
dengan beberapa kepentingan dan hikmah hikmah yang dituju oleh a/-
Shari‘ pada hampir seluruh keputusan hukum syari’at, dengan tidak
menentukan atau mengkhususkan dengan bentuk hukum tertentu.*®< Alal
al-Fasi mendefinisikan maqasid al-shari‘ah dengan tujuan akhir dan
rahasia-rahasia yang diinginkan oleh a/-Shari’ pada setiap hukum-
hukum syari’at.*? Ahmad Raysuni mendefinisikan magasid al-shari‘ah
dengan tujuan akhir yang diinginkan oleh a/-Shari‘ dalam pembuatan
Syari’at, dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.*

‘Abd al-Majid al-Najjar berkesimpulan setelah menimbang dari
berbagai pendapat ulama’ bahwa pengertian maqasid al-shari ‘ah adalah
tujuan utama dari dibuatnya syari’at atau pemberlakuannya pada

seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek yang dimaksudkan

“Ibn Zaghibah ‘Izz al-Din, al-Magasid al-‘Ammah Ii al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-
Shafwah, 1996), 46.

*Ibn  Ashur, Magasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah, 51.

< Alal al-Fasi, Magqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha (Rabat: Maktabah al-Wihdah
al-‘ Arabiyyah, t.th), 30.

%0 Raysuni, Nazariyat al-Magasid ‘Inda al-Shatibi, 7
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bukan saja secara individual, tetapi juga aspek manusia sebagai
makhluk sosial, dan semua komponen kehidupan manusia dalam rangka
kebaikan dan perbaikannya. **

b. Indikator maqasid al-shari ‘ah pada sistem pembayaran.

Penelitian ini tema pokonya adalah hukum standar sistem
pembayaran elektronik. Maka maqasid al-shari‘ah yang digunakan
sebagai indikator pada penelitian ini daruriyyat hifz al-mal dan al-
maqasid al-khassah bi al-mu‘amalat al-maliyyah.

1) Hifz al-mal

Salah satu tujuan magasid adalah bagaimana menjaga harta
kekayaan yang merupakan salah satu dari lima daruriyyat, yaitu:
menjaga kekayaan (hifz al-mal), yang saling terkait dengan lainnya,
khususnya menjaga agama (kifz al-din). Tujuan menjaga kekayaan
dalam Islam untuk menjaga dan menyejahterakan tatanan sosial,
sebagaimana itu juga tujuan menjaga agama.

Mengapa hal ini menjadi penting, karena jika eksistensi harta
disia-siakan dan tidak dijamin, maka kehidupan manusia akan
menjadi tidak berarti lagi. Oleh karena itu disyari’atkan hal-hal yang
berhubungan dengan adat dalam kehidupan, seperti mengusahakan
makan dan minum yang halal serta mengusahakan pakaian dan
tempat tinggal, seperti perpindahan hak milik dengan melalui
perantara jual beli, hibah, pewarisan, dan transaksi-transaksi lainnya.

Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan jiwa dan harta

3! al-Najjar, Maqasid al-Shari‘ah bi Ab‘ad Jadidah, 16.
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disyari’atkan gisas, diyat, had, dan kewajiban mengganti harta orang
lain yang dirusak atau dimusnahkan. 2

Ada banyak dalil yang tegas menyatakan bahwa kepemilikan
harta dan kekayaan memiliki makna dan status penting dalam
shari‘ah. Bahkan, hukum Islam memperkenalkan banyak aturan
yang ditujukan untuk mewujudkan Aifz al-mal, baik yang berdimensi
material ataupun sosio psikologis. ‘Abd al-Majid al-Najjar
berpendapat ada lima segmen dalam mencapai hifz al-mal. yaitu hitz
al-mal melalui perlindungan kepemilikan; Az al-mal melalui
akuisisi dan pengembangan; hifz al-mal dari kerusakan; hifz al-mal
melalui hukum peredarannya; Ahifz al-mal melalui perlindungan
nilainya.>

Secara mendasar, pada saat ki al-mal dikategorikan ke dalam
darariyat, ini berarti bahwa kebutuhan penting ini jika tidak dijaga,
maka dapat berujung pada kekacauan dan anarki dalam masyarakat.
Dengan kata lain, kondisi ini mengindikasikan posisi penting dari
kekayaan dan substansi keuangan dalam hukum Islam. Oleh karena
itu, harus digarisbawahi bahwa harta kekayaan sangat diakui oleh
magasid sebagai aspek berharga dalam kehidupan yang harus
dipelihara.

2) Maqasid khassah bi al-amwal

**Husayn Hamid Hisan, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Nahdah al-
‘Arabiyyah, 1971), 24.
3al-Najjar, Maqasid al-Shari‘ah bi Ab‘ad Jadidah,185-206.
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Magasid khassah yaitu tata cara yang diinginkan al-
Shari'(Allah) untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia
yang bermanfaat, atau untuk melindungi kemaslahatan mereka
yang bersifat umum dalam aktivitas mereka bersifat pribadi, agar
upaya mereka untuk kepentingan pribadi tidak merusak segala
sesuatu yang telah dijadikan fondasi untuk mewujudkan
kemaslahatan mereka yang bersifat umum.

Magqasid khassah memasukan setiap tujuan yang menjadi
acuan dalam setiap pensyari’atan hukum-hukum yang mengatur
tindak tanduk manusia. Misalnya pembuktian yang kuat sebagai
tujuan akad rahn (gadai).>*Masuk dalam kategori ini adalah seluruh
hikmah yang dijaga dalam kegiatan manusia, seperti pentingnya

surat perjanjian pada akad gadai.*

H. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari duplikasi perlu kajian pustaka yang berisi deskripsi

ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga

terlihat jelas dilakukan:

1.

Muhammad Hatta menulis artikel berjudul, “Telaah Singkat Pengendalian
Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam.”

Penelitian  ini  menyatakan bahwa inflasi  sesungguhnya
mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang, kestabilan mata uang
tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh

terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi sebuah

> Ibn < Ashur, Magasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah, 415.
> Ahsan li Hasinah, al-Figh al-Maqasidi “Inda al-Imam al-Shatibi (Kairo: Dar-al-Salam 2008),

17.
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negara. Sistem moneter dunia ini dikuasai oleh fiat money yang sangat
rentan dengan fluktuasi kecuali beberapa negara yang menggunakan uang
dinar dan dirham. Implikasinya terhadap dominan penggunaan fiat money,
sistem moneter yang berbasis dinar dan dirham merupakan satu-satunya
sistem moneter yang mampu mengendalikan problematika mata uang,
menghilangkan inflasi besar-besaran dan mampu mewujudkan stabilitas
mata uang dan stabilitas nilai tukar. *°

2. Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua berjudul: “The Framework Of
Magasid al-Shari‘ah And Its Implication For Islamic Finance”, diskusi
instruktif tentang kerangka magasid al-shari ‘ah dan implikasinya terhadap
wacana kontemporer tentang keuangan berbasis shari ‘ah.

Penelitian ini menyimpulkan keuangan Islam sebagai institusi yang
didasarkan pada kerangka etis dan moral hukum Islam mengambil peran
khusus dalam masyarakat. Lebih jauh, kerangka magasid al-shari ‘ah juga
menyiratkan hal itu karakteristik lembaga keuangan Islam dibentuk oleh
tujuan yang mulai dari hukum Islam yang menekankan kebaikan sosial dan
ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya kepuasan
individu. Dengan demikian keuangan Islam jauh lebih dari sekadar
menahan diri dari membebankan bunga dan mematuhi teknis hukum dan
persyaratan untuk menawarkan produk keuangan Islam. Produk keuangan
ini adalah sistem holistik yang bertujuan berkontribusi pada pemenuhan

tujuan sosial-ekonomi dan penciptaan masyarakat yang adil.

% Muhammad Hatta, “Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam”
ttp://www.jurnal-ekonomi.org/2008/06/16/telaah-singkat-pengendalian-inflasi-dalam-perspektif-
kebijakan-moneter-islam/diakses 19 Februari 2019.
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Dalam proses menjalankan bisnis, lembaga keuangan Islam berusaha
untuk membawa keseimbangan abadi antara penghasilan dan pengeluaran
untuk mencapai perbaikan bagi selurun masyarakat. ini telah
dimanifestasikan sebagai maqasid al-‘ali atau tujuan yang lebih tinggi dari
keuangan Islam yang secara mendalam tertulis dalam magasid al-shari ‘ah,
dalam makalah ini juga penulis lebih banyak berpedoman metode
tingkatan maslahah daririyyah, hajiyyah, tahsinat>’

3. Buku dengan judul, “Konsep Uang Dalam Hadis”, ditulis oleh Siti
Mujibatun pada tahun 2012.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Uang dalam teks-teks hadis
secara langsung dengan menggunakan kata: Emas, dirham, perak, dinar,
wariq, sikkah, nuqud, fulus dan ‘ayn. Secara tidak langsung teks-teks
hadis menyebut uang dengan menggunakan Kkata: thaman, tharrwah,
gimah, si‘ir, ajr dan sarf. Fungsi uang menurut hadis adalah sebagai harta
kekayaan, alat tukar, standar nilai. Dengan mengikuti pemikiran Karl
Popper, teori uang berbentuk koin (emas) telah terfalsifikasi oleh teori
uang berbentuk fiat money, fungsi uang sebagai alat bayar tidak boleh
disewakan, sulit diterapkan dalam bisnis. Hal ini terbukti dari kinerja
lembaga keuangan syari’ah yang masih menyewakan uang sekalipun
dengan menyebut akad mudarabah (bagi hasil).

Penelitian ini hanya menfokuskan pembahasan uang dalam

perspektif nusus al-hadith meskipun juga berkomentar tentang fungsi dan

7 Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The Framework of Maqasid al-Shari‘ah and Its
Implication for Islamic Finance." Is/am and Civilisational Renewal, vol. 2, no. 2, 2011, p. 316+.
Gale Academic OneFile, dikases 21 Januari 2019.
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keguanaan uang namun acuan pendapat yang dipakai adalah teori konsep
uang secara umum tidak membandingkanya dengan teori konsep uang
menurut figih mu’amalah, maupun magasid. Penelitian ini agaknya tidak
merelevansikan teori uang dalam perokonomian Islam karena dianggap
sulit diterapkan dalam dunia bisnis modern.™®.

4. Rahmat llyas menulis “Kosep Uang dalam Persepktif Islam.”

Penelitian berkesimpulan uang dipandang sebagai alat tukar, bukan
suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan
ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-
menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan
yang digolongkan sebagai riba al fadl, yang dilarang dalam Islam. Dalam
Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal
adalah economic value of time. Implikasi konsep time value of money
adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan
riba adalah haram. Riba dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana
“al-ghurm bi al-ghurm” (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko),
dan “al-kharaj bi al-damman” (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan
biaya).

Anrtikel ini tidak ada analisis magasid-nya artikel ini cuma membahas
tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam tidak ada proses 7jtihad ulama
dalam menghasilkan sebuah hukum. Penelitian ini hanya terfokus pada

dinar sebagai acuan hukum uang kertas.*

%% Siti Mujibatun, Konsep Uang dalam Hadis (Semarang: Penerbit Lembaga Studi Sosial dan
Agama, 2012).

% Rahmat Ilyas “ Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni
2016, 35-57.
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Muamar, Ari Salman Alparisi dengan

judul “Electronic Money (e-money) dalam Perspektif Maqgasid al-
Shari‘ah’’

Penelitian ini dimulai dengan asumsi peneliti akan kesesuaian uang
elektronik dengan magqgasid al-shari‘ah yang mestinya harus selalu
didiskusikan. Penelitian ini juga menegaskan akan fungsinya magasid al-
shari‘ah yang menentukan syari’ah dan tidaknya uang elektronik.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan.

Dari hasil penelitian diperoleh secara umum uang elektronik telah
sesuai dengan maqasid al-shari‘ah. Kesesuaian ini didapat dengan
terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi,
uang elektronik wunregistered dinilai belum sesuai dengan magasid al-
shari‘ah karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga
masih menimbulkan bahaya apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh
karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti
uang elektronik wunregistered sebaiknya dihindari karena bertentangan
dengan magasid al-shari ‘ah.”°

Penelitian ini menggunakan teorinya maqgasid Huseyn Jawhar dan
fungsi maqasid al-shari‘ah diinginkan sebagai penilai keabsahan hukum
uang elektronik, tidak dijelaskan cara kerja maqasid al-shari‘ah pada

pemasalahan uang elektronik apakah sebagai penentu hukum atau penilai

50 Afif Muamar, Ari Salman Alparisi, “Electronic Money dalam Perspektif Maqasid al-Shari‘ah ”;
Journal of Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, issue 2: 75-84
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keabsahan hukum. Kemudian penelitian ini mengfokuskan pada

keumuman Aifz al-mal dalam menilai uang elektronik.

6. Tesis “Konsep Uang Kertas Dalam Fiqih Muamalah; Studi atas Pemikiran
Imran Nazar Hosein”, oleh al-Maghfurin. Penelitian ini berjudul: “Konsep
Uang Kertas dalam Figih Mu’amalah; Studi atas Pemikiran Imran N.
Hosein”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Uang sunnah menurut
Imran N. Hosein adalah:

a. Logam berharga atau komoditas lain seperti: Emas, perak, gandum,
kismis, kurma, garam, dan lain-lain, yang sesuai dengan sunnah Nabi
SAW.

b. Uang dengan nilai instrinsik.

c. Uang ada dalam ciptaan Allah dengan nilai yang ditentukan Allah Maha
Tinggi yang menciptakan kekayaan/rezeki (uang diatur sebagai
ketentuan syari’at).

Uang kertas adalah uang haram dan tidak termasuk uang sunnah
karena tidak memiliki nilai instrinsik dan sistem moneter internasional
yang melatar belakangi berlakunya uang kertas adalah memakai praktik
riba. Pendekatan yang dipakai Imran N. Hosein dalam setiap pendapatnya
adalah Eskatologi Islam.®* Peneliti dalam disertasi ini memang
menganalsis kesesuaian uang elektroonik dengan uang menurut figih dan
lebih difokuskan pada analisis magsad hifz al-mal, sehingga hasil

hukumnya berbeda..

! Maghfurin, Ahmad Luthfi, Konsep vang kertas dalam Figih Muamalah: studi pemikiran atas
Imran  Nazar Hosein. Masters Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
http://digilib.uinsby.ac.id/15929/.
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7. Analisis Ftawa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI NO.

20/6/PBI1/2018 tentang uang elektronik syari’ah ditinjau dari perspektif
magqasid al-shar ‘iah.

Skripsi yang ditulis Sahal Muzakki UIN Syarif Hidayatullah tahun
2018, kesimpulan dari skripsi ini bahwa uang elektronik sudah sesuai
dengan magqasid shari‘ah hifz al-mal dalam tingkat hajiyyat yaitu
memelihara harta dari penyia-nyiaan, terhindar dari riba fadl tentang
fatwa uang elektronik registered dan unregistered di situ ada fatwa yang
harus dikaji ulang karena tidak ada kesesuaian dengan maqgasid al-
shari‘ah.

8. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Nur Sayuti dengan judul “E-Money
ditinjau dari dimensi maqasid al-shari‘ah”

Permasalahan dikaji melalui pendekatan kualitatif normatif dengan
jenis penelitian /ibrary research. Penelitian mempunyai kesimpulan
berdasarkan hasil sinkronisasi antara produk e-money dan dimensi
magqasid shari‘ah terdapat nilai-nilai maslahah yang merupakan bentuk
pengejawantahan unsur Aifz al-mal pada produk e-money antara lain
tercapainya kemaslahatan umum bagi perekonomian dan kebijakan
moneter. Tujuan ekonomi Islam harus mampu merefleksikan tujuan
utama syari’at. 62

9. Penelitian yang berjudul “Analisis kesesuaian syari’ah electronic money
pada bank penerbit uang elektronik di Indonesia” ditulis oleh Nur Rizki

Febriandika, Fifi Hakimi.

62 Muhammad Nur Sayuti, “E-Money Ditinjau dari Dimensi Maqasid al-Shari‘ah”, Jurnal al-
Qardhnomor 5 juli 2018 TAIN Palangka Raya, 13 -26.
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Uang  elektronik  sebagai instrumen pembayaran  mikro
(micropayment) dapat menjadikan proses pembayaran secara lebih cepat,
mudah, efisien, dan aman. Dalam penentuan kesesuaian syari’ah pada
uang elektronik terdapat dua hal yang perlu dianalisis, yakni karakter
uang elektronik (zatnya) dan bagaimana mekanisme uang elektronik yang
berlaku (penerapan muamalahnya). Dari segi karakteristik zatnya, nilai
uang elektronik konstan dan stabil sehingga tidak bisa dijadikan alat
spekulatif bagi yang memegangnya. Sehingga uang elektronik bisa
terbebas dari unsur riba, gharar dan perjudian karena jumlahnya tetap.
Jika bank tersebut mengelola secara benar dan tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syari’ah maka hal tersebut diperbolehkan. Adapun
kelebihan pembayaran saat hendak mengisi ulang uang elektronik
merupakan ujroh atau imbalan atas jasa yang telah ditawarkannya. Akad-
akad yang dapat digunakan dalam mekanisme uang elektronik adalah jual
beli (al-ba’y), 2) wadi‘ah, 3) sarf. 4) ijarah, 5) wakalah, 6) gard.®
Penelitian di dalam disertasi ini tentunya berbeda dengan penelitian
terdahulu yang disebut di atas. Penlitian di atas tidak menjelaskan konsep
maqasid al-sari‘ah secara gamblang dan penggunaannya teori magqasid al-
shari‘ah pada penelitian di atas hanya sebatas sinkronisasi saja.
Beberapa penelitian di atas tampak tidak ada yang fokus meninjau
tentang uang elektronik perspetkif maqgasd hifz al-mal sebagai penentu

hukum. Peneliti dalam disertasi ini memang menganalsis kesesuaian uang

53 Nur Rizki Febriandikal, Fifi Hak Fifi Hakimi “Analisis Kesesuaian Syari’ah Electronic Money
pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syari’ah Volume
07, Nomor 01, April 2020 Vol. 07, No.01, April 2020, 212-249.
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elektroonik dengan uang menurut figih akan tetapi lebih difokuskan pada
analisis magsad al-darury fi hifz al-mal, baik sebagai penentu hukum dan
penilai kesesuaian terhadap hukum Islam. Demikian juga teori magqasid al-
tharwah al-naqdiyyah sebagai ‘illah pokok pada disertasi ini dalam
menentukan hukum uang elektronik.

Penelitian di atas mempunyai judul dan metode yang sama dengan
disertasi ini demikian juga hasil kesimpulan umumnya sama, yang
membedakan dalam disertasi ini peneliti jelas membangun teorinya dari
hifz al-mal yang dipecah menjadi magqasid khassah bi al-mal kemudian
menjadi maqasid juz’iyyah yaitu maqasid al-tharwah al-naqdiyyah yang
diambil dari kesepakatan ulama tentang fungsi uang.

Dalam disertasi ini teori juga kami mulai dengan teori uang yang
nantinya akan menjadi pelengkap keterangan akan magsad nilai uang
yang akan dijadikan sebagai %//lah hukum utama dalam disertasi ini.
Magqasidnilai uang secara khusus tidak dibahas di penelitian terdahulu.

I. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini kepustakaan (library research) yaitu penelitian
dengan menelaah literatur tentang kebijakan sistem pembayaran uang
elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 20/6/2018.** Selain
itu literatur tentang magqasid al-shari‘ah juga dikaji sebagai sarana untuk
menganalisis kebijakan tersebut.

2. Pendekatan penelitian

%Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), 202.
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Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif
normatif, yaitu dengan cara memaparkan kebijakan peraturan Bank
Indonesia PBI No. 20/6/2018 kemudian menganalisis paparan di atas
dengan perspektif maqasid al-shari‘ah fi al-amwal tentang kebijakan
tersebut.®
3. Sumber Data Penelitian
Dalam kajian ini sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber
data yang bersifat primer dan sumber data sekunder.®®
a. Sumber data primer (primary sources) berupa data kebijakan sistem
pembayaran peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 tentang uang
elektronik yang diambil dari website resmi Bank Indonesia. Adapun
data tentang maqasid al-shari‘ah diambil dari literatur figih klasik dan
modern.
b. Sumber data sekunder (secondary sources) adalah seluruh hasil
penelitian berbentuk jurnal, maupun website yang berkaitan dengan
uang elektronik dan penerapan maqasid al-shari‘ah fi al-amwal.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan disertasi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang
masing masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:
Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

Masyhuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif (Bandung:
Refika Aditama, 2008), 14.

% Tali Zidahu Ndraha, Research Teori, Metodologi, Administrasi (Jakarta: Bina Aksara, 1981),
78.
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penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik penelitian, penelitian
terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan disertasi.

Bab ke dua membahas tentang kajian tentang tentang tarikh tashri‘ fi
al-nugud yang digunakan untuk mencari prinsip-prinsip penggunaan uang
dari masa ke masa. Kajian ini berfungsi membantu analisis uang elektronik
apakah uang elektrronik sudah sesuai dengan uang menurut al/-magqasid al-
Jjuz’iyyah, yang isinya merupakan figih uang. Kemudian dilanjutkan dengan
kajian teori maqasid al-shari‘ah fi al-amwal dan bagaimana penerapan,
penggunaan maqasid al-shari’ah fi al-amwal sebagai alat analisis data-data
peraturan sistem pembayaran uang elektronik.

Bab ke tiga membicarakan objek data penelitian berupa kebijakan
peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018.

Bab ke empat menjelaskan tentang analisis maqasid al-shari‘ah fi al-
amwal yang terfokus pada maqasid al-tharwah al-naqdiyyah (maqasid nilai
uang) terhadap standar sistem pembayaran uang elektronik peraturan Bank
Indonesia PBI No. 20/6/2018. Kemudian dilanjutkan bagaimana sistem
pembayaran uang elektronik menurut perspektif maqgasid al-shari*ah fi al-
amwal.

Bab ke lima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang

telah dibahas, implikasi teori, keterbatasan studi dan rekomendasi.



BABII
KAJIAN TEORI

A. Tarikh Tashri‘Sistem Pembayaran dalam Melacak Magqgasid Juz’iyyah
1. Sistem pembayaran dinar dan ditham

Sistem pembayaran uang elektronik yang berlaku di Indonesia,
apakah sudah dinilai sudah berkesesuaian dengan sistem pembayaran
menurut hukum Islam. Pandangan ini harus dibuktikan dengan dalil-dalil
yang mampu menghukumi uang elektronik. Untuk mengetahuinya, sangat
perlu mengetahui bagaimana pendapat ulama’ klasik tentang uang harus
dipaparkan sebelum menganalisanya lebih lanjut dengan uang elektronik
yang beredar di Indonesia.

Pengetahuan pendapat ulama’ sekaligus membantu peneliti dalam
mengkaji vang menurut hukum Islam perspektif magasid sangat mampu
untuk melihat hukum dan dampak hukum dari keberadaan uang elektronik.
Contohnya, perusakan, pemalsuan dan pencucian uang, semua risiko-risiko
yang membuat uang elektronik tidak bisa dikatakan sebagai uang menurut
hukum Islam.

Teks-teks figih klasik menyatakan bahwa uang yang dalam literatur
arabmya adalah nuqgud apakah selalu berarti koin emas (dinar) dan perak
(dirham). Karena dua jenis uang inilah yang ada pada masa itu. Magrizi
berpendapat baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam,

mata uang digunakan oleh manusia untuk menentukan berbagai harga

32
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barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini mata uang yang
dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.'

Pada zaman sebelum Rasul Allah masyarakat dunia memakai dinar
dan dirham. Kemudian pada zaman Rasul Allah penggunaan dinar dan
dirham tersebut terus berlanjut, dan tidak ada syari’at perubahan
penggunaan alat tukar dinar dan dirham. Ini berarti bahwa Rasul Allah
tidak menentukan sendiri alat tukar dan tidak mendorong umatnya untuk
mencetak sendiri uang pada saat itu. Bahkan Rasul Allah mengikrarkan
uang yang sudah ada pada saat itu, berupa dinar dan dirham yang dicetak
dari negara tentagga. Walaupun demikian Rasul Allah memberikan kaidah
tentang jual beli antara dinar, dan antara dirham harus sama, yang nanti
menjadi kaidah riba. Begitupun juga ada penetapan timbangan dinar dan
dirham sebagai persyaratan zakat.

Kenyataan itu berarti masalah uang sebagai alat tukar bukan murni
urusan agama akan tetapi adat istiadat dan kesepakatan masyarakat
sebagai sumber dalil juga. Di mana apa yang menjadi kesepakatan
manusia dinar dan dirham sebagai alat tukar itu adalah dalam rangka
kemaslahatan manusia dan kebetulan masyarakat juga mengikutinya.
Urusan uang adalah kesepakatan masyarakat maka seharusnya tunduk
pada kaidah jalb masalih dan dar’ al-mafasid (menghasilkan manfaat dan

mencegah kerusakan).

" Anastas al-Karamili, a/-Nuqud al-‘Arabiyyah wa al-Islamiyyah wa ‘llm al-Namyat (Kairo:
Maktabah al-Asriyyah, 1987), 73.

? Taqiy al-din, Ahmad bin ‘Ali al-Magrizi, Shudhur al-‘Uqud £i Dhikri al-Nugid (Beirut: Dar al-
Zahra’, 1988), 3/ 4.
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Ketika ‘Umar menjadi khalifah beliau pernah mengusulkan kalau
suatu saat nanti dinar dan dirham diganti dengan kulit unta, tercatat di
dalamnya kalimat a/-Hamdu Ii Allah, Allah Rabbi yang menandakan nilai
berbeda-beda. Ide ini dibantah oleh para sahabatnya karena dianggap
berakibat akan hilangnya binatang onta di kemudian hari, kemudian beliau
menahan keputusan ini.’

Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada
tahun 76 H. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan
Abd al-Malik bin Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak
dinar dan dirham Islam. Pada zaman ini mulailah pertama kali pemerintah
Islam mencetak uangnya sendiri, tanpa menggunakan dinar dan dirham dari
Romawi. Ini disebabkan karena ketika khalifah berkirim surat pada raja
Romawi, beliau mengungkapkan akan keistimewaan Islam dan al-
Qur’annya. Raja Rum membalas dengan ancaman agar orang muslim
menghentikan tulisan-tulisan pada dinar, karena kalau tidak, maka Raja
akan menulis tentang Nabi Muhammad dengan tulisan yang membuat
marah orang muslim.”

Pakar dari Hanafiyyah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
uvang (nuqud) adalah yang tercetak dari emas dan perak secara khusus.

Sedangkan kalau tidak tercetak secara khusus disebut dengan harta atau

* Hasan al-Khallaq, 7a%ib al-Nugud wa al-Dawawin (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1986),24.
* al-Magrizi, al-Nuqud al-Islamiyyah (t.t: Manshurat al-Maktabah al-Haydariyyah, 1967), 10.
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barang yang diperdagangkan (‘Arud).” Dirham adalah uang yang dicetak
dari perak, dan dinar adalah uang yang dicetak dari emas®

Malikiyyah menyebutkan bahwa uang diartikan khusus yang dicetak
dari emas dan perak. Sedang selain yang dicetak dari emas dan perak bukan
termasuk dari nugud, walaupun emas dan perak.’” Walaupun ada juga
riwayat yang mangatakan bahwa nuqud tidak khusus yang dicetak dari
emas dan perak, boleh juga selain keduanya. ®

Pakar dari a/-Shafi‘iyyah menyatakan bahwa uang (nuqud) ada dua
kategori yaitu: Barang yang khusus dicetak dari emas dan perak untuk
menjadi uang. Kedua, semua selain yang dicetak untuk uang, tetapi berupa
emas dan perak yang bisa dibandingkan nilainya dengan barang dan hutang
atau kewajiban.’

Ulama’ al-Hanabilah juga berpendapat seperti apa yang dikatakan
oleh al-Hanafiyyah bahwa yang disebut nuqud adalah hanya yang dicetak
dari emas dan perak selainnya tidak. Hanabilah beralasan karena keduanya

menunjukkan harga barang dan nilai harta. '°

* Kamal al-Din bin al-Hammam, Fath al-Qadir Sharh al-Hidayah (Kairo: Maktabah al-Tijariyyah
al-Kubra), 5/16.

 Muhammad bin Ahmad al-Sarkhusi, a/-Mabsut (Beirut: Lebanon, Dar al-Ma‘rifah, 1993),11/21-
22., ‘Ala’ al-Din Abibakr bin Mas‘ud, al-Kasani, Bada’i“ Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘ (t.t: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 7/3184.

7 Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardir, al-Sharh al-Kabir bi Hashiyah al-Dasuqi (Kairo:
Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.), 3/25.

¥ Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasuqi, Hashiyah al-Dasugi (Kairo: Maktabah al-
Tijariyyah al-Kubra), 3/25. ‘Ali bin Ahmad al-Sa‘idi, al-‘Adawi, Hashiyah al-‘Adawi ‘Ala al-
Khurshi (Beirut: Dar al-Fikr,tth.), 5/36.

? Muhammad bin Ahmad Shihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj (Beirut:
Dar al-Fikr, 1974), 3/83.,

' Ibn Qudamah, Muwaffiq al-Din bin ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, a/-
Mughni Sharh Mukhtasar al-Khargi (Lebanon: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), 5/124-126.
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Kalau dilihat dari pendapat dari berbagai madhahib di atas semuanya
sepakat kalau uang adalah yang dicetak dari emas dan perak. Tetapi
Shati ‘Tyyah memasukkan selain yang dicetak untuk uang, yang penting dari
emas dan perak. Hal ini diperkuat dengan pendapat Shafi‘iyyah ketika
membahas tentang riba. Shafi‘lyyah berpendapat bahwa ‘llah riba pada
emas dan perak adalah penentu nilai barang, penentu harga barang. ‘///ah
tersebut tidak ada pada jenis riba yang lainnya, seperti makanan yang

tertera pada hadis Riba.

o ted gl BB Y5 o 570 JRCE ‘n;v‘dijdbu 3,503 Ny
i .0 ;;:" o ‘gj CU:E\

Pemikiran fugaha'mengenai uang, semakin berkembang pada era
sesudah imam madhahib, mengingat masalah dan kebijakan pemerintah
tentang uang menjadi objek bahasan para Fugaha’, mereka telah membahas
masalah uang ini di dalam kitab-kitabnya.

Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan
yang berarti hingga pemerintahan al-Mu‘tasim.'> Dalam pandangan al-
Magrizi kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum mamluk semakin
kuat di kalangan istana termasuk terhadap kebijakan percetakan mata uang
dirham campuran. Pencetakan fu/us sebagai mata uang yang terbuat dari

tembaga dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyyah Sultan

Muhammad al-Kamil ibn al-‘Adil al-Ayyubi yang dimaksudkan sebagai

"""Muhammad bin Idris al-Shafi‘i, a/-Um (Beirut: Dar al-Ma‘rifah,1990), 3/15.
"2 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2012), 421.
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alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48
fulus untuk setiap dirhamnya.

Pasca pemerintahan Sultan al-Kamil percetakan mata uang tersebut
terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang
besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan
meningkatkan volume percetakan fiz/us dan menetapkan rasio 24 fulus per
dirham. Akibatnya rakyat menderita kerugian yang besar, karena barang-
barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi satu
dirham. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivasi pencetakan fu/us
meluas pada masa pemerintahan al-‘Adil Kitbugha dan Sultan al-Zahir
Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uvang dan kelangkaan
barang barang.

Berbagai fakta sejarah  tersebut menurut al-Magqrizi
mengidentifikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar
nilai, baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya yang terdiri dari
emas dan perak. Oleh karena itu mata uang yang menggunakan bahan
selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Lebih lanjut
ia menyatakan bahwa keberadaan fu/us tetap diperlukan sebagai alat tukar
terhadap barang-barang yang kecil dan untuk berbagai biaya kebutuhan
rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan fu/us hanya

diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil.

Y Ibid, 422.
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Magrizi menekankan pentingnya penggunaan mata uang yang terdiri
dari emas dan perak, tetapi beliau menyadari bahwa uang bukan merupakan
satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga.
Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta
menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi juga dapat
terjadi akibat faktor dalam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.'*

Magqrizi berpendapat mata uang mempunyai peranan yang penting
dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang,
manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta memperlancar
aktivitas kehidupannya. Hal ini yang menjadikan membuktikan kebenaran
kesimpulannya terhadap permasalahan ini, beliau mengungkapkan sejarah
pemakaian mata uang oleh manusia sejak masa-masa kuno hingga masa
hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk."’

Ibn Taymiyyah berpendapat, mata uang dinar dan dirham asalnya
bukan untuk dimanfaatkan zatnya. Dinar dan dirham keduanya hanya alat
ukur (untuk mengetahui nilai suatu barang). Keduanya bukan bertujuan
untuk dimanfaatkan zatnya, keduanya hanyalah sebagai media untuk
melakukan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi mata uang tersebut
hanyalah sebagai alat tukar, berbeda halnya dengan komoditi lainnya yang

dimanfaatkan zatnya. '°

" Ibid, 423.

" Tbid, 420.

' Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Din, Ahmad ‘Abd al-Salam, Majmu* al-Fatawa (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 2005), 19/ 251-252.
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Secara khusus, 1bn Taymiyyah menyebutkan dua fungsi utama uang,
yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang
yang berbeda. la menyatakan, ’Athman (harga atau yang dibayarkan sebagai
harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang
(mi‘yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-
amwal) dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan pada zatnya
sendiri.”

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibn Taymiyyah menentang keras
segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi
uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang
lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (zagabud) dan
tanpa penundaan.'’

Ibn Rushd berpendapat, ketika seseorang susah menemukan nilai
persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham
untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa
baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu
terhadap beberapa baju.'®

Senada dengan Ibn Rushd, Ibn Qayyim mengatakan dinar dan dirham
adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang
dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat,

tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau satuan nilai harga

17 144
Ibid, 252.

' Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugqtasid (Beirut: Dar Thya’ Turath al-‘Araby,

t.th.), 2/166.
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bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya tidak ada lagi unit
ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas, bahkan
semuanya adalah barang komoditas. '°

Pendapat al-Ghazali dalam kitabnya lhya’ yang walaupun kitab ini
tidak berisi tentang figih murni, bahkan banyak berisi tentang rahasia dan
hikmah kehidupan, ketika itu beliau bercerita tentang penggunaan rizki
untuk kegiatan taat pada Allah termasuk kategori syukur, sedangkan
kategori penggunaan rizki bukan pada maksud ciptaannya adalah kufur,
atau pengingkaran terhadap ni’mat Allah. Kemudian beliau menerangkan
masalah vang, di mana uang muncul karena sistem barter dianggap tidak
efisien, karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang.

Al-Ghazali menegaskan bahwa perubahan uang dari zaman ke zaman
hanya terjadi karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak
akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang, dan tidak ada pertukaran
yang efektif tanpa kesepadanan. Kesepadanan hanya dapat ditentukan
dengan tepat bila ada ukuran yang sepadan.*’

Berbagai keterbatasan sistem barter tersebut, maka diperlukan suatu
alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Itulah yang
menurutnya mendasari munculnya kebutuhan adanya uang tunai di

masyarakat. Sehingga motif seseorang memegang uang tunai tidak lain

' Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr, /*/am al-Muwagi in (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1991), 2/ 105.

* Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2012), 335.
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adalah motif untuk transaksi dan berkaitan dengan fungsi uang itu sendiri

sebagai alat tukar dan satuan hitung.
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Artimya, “Termasuk nikmat Allah SWT. diciptakannya dirham dan
dinar. Tegak dan berjalannya kehidupan dengan keduanya. Keduanya
hanyalah dua barang tambang yang tidak ada manfaat pada zat
bendanya, tapi makhluk perlu kepadanya sekiranya setiap manusia
membutuhkan banyak barang yang berkaitan dengan makanan,
pakaian, dan seluruh kebutuhannya, maka transaksi barter seperti ini
sangat sulit, menjadi sebuah alasan tersendiri,”
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Artinya. “Barang-barang yang beragam dan sangat berbeda ini
membutuhkan penengah yang bertindak seperti pemutus yang adil.
Sehingga setiap sesuatu dapat diketahui tingkat dan nilainya. Bila
tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin
untuk menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan
mana yang tidak sama. Maka Allah ciptakan dinar dan dirham
sebagai hakim penengah di antara seluruh harta. Sehingga dengan
keduanya semua harta dapat diukur...”
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Artinya, “kenapa Pengganti hanya pad;l emas dan perak karena
sebenarnya tidak ada maksud keinginan pada zat keduanya,

keduanya dimaksudkan karena dapat menjadi hakim pada nilai
segala barang dengan adil, karena orang yang memiliki keduanya
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seakan-akan memiliki segala sesuatu. Seperti cermin tidak
berwarna, tetapi bisa berwarna segala sesuatu yang dia pantulkan.
Demikian juga emas dan perak dia bagaikan huruf tidak bisa
memberi makna pada dirinya sendiri tetapi bisa membawakan pada
yang lainnya, ... 7!

Kemudian al-Ghazali menerangkan akan pentingnya emas dan perak
sebagai uang, alat tukar yang menggantikan sistem barter yang sulit
dipraktekkan dan sulit diukur ekuivalennya. Al-Ghazali juga menunjukkan
bahwa fungsi uang merupakan migdar (ukuran) dan wasilah (media
perantara) yang bahasa modern saat ini disebut unit of account (alat satuan
hitung) dan medium of exchange (alat pertukaran). Beliau menjelaskan
bahwa uang dapat mengukur nilai harga berbagai komoditas dan jasa
sehingga mampu menengahi kepentingan antara penjual dan pembeli secara
mudah dan adil. Artinya, uang juga tidak mempunyai harga, namun dapat
merefleksikan harga semua barang atau jasa. Semua barang dan jasa akan
dapat dinilai atau diukur masing-masing dengan uang.

Al-Ghazali memberikan permisalan uang pada pernyataan di atas
diibaratkan cermin, di mana cermin tidak memiliki warna, namun cermin
dapat memantulkan gambar benda yang ada di depannya. Seperti huruf
tidak bermakna dengan sendirinya, dan memberi makna ketika bersama
yang lainnya. Demikian juga dengan uang yang tidak memiliki manfaat

pada bendanya namun semua benda atau produk yang dihadapkan

dengannya akan dapat dinilai berapa masing masing harganya.

*! al-Ghazali, Abu Hamid, Zhya’ ‘Ulum al-Din (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.th.) ,4/ 91-93.
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Pendapat ini berarti al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak
diinginkan karena zatnya uang itu sendiri. Artinya uang dibutuhkan
masyarakat bukan karena masyarakat menginginkan nilai bahan zat uang
tersebut, tetapi kebutuhannya lebih pada menggunakan zat uang sebagai
alat perantara.

Fungsi utama uang menurut al-Ghazali sebatas alat satuan hitung
(unit of account) semua barang dan jasa uang juga berfungsi sebagai alat
tukar (medium of exchange). Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan
dalam suatu pertukaran (jual beli).

Teks berikutnya dalam Ihya’, al-Ghazali juga menambahkan
pelarangan atas penimbunan uang. Dengan alasan penekanan bahwa uang
tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika
digunakan dalam suatu pertukaran.

Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan
perak adalah untuk dipergunakan atau untuk dicetak menjadi dinar dan
dirham sebagai uang. Ia mencela para penimbun kepingan-kepingan uang
atau mengubahnya menjadi bentuk yang lain:
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Artinya, “Setiap seseorang yang melakukan emas dan perak dengan
yang tidak patut pada keduanya atau bertentangan dengan maksud
hukum keduanya berarti kufur terhadap ni’mat Allah pada emas dan

2 1bid, 4/91.
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perak. Sehingga orang yang menimbunnya dianggap berbuat zalim
pada uang tersebut, dan menyia-yiakan hikmah yang terkandung di
dalamnya. Karena emas dan perak tidak diciptakan untuk zatnya
sendiri akan tetapi diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan,
untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran... (sebagai) simbol
untuk mengetahui nilai dan kelas barang.”

Kemudian beliau mengutip ayat:
ol iy AED B Lt 3 @A Vg adlly Cal 0535 s
Artinya, “......... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak

dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,.”
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Artinya, “Siapapun yang mengubah dinar dan dirham menjadi
peralatan-peralatan emas dan perak, berarti ia tidak bersyukur
kepada Penciptanya. Pengubah tersebut lebih buruk dari pada
penimbun uang. Karena orang yang seperti itu adalah seperti orang
yang memaksa seorang hakim untuk melakukan fungsi-fungsi yang
tidak cocok, seperti menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-
lain. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya,
karena ada tanah liat dan material lainnya seperti tembaga,
peruggu, besi, yang dapat digunakan untuk membuat peralatan.
Namun tanah liat dan yang lainnya tidak dapat digunakan untuk
mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham perak dan dinar
emas sebagai uang.... 7

Kemudian beliau mengutip hadis

4
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Artinya, “Barang siapa yang meminum menggunakan tempat
terbuat dari emas dan perak maka seakan-akan ia memasukkan di
dalam perutnya neraka jahanam.”

B al-Qur’an, 9;34.

** al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, 4/ 91-93.

# al-Nasa’i, Ahmad bin Shu‘aib bin ‘Ali al-Khurasani, al-Nasa’i, Sunan al-Kubra Ii al-Nasa’i,
(Halb:Maktab al-Matbu‘ah al-Islamiyyah , 1986), 6 /303/6851.
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Kegiatan menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk
sementara. Artinya uang yang ditimbun tersebut masih berwujud uang dan
suatu ketika dimungkinkan masih dapat beredar kembali ke masyarakat
berfungsi sebagai uang. Sedangkan melebur uang berarti menarik uang dari
peredaran untuk selamanya, karena wujud uang telah berubah bentuk,
sehingga tidak lagi dapat berfungsi sebagai uang.

Didasarkan pada teori uang modern menimbun uang dalam skala
besar akan dapat memperlambat perputaran uang, dan sekaligus
memperkecil jumlah transaksi. Penimbunan uang akan membuat
perekonomian menjadi lesu. Dampak selanjutnya pertumbuhan ekonomi
akan menurun kesejahteraan masyarakat juga akhirnya menurun karena
pendapatan yang menurun.

Sementara itu melebur uang artinya dinar dan dirham dilebur menjadi
emas dan perak untuk keperluan peralatan rumah tangga misalnya, berarti
itu sama dengan mengurangi jumlah penawaran uang sebagai alat transaksi
untuk selamanya. Dengan demikian dampak negatifnya akan lebih besar
dibandingkan kalau menimbun uang.*®

Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas
dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas,
dulunya muatan logam emas atau perak pada suatu koin sama nilainya
dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak

lebih banyak maka persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik dan

* Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer (Jakarta:
Granada Press, 2007), 129.
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nilai uang akan turun. Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul
akibat pemalsuan dan penurunan nilai karena mencampur logam kelas
rendah dengan koin emas atau perak atau mengikis muatan logamnya.
Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi
merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena
kecurangan pelakunya harus dihukum. Namun bila pencampuran logam
dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua

penggunanya, hal ini dapat diterima.”’
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Mengedarkan uang palsu dalam peredaran uang merupakan suatu
kezaliman. Karena pengedar berusaha membahayakan orang lain yang
tidak mengetahuinya. Apa bila orang kedua mengetahuinya dan dia
juga mengedarkannya, maka akan membahayakan orang lain.
Demikian juga orang yang ke tiga dan yang ke empat selama uang
tersebut masih beredar di tangan masyarakat, selama itu juga bahaya
terus menyebar. Jadilah semua menipu dan akibatnya akan kembali ke
pelakunya pertamanya.

Hal ini bersandar pada potongan sebuah hadis.
wﬁd\ﬁduwwjjjjujijdKuMZ . f\.M»:I:»:},/Aj

i
Barang siapa yang memulai membuat kebiasaan keburukan dan amal
tersebut dikuti, maka dia menanggung dosa perbuatannya dan dosa
orang yang beramal dengannya tanpa mengurangi dosa-dosanya
sedikitpun...

.8\
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27 Adiwarman Azwar karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 338.
** Sulayman bin Ahmad bin Ayyub al-Tabrani, a/-Mu‘jam al-Kabir Ii al-Tabrani (Riyad: Dar al-
Sumay‘i,1994), 2/315/2312.
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Berinfaq satu dirham palsu lebih buruk dari pada mencuri seribu
dirham. Karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa, yang
langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat. Tetapi infagq dirham
palsu merupakan bid’ah/kreatifitas dengan penampakan agama.
Apalagi membudayakan budaya yang buruk yang dikerjakan orang
setelahnya. Ini berakibat dosanya sesudah matinya sampai 100 tahun.
Bahkan lebih 200 tahun sampai dirham tersebut hilang dari
peredarannya. Perbuatan tersebut berdampak pada banyak orang yang
menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama
disebabkan kreasi perbuatannya’

Al-Ghazali dalam teorinya membolehkan peredaran uang yang tidak
mengandung emas dan perak, asalkan pemerintah menyatakan uang tersebut
sebagai alat bayar yang resmi. Bila terjadi penurunan nilai uang akibat dari
kecurangan maka pelakunya harus dihukum. Namun apabila pencampuran
logam dalam koin merupakan tindakan resmi pemerintah dan diketahui oleh
semua penggunanya, maka hal tersebut dapat diterima. Pendapat ini
dimaknai oleh orang-orang setelahnya akan bolehnya penggunaan uang
yang tidak dari emas dan perak sebagai pengganti dari dinar dan dirham.
Hal tersebut dapat diambil dari pernyataannya sebagai berikut ini:
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Artinya, “ Zaif (logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang
sama sekali tidak mengandung perak; hanya polesan; atau dinar yang
tidak mengandung emas. Jika sekeping dirham mengandung perak

¥ al-Ghazali, Jhya’ ‘Ulum al-Din, 2/73.
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dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam
negara tersebut, maka hukumnya banyak terjadi perbedaan pendapat
antar para ulama’ dalam hal ini kami berpendapat ini adalah rukhsah
jika memang itu adalah dirham yang diakui negara, baik muatan
peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi,
maka tidak diperbolehkan kecuali kalau muatan peraknya diketahui.
Dan jika potongan perak tersebut kurang dari koin yang resmi negara
maka dia wajib memberitahukannya pada orang yang bertransaksi.”
Hikmah pelarangan atas perdagangan uang dan riba (bunga)

disinggug oleh al-Ghazali :
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Artinya, “Barang siapa yang berinteraksi riba dalam dinar dan dirham
maka sungguh dia kufur terhadpa ni’'mat Allah dan zalim, karena
dinar dan dirham diciptakan untuk selain keduanya bukan untuk

zatnya sendiri karena tidak ada tujuan manfaat pada zat dinar dan
dirham”.
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Artinya, “Adapun orang yang mempunyai uang, maka jika
seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan
dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai
tujuan interaksinya, maka jadilah uang atau dinar dan dirham itu
tertahan pada orang tersebut, dan uang tersebut sekan-akan
ditimbunya. Menahan hakim dan surat yang seharusnya
disampaikan kepada yang lain juga termasuk zalim, sebagaimana
menahannya zalim, maka tidak ada manfaat pada jual beli uang
dengan uang kecuali hanya untuk menyimpannya dan itu zalim.”
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Artinya, “Maka mengapa jual beli antar dirham dan dinar

diperbolehkan sedangkan jual beli dirham dengan sejenisnya
dilarang? Perlu diketahui bahwa salah satu dari jenis uang tersebut
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memang berbeda dari yang lainnya terhadap barang yang diinginkan,
terkadang juga sangat mudah memperoleh dirham, karena
banyaknya dirham untuk memenuhi kebutuhan yang murah, kalau
dilarang malah membuat gangguan atau mempersulit seorang untuk
mencapai barang tertentu. ”
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Artinya, “Kami menghukumi antara yang uang baik dan yang jelek
adalah sama, karena baik dan jelek tersebut merupakan sebuah sifat
barang. Jika yang dipentingkan pada barang-barang tersebut adalah
zatnya. Maka kalau barang tersebut tidak diinginkan zat barangnya,

maka seyogyanya tidak memandang sifat baik dan buruk, karena
pada uang zatnya tidak dimaksudkan”.
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Artinya, “Sedangkan jual beli dirham dengan dirham secara tunda
tidak diperbolehkan karena semestinya, itu hanya bagi orang yang
ingin berbuat baik dalam akad hutang. Maka akad tersebut harus
dalam bentuk kerelaan berbuat baik, agar mendapat pahala dan
terpuji. Kalau dilakukan dengan jual beli, maka tidak ada pahalanya
dan tidak terpuji. Karena penjual menyia-nyiakan hak yang
semestinya untuk berbuat baik saling rela, malah digunakan untuk
sesuatu yang saling bertentangan. Demikian itu seperti makanan
diciptakan untuk memenuhi kebutuhan makan atau obat maka tidak
layak, kalau dipalingkan dari tujuan yang semestinya kalau dibuka
pembolehannya interaksi seperti ini maka tentunya makanan tersebut
tertahan pada tangan orang tertentu, dan tertunda mengkonsumsinya.
Padahal Allah menciptakan makanan untuk dikonsumsi, sedangkan
kebutuhan terhadap makan tersebut sangatlah penting. Maka
seyogyanya makanan tersebut dikeluarkan dari tangan yang tidak
membutuhkan kepada yang membutuhkannya.*°

%0 al-Ghazali, Zhya’ Ulum al-Din, 4/ 97.
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Pernyataan di atas nampak jelas bahwa al-Ghazali tidak
menganjurkan transaksi jual beli uang dengan uang, yang bisa menuju
kepada riba yang terlarang, karena termasuk perbuatan tidak mensyukuri
anugerah Allah berupa uang dan salah satu tindakan yang zalim.
Menurutnya uang tidak dapat menghasilkan uang dengan sendirinya, bila
semua uang dipergunakan untuk membeli uang, maka tidak ada lagi uang
yang berfungsi sebagai alat tukar.

Al-Ghazali juga membahas tentang penurunan nilai mata uang.
Beliau melihat potensi munculnya masalah pada siklus inflasi dan deflasi
dari mata uang yang dicetak dengan menggunakan emas dan perak. Ada
dua masalah yang dikhawatirkannya, yaitu pemalsuan uang dan degradasi
nilai mata vang melalui percampuran logam lain yang lebih rendah nilainya
ke dalam emas dan perak, atau sekedar mutilasi isi logam-logam tersebut.
Al-Ghazali menyatakan bahwa tindakan-tindakan semacam itu tidak hanya
merupakan dosa individual, tetapi yang lebih berbahaya adalah potensinya
untuk merugikan masyarakat umum.”'

Dari pernyataan di atas dapat diambil suatu hukum uang menurut para
ulama’ yaitu:

a. Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat
pertukaran.
b. Uang bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Karena benda uang

dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).

' Arif Hoetoro, Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologis (Malang:
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 143.
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Artinya barang uang bukan yang dituju. Perdagangan uang akan
mengakibatkan nilai uang tergantung pasar dan membahayakan
stabilitas moneter sebuah negara. >

c. Uang diterbitkan dalam rangka keadilan dan kesejahteraan bersama.

d. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan oleh
Negara, terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. mengharuskan
pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh
dilakukan oleh Negara atau institusi resmi yang semisalnya sehingga
yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah
nilai tukar dan nilai nominalnya.

e. Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang
menyebabkan fungsi wuang sebagai alat tukar tidak terjadi,
menyebabkan kelangkaan uang sebagai alat tukar.

f. Penimbunan dan pemalsuan uang sangat membahayakan individu
maupun masyarakat.

Ketentuan ini disepakati al-Ghazali, al-Maqrizi, Ibn Taymiyah, Ibn
Qayyim, Ibn Khaldun dan lain-lain.
2. Uang kertas: Perbedaan para ulama’ kontemporer
Perlu dipahami bahwa imam-imam besar yang melahirkan madhhab

Hanafiyyah, Malikiyyah, Shafi‘iyyah dan Hanabilah mereka hidup di abad

pertama dan kedua Hijriyyah, bahkan yang paling dahulu lahir di antara

mereka Imam Hanafi masih tergolong generasi tabi‘in. Hal ini membuat

32 Choudhury, Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy (London: The Macmillan
Press Ltd, 1996), 24.
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penerapan madhahib fiqih yang dihasilkan oleh para Imam besar tersebut
dalam menghukumi sistem pembayaran dengan uang kertas memang perlu
dipahami secara tersendiri. Meskipun demikian karena para Imam
tersebut juga merujuk pada al-Qur’an dan al-Hadis maka pemikiran figih
empat madhhab tersebut tentu juga tetap relevan untuk mengkaji hukum
uang kertas yang dipakai sampai saat ini.

Di sisi lain apa yang oleh umat di zaman sekarang disebut sebagai
uang, sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan konsep
uang yang dikenal oleh para Imam madhhab tersebut di atas, walaupun
secara fungsi sama yaitu sebagai alat tukar. Berlakunya uang kertas di
seluruh dunia, ditanggapi oleh Fugaha‘ modern dengan pandangan yang
berbeda, yang dipetakan menjadi delapan pendapat sebagai berikut: **

a. Uang kertas sebagai nota atau jaminan hutang yang tertera pada nomor
di uang kertas tersebut yang ditopang dengan emas atau perak ketika
mengeluarkannya dan wajib bagi lembaga yang mengeluarkannya
membayarnya dengan emas dan perak. Jadi kekuatan uang kertas
tersebut pada emas dan perak yang ada di belakangnya.

b. Uang kertas sebagai nota jaminan hutang yang khusus. Di mana
sewajarnya hutang itu tidak berkembang dan pemiliknya tidak bisa
menggunakannya. Tetapi pada uang kertas ini bisa berkembang dan

pemiliknya bisa menggunakannya dengan harta-harta yang ada.

3 Ghassan Muhammad al-Shaykh, a/-Ta’sil al-Figh Ii al-‘Umlat al-Ragmiyyah Bitcoin,
http:sharjah.ac.ae/ar/Media/Conference/Vce2019/page/default.aspx., diakses 9 Desember 2019.
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. Uang kertas sebagai nota simpanan emas dan perak yang disimpan di

lembaga yang mengeluarkannya.

. Uang kertas sebagai ganti dari emas dan perak yang menempati

tempatnya karena ditopang dengan emas dan perak, karena itu

hukumnya sama dengan emas dan perak.

. Uang kertas sebagai barang dagangan, dan bukan dari emas dan perak
. Uang kertas sebagai fu/us, di mana fu/us bukanlah dari emas dan perak.

. Uang kertas tidak termasuk dalam harta, atau tidak termasuk uang

kertas pengganti emas dan perak, tetapi hukumnya ditetapkan

campuran dari emas dan perak dan fulus.

. Uang kertas adalah mata uang tersendiri (tidak terkait dengan mata

uang yaitu emas dan perak ataupun fu/us lainnya, tetapi hukumnya
berjalan seperti uang dinar dan dirham yang fungsinnya sebagai
penentu harga dan alat tukar) biasa disebut dengan Nuqud Istilahi.

Setelah diketahui hasil hukum fatwa dari para ulama’ dalam rangka

menganalisa hukum sesuai dengan magasid nya maka perlu mengetahui
akibat hukum tersebut (ma’alat al-’af*al), sehinga hukum bisa dialihkan

atau dipindah dari maslahat yang satu ke maslahat yang lain.

Uang kertas sebagai nota atau jaminan hutang **
Ulama’ yang berpendapat seperti ini adalah Ahmad Husayni,”

Muhammad al-Amin al-Shangjti, *® Abd al-Qadir bin Ahmad bin

** Ahmad Hasan, al-Awraq al-Naqdiyyah Fi al Iqtisad al-Islami (Damaskus: Dar al Fikr, 2007),

165.
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Badran, * Salim bin Abd Allah bin Samir, Habib Abd Allah bin Smit,
dan pendapat-pendapat mereka ini termasuk dalam fatwa yang
dikeluarkan oleh al-Azhar.

Esensi dari pendapat mereka adalah bahwasannya uang kertas
tidak bisa disebut dengan uang (nuqud) jika dilihat dari zatnya. Uang
kertas hanya berupa jaminan dari bank yang mengeluarkannya.

Adapun dalil yang menjadi Aujjah pendapat ini adalah®®:

1) Pengawasan dan pengamatan tentang uang kertas dan jaminan
yang tertulis pada uang kertas ini telah memberikan kepercayaan
pada orang yang membawanya, hingga uang kertas disebut juga
dengan nota jaminan hutang.

2) Perlunya perlindungan terhadap emas atau benda sejenisnya
dengan nota jaminan terhadap orang yang memilikinya.

3) Jika uvang kertas memiliki nilai instrinsik maka pihak yang
mengeluarkannya tidak perlu memberikan sebuah jaminan
terhadap uang tersebut.

4) Tidak adanya nilai instrinsik pada uang kertas ini menunjukkan
bahwa uang kertas bukanlah termasuk dari harta. Tetapi uang
kertas hanya sebagai contoh dari emas dan perak.

Penerapan hukum fiqih dilihat dari pendapat ini:

% Ahmad Husayni, Bahjat al-Mushtaq fi Hukm Zakat al-Awrag al-Nagdiyyah (Kurdistan:
Kurdistan ‘Ilmiyyah, 1911), 67.

3 Muhammad Amin bin Mukhtar al-Shingiti, Adwa’ al-Bayan (Beirut: Dar al-Hadith, 2006),
1/256.

*7 Hasan, al-Awraq al-Naqdiyyah £i al Iqtisad al Islami 165.

* Ibid,167-168.
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1) Akad salam mengharuskan seseorang memberikan modal terlebih
dahulu kepada muslam ilayh, sehingga jika dilihat dari pendapat
bahwa uang adalah hutang, maka uang kertas pada akad salam
tidak boleh dijadikan sebagai modal, masuk dalam kategori hutang
yang dihutangkan.

2) Zakat mensyaratkan akan kepemilikan penuh pada harta, kalau
mengikuti pendapat ini di mana uang termasuk dari nota jaminan
hutang piutang, maka dalam kewajiban pengeluaran zakatnya akan
dikenakan zakat hutang piutang juga.

3) Akad Sarf menjadi terlarang karena termasuk tukar menukar

jaminan hutang, walaupun dengan faqabud.

b. Uang kertas sebagai barang dagangan. *°

Ulama’ yang berpendapat seperti ini adalah ‘Alays,* ‘Abd al-
Rahman al-Sa‘di,*' Hasan Ayyub, dan Khalil Kaunang seorang mantan
mufti dari Turki. Mereka berpendapat bahwa uang kertas sama sekali
tidak mempunyai nilai instrinsik, karena nilai instrinsik ini hanya
dimiliki oleh emas dan perak saja, maka uang kertas ini hanyalah
sebagai barang komoditas. Dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat
mereka adalah:

1) Mengqiyaskan perhiasan ke dalam barang komoditas, meskipun

dalam perhiasan itu terbuat asli dari emas dan perak. Namun tidak

¥ 1bid, 173.

* Muhammad ‘Alays, Fath al-‘Ali al-Maliki fi al- Fatawa ‘Ala Madhhab Malik (Beirut: Dar al-
Ma‘rifah, t.th.), 1.
1 <Abd al-Rahman al-Sa‘di, al-Fatawa al-Sa‘diyyah (Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, t.th.), 213.
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bisa menyamakan hukumnya dengan hukum emas dan perak,

begitupun juga uang kertas ini.

2) Apabila jaminan pada uang kertas ini hilang, atau tidak berlaku,
baik dikarenakan hancurnya negara yang mengeluarkannya, atau
hal-hal lainnya, maka uang kertas tidak lagi menjadi sesuatu yang
bernilai.

3) ‘lllah riba pada emas dan perak adalah timbangan menurut a/-
Hanafiyyah yang diriwayatkan oleh Ahmad. Tetapi menurut a/-
Shafi’iyyah dan al-Malikiyyah ‘illah-nya adalah nilai pada emas dan
perak. Maka secara otomatis uang kertas tidak bisa dimasukkan
dalam ‘/lah riba. Dari pendapat ini maka penerapan hukumnya
adalah:

a) Uang kertas tidak termasuk dalam kategori barang ribawi.

b) Kewajiban mengeluarkan zakat pada uang kertas ini harus
disesuaikan dengan niat, jika uvang kertas ini diniatkan untuk
perdagangan maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat.

c¢) Uang kertas ini tidak bisa dijadikan sebagai modal dalam akad
mudarabah karena syarat sesuatu yang bisa dijadikan modal
dalam mudarabah adalah harus berharga, sedangkan sifat
berharga itu tidak terdapat dalam uang kertas sendiri.

c. Uang kertas sebagai furlus. **

* Hasan, al-Awraq al-Naqdiyyah fi al Iqtisad al Islami, 180.
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Ulama’ yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah
Ahmad Rida al-Baydawi, Ahmad Khatib, Muhammad °‘Alisi al-
Maliki, Muhammad Zarqa, Abd Allah Bassam, Mahmud Khalidi,
Sulayman al-Khalidi dan Muhammad Salamah Jabar. Isi pendapat
mereka adalah uang kertas layaknya fu/us dari segi nilai yang tertera.
Pendapat ulama’ tentang fulus:

1) Pendapat a/-Hanafiyyah.

a) Pendapat yang paling rajih adalah fulus wajib dizakati
karena termasuk barang yang bernilai, meskipun tidak untuk
diperdagangkan.

b) Pendapat yang paling rajih adalah fulus termasuk barang
ribawi.

c¢) Pendapat yang paling rajih adalah fu/us boleh dijadikan
modal dalam mudarabah.

2) Pendapat a/-Malikiyyah
a) Pendapat a/l-Malikiyyah manetapkan bahwa tidak ada
kewajiban mengeluarkan zakat pada fulus selama tidak
diniatkan untuk berniaga.
b) Fulustidak termasuk ribawi.
c) Pendapat yang paling rajih adalah fu/us tidak bisa dijadikan
modal dalam mudarabah.
Dari uraian di atas bisa disimpulkan sementara bahwa hukum

fulus tidak termasuk dalam hukum emas dan perak.
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4) Pendapat al-Shafi ‘iyyah

a) Fulus bukanlah termasuk harta yang wajib dizakati kecuali
dijadikan sebagai komoditas.

b) Mayoritas ulama’ a/-Shafi‘iyyah berpendapat tidak ada riba
dalam fulus, walaupun kegunaannya sama seperti dinar dan
dirham.

¢) Fulus tidak bisa dijadikan sebagai modal akad mudarabah.
hukum fulus menurut al-Shafi‘iyyah tidak termasuk dalam
hukum emas dan perak.

5) Pendapat al-Hanabilah

a) Fulus bila termasuk barang yang bernilai maka diwajibkan
zakatnya, walaupun ada yang berpendapat tidak ada kewajiban
zakat bagi fulus.

b) Fulus bukanlah termasuk dalam barang-barang riba, sehingga

fulus tidak termasuk dalam hukum emas dan perak.

d. Uang kertas tidak termasuk dalam harta.”

Ulama’ yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah ‘Abd al-
Hamid al-Sharwani, dalam kitabnya yang berjudul 7Tuhfat al-Mukhtaj
fi Sharh al-Minhaj. Pendapatnya yaitu uang kertas tidak mempunyai
nilai instrinsik sama sekali. Jadi uang kertas tidak bisa dimanfaatkan,

dan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak bisa disebut dengan harta.

“ Ibid, 198.
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Dalil-dalil yang menegaskan bahwa uang kertas tidak termasuk dalam

harta adalah:

D)

2)

Syarat bahwa suatu benda bisa dikatakan bernilai adalah dengan
manfaat yang ada pada zat benda tersebut, sedangkan uang kertas
sama sekali tidak berharga pada zatnya.
Jika pemerintah yang mengeluarkan uang kertas tersebut
menghentikan berlakunya uang kertas, maka secara tidak langsung
uang kertas tidak akan bisa dijadikan sebuah benda untuk tukar
menukar, karena uang kertas sendiri tidak memiliki nilai.
Penerapan hukum figih dalam masalah ini bila mengikuti
pendapat ini tidak ada kewajiban zakat, bukan termasuk barang
ribawi, tidak bisa dijadikan modal dalam akad mudarabah dan tidak

bisa digunakan sebagai alat tukar.

e. Uang kertas pengganti emas dan perak™

Ulama’ yang mempunyai pendapat ini adalah Abu al-Razaq
al-‘Afifi (anggota dari kumpulan para ulama’ di Saudi). Beliau
berpendapat uang kertas adalah uang yang termasuk dari pengganti
atau perimbangan emas dan perak, dilihat dari hak perlindungan
yang didapatkan dari pihak yang mengeluarkannya, seperti yang
terdapat dalam emas dan perak.

Dalilnya adalah bahwasanya uang kertas bisa menjadi

pengganti dari emas dan perak, karena jika di suatu negara yang

* Ibid, 204.
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menggunakan alat transaksinya berupa emas lalu di negara tersebut
tidak lagi menggunakan emas maka penggantinya adalah uang
kertas, begitupun yang terjadi dengan perak.

Hukum fiqih dalam pendapat ini berarti wajib mengeluarkan
zakat, termasuk dari barang ribawi, dan sah bila dijadikan modal
dalam akad mudarabah, sekaligus juga boleh menjadi alat tukar.

f. Uang kertas adalah mata uang tersendiri (tidak terkait dengan mata
uang lainnya)

Maksud dari pendapat ini adalah bahwasannya uang kertas
bukanlah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak
ataupun fulus, akan tetapi uang kertas adalah mata uang, karena nilai
yang uang kertas dapatkan adalah karena hasil kesepakatan bersama
bahwa uang kertas bisa dijadikan sebagai satuan hitung, dan alat tukar.
Pendapat ini menunjukkan kewajiban zakat, termasuk barang ribawi,
dan boleh dijadikan sebagai modal dalam akad mudarabah.

Pendapat ulama’ tentang uang sangat varian dan setiap pendapat
tentunya mempunyai alasan-alasan hukum sendiri yang mengandung
maslahat-maslahat sendiri juga berdampak sistemik pada hukum figih
selanjutnya. Enam pendapat ulama’ sebagaimana disebut di atas akan
disingkat menjadi dua pendapat, yaitu:

a. Pendapat yang menyatakan bahwa uang kertas itu bukanlah uang
seperti dinar dan dirham (seperti fi/us, seperti barang dagangan

yang lain, seperti hutang, dan lain-lainnya). Pendapat ini berdasar
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pada sebuah pendapat yang menyatakan tidak boleh ada uang selain
emas dan perak, sifat uang hanya melekat pada emas dan perak
tidak boleh yang lain.

b. Pendapat yang menyatakan uang kertas itu adalah uvang secara
syar’i sebagaimana emas dan perak, maka seluruh hukumnya seperti
emas dan perak.

Pendapat ini sesuai dengan definisi vang dari seluruh fugaha’
bahwa yang dimaksud dengan uang adalah nilai harga dari seluruh
barang yang dijual dan harga dari barang yang rusak dan diyyah.
Seluruh apa saja yang dipakai oleh manusia sebagai harga masuk
dalam kategori ini, akan tetapi adalah harga barang yang rusak dan
diyyah mengeluarkan yang selain emas dan perak.*

Mestinya perkataan bahwa uang adalah nilai harga dari segala
barang yang harus diganti karena rusak dan diyyah haruslah uvang,
tidaklah benar seluruhnya. Karena perkataan ini merupakan
kesimpulan dari perkataan pertama bahwa uang adalah nilai harga
dari sesuatu, sedangkan diyyah adalah pengganti jiwa, sedangkan
barang yang rusak memang harus diganti dengan uang. Sekarang
uang kertas telah menduduki kedudukan emas dan perak keduanya
sama sekarang ini telah menjadi uang.

Pendapat pertama berdasar pada pendapat yang mengatakan

dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak adalah uang atau

* Muhammad Hashim Mahmud, a/-Nuqud fi Shari‘ah al-Islamiyyah Isdaruha wa Tadawuluha
(Kairo: Dar Ikhsan, 2019), 64.
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nilai harga suatu barang sejak diciptakan sedangkan selain emas dan
perak dari awalnya tidak diciptakan sebagai uang. Pendapat seperti
ini mestinya menunjukkan tidak ada larangan penggunaan uang
yang tidak terbuat dari emas dan perak, karena sebagaimana himar
yang diciptakan untuk kendaraan secara nas juga tidak
menunjukkan larangan akan datangnya mobil yang sekarang juga
berfungsi sebagai kendaraan, bukan berarti sesuatu yang tercipta
asli menjadi uang terus pasti melarang yang lain berfungsi
semisalnya.*®

Pendapat ulama’ pertama juga dikuatkan dengan teks riba
yang menyatakan hanya pada emas dan perak, tidak ada riba pada
yang lainnya. Pedoman seperti tidaklah dikatakan tepat karena
penggunaan logika seperti ini berarti ada penggunaan mathum
laqab, sedangkan sudah dimengerti bahwa mathum lagab bukanlah
hujjah yang disepakati.

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa uang kertas sekarang
adalah vang yang shar’iyyah yang merupakan pendapat yang banyak
dikatakan oleh ulama’ kontemporer dan dipakai sebagai pedoman
banyak negara Islam. Pendapat ini yang mengatakan uang kertas
adalah uang sudah sesuai dengan hukum Islam. Uang kertas telah
menjadi nilai harga dari seluruh harta, dan harga dari barang yang

diperjualbelikan, dan sebagai alat pembayaran dari pertukaran

* bid, 47.
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antara jasa dan barang, manjadi modal pokok dalam harta
perserikatan, dan bisa diterima secara menyeluruh oleh penduduk
negeri maupun luar negeri.

Uang dinar dan dirham tidak lagi berlaku sebagaiamana uang
kertas maka uang kertas akan menjadi seperti uang dinar dan dirham
yang terbuat dari emas dan perak pada zamannya, dalam hukum
kekhususannya dan tugas pokoknya secara sempurna. Pendapat ini
secara tidak langsung berarti bahwa seluruh hukum yang ada pada
uang emas dan perak juga berlaku pada uang kertas, seperti zakat,
riba, kewajiban kontan dan sama ketika di akad sarf dalam jenis
sama, dan kewajiban kontan dan tidak diwajibkan sama dalam jenis
pada akad jenis-jenis yang berbeda dalam akad sarf.

Pendapat ini juga berdasar pada kaidah bahwa tidak ada dalil
satupun secara spesifik yang meringkas uang hanya ada pada yang
dicetak dari emas dan perak. Tidak ada larangan secara sarih akan
penggunaan uang selain yang dicetak dari emas dan perak. Seperti
penjelasan di atas bahkan teks dari Ibn Taymiyyah mengungkapkan
bahwa uang ini tidak bersumber pada syari’ah dan tabiatnya, akan
tetapi bersumber pada adat dan istilah atau kesepakatan manusia.
Kenyataan sekarang seluruh warga manusia sepakat bahwa uang
kertas berfungsi dan bertugas seperti uang, maka wajib

memberlakukan hukum uang kertas layaknya uang emas dan perak.
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Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku
bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika
adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalah.*’” Shaykh Khalil
dalam kitabnya al-Dhakhirah menyebutkan sebuah kaidah yang
layak dijadikan dasar juga pada permasalahan ini sebuah kaidah;
Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘wrf (tradisi) atau adat
(kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat
tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun
berubah.*®

Pada kenyataannya emas dan perak telah hilang dari alat
pertukaran di zaman sekarang. Uang kertas telah menggantikan
fungsi dari emas dan perak. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah
definisi dari uang yang tidak hanya khusus pada emas dan perak
sebagaimana para ulama’ terdahulu mendefinisikan uang. Sebuah
definisi yang berpedoman pada sifat yang terpenting dari uang,
adalah sifat dan fungsi uang tersebut. Maka dari itu definisi yang
tepat dari uang adalah sesuatu yang dicetak dari emas dan perak,
dan apa yang menempati keduanya dalam fungsi ukuran harga

segala sesuatu dan sebagai alat pembayaran.*

" Ahmad bin Idris bin ‘Abd. Rahman al-Qarafi, Anwar al- Burug fi Anwa' al-Furug (t.t:*Alam al-
Kutub, t.th.), 2/228.

* Muhammad bin Yusuf al-Gharnati, a/-7aj wa al-Ikfil li-Mukhtasar al-Khalil (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 7/ 68.

* Hashim Mahmud, a/-Nugqud £i Shari‘ah al-Islamiyyah Isdaruha wa Tadawuluha, 41.
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Kenapa harus ada definisi baru tentang uang, karena dinar dan
dirham yang terbuat dari emas dan perak sebenarnya tidaklah
dijadikan uang karena zatnya emas dan perak, akan tetapi disebut
uang karena tugas, fungsi dan kekhususannya. Sehingga kalau ada
barang yang bisa berfungsi sebagai mana emas dan perak bisa
disebut uang, dan tidak ada dalam hukum Islam yang melarang
mengambil uang selain dari emas dan perak.”® Sebenarnya tidak ada
satu dalilpun yang mengharuskan uang harus terdiri dari emas dan
perak.”!

3. Magqgasid al-tharwah al-naqdiyyah (Maqgasidnilai vang)

Dari pembahasan di atas tentang sejarah pemberlakuan uang baik
pada masa Nabi Muhammad SAW dan para mujtahid setelahnya, yang
menerangkan tentang hukum-hukum uang, yang berdasar pada teks-teks
bisa disimpulkan magqasid al-tharwah al-naqdiyyah yang bisa diambil dari
hasil hukumnya yang berdasarkan pada dalil-dalil, dan pendapat-pendapat
ulama’ tentang hikmah-hikmah uang.

Magqgasid  al-tharwah  al-nagdiyyah (magasid nilai sistem
pembayaran) berisi apa yang dikatakan al-Ghazali, Ibn Qayyim, dan al-
Magrizi tentang uang singkatnya sebagai berikut:

a. Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat
tukar.

b. Uang bukan sebagai barang yang diperdagangkan (komoditas).

 1bid, 42.
1 bid, 42.
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c. Uang diciptakan dalam rangka keadilan, kesejahteraan bersama.

d. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan oleh
Negara, terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar, mengharuskan
pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh
dilakukan oleh negara atau institusi resmi yang semisalnya. Sehingga
yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah
nilai tukar dan nilai nominalnya.

e. Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang
menyebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak terjadi,
menyebabkan kelangkaan uang sebagai alat tukar.

f. Penimbunan dan pemalsuan uang, perusakan fungsi uang sangat
membahayakan individu maupun masyarakat.

Magqasid ini berisi enam ciri khas uang menurut hukum Islam, bisa
dijadikan indikator hukum munculnya mata uang yang baru. Apakah uang
yang baru sudah sesuai dengan indikator ini. Atau untuk penggunaan uang
itu sendiri, agar penggunaan uang sesuai dengan maqasid-nya.

Magqasid al-tharwah al-naqdiyyah merupakan ide dari al-Qardawi,
ketika melihat hukum uang sebagai sistem pembayaran yang mempunyai
karakteristik sendiri. Qardawi banyak melihat dari apa yang disampaikan
al-Ghazali ketika berbicara hikmah uang sebagai alat tukar. Semua apa
yang dikatakan oleh al-Ghazali yang mempunyai dalil yang kuat bisa
dijadikan sebuah magsad tertentu yang diistilahkan dengan maqasid al-

tharwah al-naqdiyyah.
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Uang seharusnya digunakan sebagai alat tukar untuk berbagai
macam transasksi yang nyata dan produktif. Alat tukar tidak diciptakan
untuk disimpan dan ditahan, tetapi diciptakan untuk diputarkan dari
tangan yang satu ke tangan yang lain, untuk ditukarkan sebagai modal
barang yang diperjual-belikan, atau diinvestasikan ke modal perusahaan,
atau dengan segala sesuatu yang bermanfaat dengan akad yang akadnya
sesuai dengan syari’at. Uang bukan sebuah tujuan akan tetapi suatu yang

tercipta untuk menghasilkan sesuatu.

B. Maqasid al-Shari ‘ah fi al-Amwal (Magqasid al-Shari ‘ah pada Harta)
1. Maqasid daruriyyah pada problematika sistem pembayaran

Tingkatan daruriyyah (primer) ialah kemaslahatan yang
berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di
akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi maslahat ini)
akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Kategori
daruriyyah meliputi lima hal, yaitu: hifz al-din (memelihara agama),
hifz al-nats (memelihara jiwa), hifz al-‘agl (memelihara akal), hifz al-
nas/ (memelihara keturunan), dan Ahifz al-mal (memelihara harta).
Kelima maslahat ini, disebut dengan a/-maslahah al-khams yang telah
disepakati oleh para ulama’.*>

Semua hal yang terkait dengan sistem pembayaran menjadi

kebutuhan primer karena sangat butuhnya manusia pada hakim yang

2 Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa al-Shatibi, a/-Muwafagat fi Usul al-Shar7‘ah (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 4.
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menilai dengan sepadan terhadap harta-hartanya. Al-Ghazali juga
menunjukkan bahwa fungsi uang merupakan migdar (ukuran) dan
wasilah (media perantara). Uang dapat mengukur nilai harga berbagai
komoditas dan jasa sehingga mampu menengahi kepentingan antara
penjual dan pembeli secara mudah dan adil. Artinya, uang juga tidak
mempunyai harga, namun dapat merefleksikan harga semua barang
atau jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau diukur
masing-masing dengan uang.”

Ibn Qayyim berpendapat uang menjadi sebuah kebutuhan yang
primer, karena fungsinya sebagai penilai barang-barang yang
diperdagangkan.54 Ketiadaan sistem pembayaran akan membuat
kesulitan dalam aktifitas transaksi manusia.

Shatibi setelah membagi al-masalih menjadi tiga tingkatan,
kemudian melakukan analisis mendalam terhadap hubungan ketiga
tingkatan ini. Ia menyimpulkan lima kaidah yang akan mengontrol a/-

masalih tersebut. Pertama, bahwa al-masalih al-daruriyyah menjadi

pokok dari al-masalih lainnya seperti al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah.
Kedua, bahwa kekacauan atau kerusakan yang terjadi pada a/-masalih
al-daruriyyah mengakibatkan kekacauan pada al-hajiyyah dan al-
tahsiniyyah. Ketiga, bahwa kekacavan al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah

tidak akan mengganggu keberadaan al-daruriyyah. Keempat,

> al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din 4/ 91-93.
>* Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, al-Dimashqi, /%am al-Muwaqi‘in an Rab
al- ‘Alamin (Beirut: Dar al-Jayl li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 1973), 3/156.
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kekacauan al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah secara mutlak akan sangat
mengganggu eksistensi al-masalih al-daruriyyah. Kelima, untuk
menjaga al-masalih al-daruriyyah seyogyanya memelihara al-hajiyyah
dan al-tahsiniyyah.”

Pada hakikatnya, baik maslahat al-daruriyyah, al-hajiyyah
maupun al-tahsiniyyah bertujuan untuk memelihara kelima hal pokok
sebagaimana yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat pentingnya
berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat
dikatakan sebagai kebutuhan primer. Maslahat dalam kelompok kedua
dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, jika lima hal
pokok dalam kelompok ini tidak dapat terpenuhi, tidak akan
mengancam keberadaannya, melainkan akan mempersulit dan
mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan mashlahat dalam
kelompok ke tiga erat kaitannya untuk menjaga etika sesuai dengan
kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi
lima hal pokok itu. Dengan kata lain bahwa kebutuhan dalam

kelompok ke tiga lebih bersifat komplementer.*®

2. Pembagian magasid dilihat dari ruang lingkup komponennya terbagi
menjadi tiga

a. Magqasid al-‘ammah (yang bersifat umum)

> Shatibi, al-Muwafagat, 5.
° Muallim, Amir dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press,
2005), 55-56.
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Ma'ani dan hikam yang terlihat dikehendaki a/-Shari* (Allah)
dalam seluruh atau sebagian besar ahwal atau semua komponen
pembentukan syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu
saja, dengan demikian termasuk (pengertian) ini ’‘awsaf al-shari‘ah,
tujuan umum syari’at, dan maksud-maksud yang tidak pernah
diabaikan dalam pembentukan hukum syari’at, demikian pula dengan
sejumlah nilai dari tujuan-tujuan yang tidak terlihat pada seluruh jenis
dimaksud syari’at tetapi pada jenis-jenis yang banyak dari hukum
syari’at.”’

Penjelasan lebih lanjut dari magasid al-‘ammah yaitu jalb
masalih (menarik semua maslahat) baik bersifat individu, maupun
sosial, materi maupun non materi, kekinian atau masa depan, yang
nampak maupun yang tidak nampak, dunia maupun akhirat. Demikian
juga dari dar’ al-mafasid-nya (mencegah seluruh kerusakan), maka apa
saja yang bisa dikategorikan sebagai jalb masalih yang didapati di
sampingnya dar’ al-mafasid disebut dengan magqasid al-‘ammabh.

Masuk dalam kategori maqasid ini adalah daruriyyat al-khams
yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kelimanya tersebut
termasuk dari maqasid kulliyyat al-‘ammah, karena hampir semua
magqasid al-shari‘ah pasti terkandung di dalamnya atau merupakan
cabang dari kelima atau merupakan wasilah dari ke lima magqasid ini,

kemudian ada maqasid al-‘ammah yang lain, yaitu penegakan keadilan,

*’"Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, Magasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Tunisia: Dar al-Salam, 2007),

251.
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pemakmuran bumi, penjagaan keamanan, dan penyucian jiwa, dan
pengeluaran mukallaf dari kekuasaan hawa nafsunya menuju
penguasaan akalnya atau syariat.”® ‘Atiyyah berpendapat ini yang
disebut dengan magqasid al-“aliyyah Ii al-shari’ah bukan magasid yang
diibaratkan dengan Aifz al-din dan lainya. Termasuk magasid al-
shari’ah adanya tukar menukar manfaat di antara makhluk.

Magasid al-‘aliyyah Ii al-shari’ah wa al-mafahim al-ta’sisiyyah
merupakan macam yang paling tinggi dari maqgasid al- shari’ah.
Sebagian ulama’ mengambil magasidini dari kandungan nas al-Qur’an
yang menjelaskan tentang tujuan khusus kerasulan, penurunan al-
Qur’an, hidayah, belajar mengajar, rahmah, adil dan persamaan.

Sebagian ulama’ lagi memaknai magasid ini dengan terfokus
pada jalb masalih dan dar’ al-mafasid. Sebagian ulama’ juga ada yang
memasukkan dalam kandungan al-maqasid al-‘ammah ini; beberapa
pemahaman, dan kekhususan, dan perangkat-perangkat hukum seperti
al-taysir (kemudahan), raf* al-haraj (penghilangan kesulitan),
pelestarian fitrah, toleransi, dan pencegahan reka-reka hukum (Aiyal),
serta penghormatan terhadap shar7‘at.”

Al-Ghazali termasuk yang mengfokuskan magasid ini dengan
sebutan maqasid al-khalg, dengan mendefiniskan apa yang disebut
dengan maslahah. Menurut beliau; Maslahah adalah menjaga

keberadaan magqgsud al-shari‘ah, dan sekaligus juga mendefinisikan

*8 Raysuni, Dhari ‘ah ila Maqasid al-Shari‘ah, 15.
> ¢ Atiyyah, Nahwa Taf'll Maqasid al-Shari ‘ah,111.
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magqsud shar’i dengan al-usul al-khamsah, yaitu hifz al-din hifz al-nafs,
hifz al-nasl, hifz al-‘agl, hifz al-mal®® Kemudian beliau melanjutkan
membatasi cara mengetahui magasid al-shar’i hanya dengan al-kitab
dan al-sunnah, dan al-ijma’.

Ibn Rushd, walaupun beliau tidak mengarang kitab dengan tema
magqasid akan tetapi beliau termasuk salah satu ulama’ yang
menyinggung maqasid al-shari‘ah sebelumnya. Ibn Rushd di akhir
kitab Bidayah al-Mujtahid mendefinisikan maqgasid al-a‘mal al-
shar‘iyyah (tujuan pelaksanaan hukum syariat) yaitu realisasi
keutamaan jiwa manusia, seperti syukur, menjaga kehormatan diri,
keadilan, dan kedermawanan. Demikian juga dalam kitanbya Fas/ al-
Magqal, beliau juga berkata tentang tujuan syari’at adalah pengajaran
atau pemberitahuan tentang kebenaran dan merealisasikannya.

Dalam hal perkataan ini, Raysuni mengomentari bahwa
perkataan Ibn Rushd ini menunjukkan akan magqasid al-‘ulya Ii al-
shari’ah al-Islamiyyah yaitu al-magqasid al-tarbawiyyah, al-ta‘limiyyah,

al-khalgiyyah.®' Beliau mengutip ayat:

e e ST e e R (RURCE RS
ot P A I8 5 150 S
Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di

antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As

80 al-Ghazali, al-Mustasfa, 1/257-258.

' Raysuni, a/-Munaha al-Maqasidy, fi Figh Ibn Rushd, Qadaya Islamiyyah Mu‘asirah, 7/217-
224., dalam kitab ‘Atiyyah, Nahwa Taf"il Maqasid al-Shari‘ah, 113-114.

62 al-Qur’an, 62:2.
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Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata,(QS, al-Jum’ah;2)

Thaha Jabir al-’Alwani berpendapat sedikit berbeda tentang
magqasid. Bahwa tidak berhentinya kajian tentang magasid ini pada tiga
konsepsi pokok magasid al-shari’ah, yaitu al-daruriyyat, al-hajiyyat, dan
al-tahsiniyyat. Baginya, ada nilai-nilai lain yang lebih bersifat universal
yang disebut al-magqasid al- ‘ulya al-hakimah (tujuan-tujuan tertinggi yang
bersifat absolut), yaitu fawhid (keesaan Tuhan), tazkiyyah (pembersihan
diri), dan ‘umran (peradaban/kedamaian).” Tiga nilai ini menurutnya
adalah nilai-nilai dasar makro atau prinsip-prinsip dasar di mana seluruh
ketentuan syari’at Allah, sejak nabi pertama sampai nabi terakhir,
dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut.

Tiga nilai tersebut di atas merupakan maqgasid dalam tataran paling
tinggi yang di bawahnya ditempati oleh nilai keadilan, kebebasan, dan
egalitarianisme sebagai magasid tingkat kedua, dan disusul oleh konsepsi
al-daruriyyat, al-hajiyyat, dan al-tahsiniyyat, sebagai maqasid yang paling
rendah (tingkat ketiga).®*

Dasar logika penetapan tiga nilai utama tersebut di atas sebagai a/-
magqasid al-‘ulya adalah kaidah bahwa Allah SWT., merupakan pencipta
alam, manusia, dan kehidupan. Allah sebagai pengangkat manusia
menjadi khalifah (mustakhlif) adalah bersifat Esa, manusia yang diutus

sebagai khalifah (mustakhlafy) harus memiliki kebersihan jiwa untuk

53 Taha Jabir al-‘Alwani, Qadaya Islamiyyah Mu‘asirah Maqasid al-Shari‘ah (Beirut: Dar al-Hadi,
2001),135-183.
 Mawardi, Figih Minnoritas, 248.
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menjalankan tugas, alam (al-kawn) yang dititipkan (a/-musakhar) kepada

manusia perlu untuk dimakmurkan atau didamaikan. Keterkaitan tiga hal

ini bersifat integral sebagai tujuan yang harus dicapai dalam upaya

memperoleh hakikat kemaslahatan.®> Sementara itu, dalil-dalil nas bagi

ti

ga nilai utama tersebut adalah ayat-ayat al-Qur’an yang dikuatkan dan

dijelasksan lebih lanjut oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW.%

b.

Magasid khassah bi’anwa ¢ al-mu‘amalat (khusus pada masing-masing
kelompok hukum muamalah)

Magqgasid Khassah yaitu Magasid yang kepentingannya haruslah
dijaga pada lingkup suatu bab pemberlakuan hukum tertentu. Sehingga
syari'ah harus berjalan dan diberlakukan dengan selalu menjaga
kepentingan magasid yang ditentukan dalam bab tersebut. Misal
magqasid ‘ibadah adalah pengagungan Pencipta, dan hubungan yang
antara hamba dan Pencipta, pembersihan jiwa dari akhlaq tercela. Maka
seluruh bab ibadah dibangun dan dijalankan semua hukum-hukumnya
dengan menjaga kepentingan magqasid tersebut. Walaupun khusus pada
bidang bab tertentu juga terkadang bisa disempitkan lingkupnya seperti
magqasid al-salat, maqasid al-zakat, maqasid al-jihad, maqasid al-nikah,
magqasid al-mawarith, dan lainnya.®’

Magqasid khassah yaitu tata cara yang diinginkan a/-Shari*(Allah)

untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat, atau

5 1bid., 24
% Jabir al-
7 Ibid, 16.

9.
’Alwani, Qadaya Islamiyyah Mu‘asirah Maqasid al-Shari ‘ah, 135.



75

untuk melindungi kemaslahatan manusia yang bersifat umum dalam
aktivitas pribadi. Hal ini diwujudkan agar upaya manusia untuk
kepentingan pribadi, tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan
dasar untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang bersifat umum,
baik karena kelalaian atau dorongan nafsu dan keinginan yang
menyimpang.

Magqasid khassah memasukkan setiap tujuan yang menjadi acuan
dalam setiap pensyariatan hukum-hukum yang mengatur perilaku
manusia. Misalnya: Pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad rahn
(gadai). Penegakkan tatanan rumah tangga dan keluarga dalam tujuan
pernikahan. Penghindaran bahaya yang berkelanjutan sebagai tujuan
dilaksanakannya talak.®®

¢. Magqasid juz iyyah.

Magqgasid juz’iyyah adalah al-maqgasid al-khassah pada setiap
komponen tertentu hukum secara lebih khusus. Magqasid juz’iyyah ini
termasuk dari ketagori maqasid al-shari‘ah. Bahkan maqasid juz’iyyah
ini adalah dasar awal semua penelitian hukum. Dari maqasid juz’iyyah
ini akan mucul pengetahuan magasid ‘ammah dan maqasid khassah.
Suatu hukum syari’at terkadang mempunyai satu tujuan saja. Seperti
perintah adanya saksi pada suatu akad, dan perintah adanya saksi pada
sebagian muamalah yang dimaksudkan sebagai penguat akad, yang bisa

mencegah terjadinya perselisihan di masa datang. Seperti pengharaman

Ton <Asur, Maqgasid shar7 ‘ah al-Islamiyyah, 415.
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minuman memabukkan dalam rangka menjaga akal, menjaga jiwa,
menjaga harta, dan menjaga keefektifan beribadah wajib, dan
menghindar dari kerusakan hubungan sosial.*’

Maka bisa diketahui bahwa maqasid juz’iyyah masuk dalam
kategori magqasid khassah. Keduanya masuk dalam kategori magasid
‘ammah. Maqasid khassah terbentuk dari maqasid juz’iyyah dan
magqasid ‘ammah terbentuk dari maqgasid khassah.

Sebagai contoh pada hal ini adalah magsad al-‘adl. Magsad ini
adalah termasuk al-maqasid al-‘ammah bersifat universal. Magsad al-
‘adl mempunyai banyak komponen kaidah di dalamnya. Terkadang
komponennya menjadi kaidah yang universal juga pada bab tertentu.
Misal; mencegah penipuan dan ketidak-jelasan pada sebuah akad adalah
termasuk magsad-nya, terutama dalam akad jual-beli. Hasil penelitian
dari 73 hadis tentang jual-beli yang dilarang, semuanya karena magsad
mencegah penipuan dan ketidak-jelasan (man ‘u al-gharar wa al-jihalah)
yang merupakan darivasi dari magsad al-‘adl.

Terkadang magsad ‘adl ada pada larangan jual beli daging
binatang yang sejenisnya yang berarti larangan mempunyai magsad
man‘i al-gharar wa al-jihalah termasuk dalam komponen magsad ‘adl.

Di mana magsad ini termasuk kaidah yang menjadi dasar seluruh

% Ibid 16.
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mu‘amalat dan seluruh akad-akad. Bahkan magsad ini masuk ke
berbagai aspek kehidupan manusia. "

Dari paparan ini bisa dimengerti hubungan a/-maqasid al-‘ammah
dan al-maqasid al-khassah dan al-maqasid al-juz’iyyah. Di mana
ketiganya saling berurutan, saling bersinggungan dan komponen
anggotanya saling masuk di antara yang satu sama yang lain. Larangan
jual beli hewan dengan hewan yang lain masuk dalam kategori al/-
magqasid al-khassah bi al-mu‘amalat berupa man‘u gharar wa jihalah
yang pasti masuk maqasid al- ‘ammah yaitu igamat al-‘adl wa al- ‘ihsan.

Terkadang magqasid juz’iyyah juga menajadi Wasilah akan
maqasid ‘ammah atau menjadi syarat atau menjadi sebabnya. Jadi

hubungan ketiga magasidini saling masuk dan mengikuti.”

3. Tujuan Shari‘pada harta (Qasd al-Shari' fi al-Amwal)
Harta di dalam Islam termasuk kategori rukun dari beberapa rukun
agama. Sebagaimana tidak bisa dibantah secara akal, bahwa harta
termasuk rukun dari kehidupan dunia. Ungkapan harta sebagai penegak

aktifitas atau penegak kehidupan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

RS s A U T as a0l ek 1B s
Janganlah kamu serahkan harta kalian yang dijadikan Allah sebagai
pokok kehidupan.kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,
berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)

70 <Abd Allah bin Bayyah, al-Mu‘amalat wa al-Maqasid (Bahth Muqaddam, fi daurah al-
Thaminah ‘ Ashar, Majlis Ifta’ wa al-Buhuth, 2008), 9.

"' Ibid, 9-10.

™ al-Qur’an, 4:5.
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Adapun harta termasuk kategori dari rukun agama ini nampak pada
semua keputusan ulama’ yang menjadikan harta termasuk dari a/-maqasid
al-khams al-daruriyah di dalam syariat Islam. Kategori sebagai rukun
agama Islam nampak ketika berbicara tentang zakat. Zakat termasuk
kategori ibadah yang bersifat kebendaan atau harta. Harta temasuk rukun
dari ibadah zakat.

Semua rukun Islam sangat tergantung pelaksanaannya dari harta,
seperti shalat memerlukan pakaian, pembangunan masjid. Sehingga
semua kebutuhan terlaksananya shalat memerlukan harta. Demikian juga
ibadah haji tidak akan terlaksana tanpa adanya harta, Bahkan hampir
semua perbuatan baik, seperti shadaqah, silaturahim, wakaf, belajar
mengajar, aktifitas dakwah dan jihad semuanya memerlukan harta. Harta
bisa menyebabkan kehidupan seseorang terhormat dan mulia. Sehingga
seseorang bisa memberi sadaqah dan tidak meminta-minta serta bisa

menafkahi keluarganya.

S ey Caiadlg B3 555 5 Je shs 6 g ol Lo & 525 O
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Riwayat dari Abdullah bin Umar RA. Rasul Allah SAW bersabada
ketika di mimbar kemudian beliau menyebut shadaqah, menjaga diri,
dan minta-minta kemudian dia melanjutkan bahwa tangan di atas lebih

baik dari tangan di bawah, tangan di atas yang memberi dan tangan di
bawah yang meminta.

6T 215 i V) des ¥ o B b S 00 06 06 sphns 5 B A g
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 Muhammad bin Isma‘l al-Ju‘fi al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (t.t: Dar al-Tawq al-Najah,
1422H), 5:246, 1339.
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Riwayat dari Abdullah bin Mas‘ud RA., Rasululah SAW., bersabda;
Tidak ada hasud yang dibenarkan kecuali pada seorang laki-laki, Allah
telah memberinya kekayaan kemudian dia menghabiskannya ke hal-hal
yang benar, dan seorang yang alim, Allah telah memberikan padanya
ilmu kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya.

AL 15541 £l u.Lc—\ up,wj SLL) oS g £55 2555 O o,w d) lshl

. i) ;mj\ 55 805 255 2a asB ) 28 SIS Al
Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari
Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang
disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-
rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang

dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (QS, al-
Hadid 57:21)

L
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10.Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.

o5 5l o3 s A G G o LB 8855 ) 1k T
711 tamed) GB35 i 5553

11.Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka
bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang
berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik
daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi
rezki.

i

5 \3?; 1513
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20.Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam
atau sepertiganya dan (demikian pula) ... dan orang-orang yang
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-

™ Ibid, 1:30:71.

7 al-Qur’an: 57:21.
78 Ibid,62:10.

7 1bid, 62:11.

"8 Ibid, 73:20.
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orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang
mudah (bagimu) dari al-Qur’an.

Kemuliaan harta bisa dicapai dengan cara mendapatkannya dengan
halal, dan menggunakannya dengan hati-hati di dalam kebaikan. Sehingga
harta menjadikan orang yang kaya lebih baik dari orang yang fagqir. Jika
orang yang fakir agamis lebih baik dari orang yang kaya tidak agamis
berarti orang yang kaya yang agamis lebih baik dari orang yang fakir
agamis.

2
-4 z.
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201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah
kami dari siksa neraka". Mereka Itulah orang-orang yang mendapat

bagian dari pada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat
perhitungan-Nya.

Termasuk keutamaan orang yang kaya harta yaitu pahalanya akan
terus sampai pada kematiannya. Orang tersebut dapat pahala orang yang
menggunakan harta warisannya dalam kebaikan.

ot ol 3 Sianl s 55 T AT LGy G S 02
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami
menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang
mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab
Induk yang nyata (/auh mahtiiz).(QS; Yasin; 12.)

Dan hadis nabi tentang lebih baik meninggalkan keluarga dalam

keadaan yang kaya dari pada meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin

dan meminta minta.

" 1bid, 2:201-202.
% ibid, 36:12.
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Dari teks-teks tersebut, pemilik harta mempunyai keutamaan-
keutamaan, kebaikan, penggunaan, manajemen keuangan dan
menghilangkan perilaku menyia-nyiakan harta. Harta nikmat Allah atas
hamba-hamba-Nya. Semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada
manusia layak untuk dijaga, dianggap penting, layak mendapat
penghormatan dan kemuliaan. [jma' ulama’ bahwa menjaga harta adalah
termasuk darurat khams yang agung, sebagai pusat dari pemberlakuan dan
pengamalan Syari’at

Pelaksanaan penjagaan magqasid al-mal adakalanya dari arah wujud
dan adalakanya dari arah meniadakan. Pertama sesuatu yang mestinya
dijalankan dalam rangka memelihara wujud keberadaannya. Seluruh sebab
yang membuat harta tumbuh berkembang dan perbaikan tata
pengelolaannya, seperti menyimpannya menginvestasikannya. Sedangkan
penyimpanan yang tidak produktif tanpa dibarengi dengan investasi, atau
peniadaan manfaat secara sosial maka hanyalah dianggap sebagai penyia-
nyiaan harta Rasul Allah melarang penyai-nyaiaan harta.

%Y\d}wrﬁl_c’“ A)J\Q\/// °”“\L;,,a§,5\jt;3\_;‘/= . o"a\&’c
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Sesungguhnya Allah Ta’ala mengharamkan kalian berbuat durhaka

kepada ibu-ibu kalian, mengubur anak perempuan hidup-hidup,
menolak kewajiban dan menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya.

8! al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 13:317.
82 al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 8:251:2231.
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Allah juga membenci jika kalian menyerbarkan kabar burung (desas-
desus), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.

Yang kedua suatu yang harus dihindarkan dari kerusakan-kerusakan
masa kini dan yang akan datang seperti pelarangan mubazir, berlebihan
dalam berkonsumsi.

O 1567 Gy datll &) L dS 38 Yy et gl Sy s Gl 05 o
P 155 g BB 585 abliad

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27.
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS: al/-Isra’
17;26-27).

-
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Ibn Abbas berkata: makanlah sekehendakmu, dan berpakaianlah
sekehendakmu, yang menyalahkan hanya dua perkara berlebihan, dan
mengada-ngada.

Mengada-ngada yaitu cinta penampakan dengan penampakan-
penampakan kekayaan, dan kelebihan-kelebihan baik dalam hal makanan
atau fasilitas dan perabotan rumah tangga. Jadi termasuk dari hal ini semua
kegiatan yang hanya menampakkan bermegah-megahan walaupun dengan
bentuk yang tidak menampakkan.

Semua bentuk konsumtif yang berlebihan itu musuh dari investasi,

musuh dari perbaikan pertumbuhan dan pengelolaan keuangan yang baik,

8 al-Qur’an: 17:26-27.
8 al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 8:81.
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lebih-lebih kalau itu membahayakan individu maupun sosial masyarakat.
Bentuk konsumen yang tanpa batas adalah kerusakan tanpa batas. Karena
bidang pendidikan dan keilmuan menjadi terbengkalai di bawah kuasa
konsumtif berlebihan, dan fantasi hidup konsumtif yang terjadi pada
banyak manusia yang menyedot banyak kebutuhan.®
Sekarang di zaman yang mempunyai lingkungan konsumtif dengan
pola konsumtif apa lagi berlebihan, telah menjadi model kehidupan zaman
ini. Maka tidak layak bagi seorang muslim tunduk dan patuh pada pola
hidup yang konsumtif yang negatif. Oleh karena itu seorang muslim
haruslah  selalu menggunakan kesadaran pengetahuannya dalam
berkonsumsi. Untuk menutup pintu konsumtif, tentunya harus
mengembangkan pola pikir investasi dan pengembangan modalnya.
Kemudian berusaha mewujudkan sebab-sebab atau pengembangan fasilitas-
fasilitas investasi dan pengambangan modal. Semua masyarakat baik
pemoodal besar maupun kecil diberi kesempatan untuk menginvestasikan
hartanya.86
4. Maqasid khassah bi al-amwal
a. Pembagian menurut Ibn ‘Ashur
Orang yang pertama membahas al-maqasid al-khassah secara
detail adalah Ibn ‘Ashur dalam kitabnya Magqasid al-Shari‘ah al-
Islamiyyah. Ton ‘Ashur membagi al-magqasid al-khassah menjadi lima;

ruwajuha, wuduhuha, hifzuha, thabatuha, al-‘adl fiha.

% Raysuni, al-Dhari‘ah ila Maqasid al-Shari ‘ah, 172-173.
* Ibid, 174.
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Magasid yang terkandung dalam harta benda yang berjumlah
lima.

1) Al-Ruwaj, Perputaran harta di tangan sebanyak mungkin manusia
dengan cara yang hagq. Imam Juwayni al-Haramayn menggunakan
kata a/-Tabadul, lawan dari menimbun, menyimpan.

2) AI-Wuduh;  Penghindaran  harta  dari  darar  (bersifat
merugikan/membahayakan) dan penghindaran adanya permusuhan
di kemudian hari. Dalam hal ini Islam mensyariatkan adanya saksi
atau harta gadai dalam akad hutang. Demikian juga Islam
mensyariatkan wasa’il al-tawthiqg seperti saksi, notaris, gadai, yang
bertujuan untuk penghindaran penipuan dan penghindaran
pertikaian sebisa mungkin di kemudian hari.

3) Al-Hifz, diambilkan dari ayat “ Wahai orang-orang yang beriman,
jangan kalian memakan harta benda di antara kalian dengan batil,
kecuali berupa (dihasilkan dari) jual-beli atas kerelaan dari kalian
semua” "

4) Al-Thabat, pemilik mempunyai kepemilikan yang sah dan tidak
membahayakan/merugikan dirinya atau orang lain. Kepemilikan
tersebut tidak dapat direbutkan tanpa izin pemilik.

5) Al-‘Adl; harta benda tidak dihasilkan dengan cara zalim. Fungsinya

88

untuk menjaga kemaslahatan umum.

b. Pembagian menurut ‘Atiyyah

87 al-Qur’an, 4:29
8 < Atiyyah, Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari ‘ah, 140-141.
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‘Atiyyah berpendapat sesuai dengan wusul Islam yang
berpandangan harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah. Namun
manusia diberikan amanah atas harta benda. Maksudnya manusia
dituntut untuk membangun (kemaslahatan) di muka bumi. Ini berarti
kepemilikan adalah wazifah ijtima‘iyyah (tanggung jawab sosial),
bukan hak secara mutlak. Maka pekerjaan yang diwajibkan bukanlah
untuk sekedar mencari penghasilan saja, namun bertujuan membangun
(kemaslahatan) di muka bumi.

Dari tujuan itu maka dalam Islam disyari’atkan beberapa
peraturan dalam mata pencaharian, warisan, menfungsikan tanah mati
(ihya’ al-mawat) dan semisalnya, seperti bijak dalam menafkahkan
harta, larangan  pemborosan/penyia-nyiaan  harta. = Langkah
penjagaannya dalam bentuk hukuman yang pasti atas pencurian dan
perampokan, sedang untuk kasus yang lebih ringan berlaku ta‘zir
(kebijakan hukum setempat).

‘Atiyyah dalam hal ini juga membagi magasid harta dalam 4
ruang geraknya dalam individu menggunakan ibarat hifz al-mal, dalam
ranah keluraga menggunakan istilah, tanzim al-janib al-mali Ii al-
‘usrah (Pengaturan sisi finansial bagi keluarga), dalam ranah lingkup
umat, beliau menggunakan istilah menjaga keadilan dan ‘““marah al-ard
wa hifz tharwat al-ummah  (membangun dunia dan menjaga
kesejahteraan ~ ummat), dalam lingkup kemanusiaan beliau

menggunakan istilah tahqiq al-khilatah al-‘ammah Ii al-insan fi al-ard
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(merealisasikan suksesi tugas tuhan secara umum bagi manusia di
muka bumi), tahqiq al-salam al ‘alami al gaim al-‘adli (mewujudkan
kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan).

c. Pembagian menurut Ibn Bayyah®’

‘Abd Allah bin Bayyah, dalam kitabnya Maqasid al-Mu‘amalat
wa Mourasidat al-Wagqi‘at, menjelaskan magasid lima tersebut dan
menguatkannya dengan penjelasan-penjelasan. Kemudian beliau
mengurutkannya menjadi al-kasb/ijad al-mal kedua hifz al-mal, yang di
dalamnya terkandung a/-‘ad/ dan mencegah kezaliman, ketiga al-
wuduh beliau menamainya al-shafafiyyah ke empat magsad al-tabadul.

Bin Bayyah selain menjelaskan al-maqasid al-khassah dengan
detail seperti pendahhulunya, beliau juga menyisipkan penjelasan a/-
magqasid al-ammah khusus yang berkaitan dengan harta. Artinya
menurut Bin Bayyah magasid yang berkaitan dengan harta terdiri dari
dua magqasid ‘ammah dan maqasid khassah. bagian maqasid ‘ammah
yang mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan harta dan yang
lainnya yang merupakan dasar-dasar shar7‘ah dan rukun-rukun agama.
magqasid ‘ammah pada harta terbgi menjadi lima maqgasid yaitu:

1) Magsad al- ‘ibadah.
Magsadini diambil dari ayat penciptaan manusia hanya untuk

Ibadah,

% Bin Bayyah, Magasid al-Mu‘amalat wa Murasidat al-Wagqi‘at (Dubai: Markaz al-Muwata’,
2018), 73-94.
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Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.

Hasil dari ibadah yaitu menjalankan seluruh perintah dan
menjauhi seluruh larangan. Harta termasuk lahan dari beberapa lahan
ibadah, termasuk di dalamnya zakat, puasa dan haji, dan harta juga
masuk dalam berbagai macam ibadah yang lain. Bahkan begitu
pentingnya harta, harta juga ikut campur dalam urusan pencegahan
tidak terjadinya hal-hal yang terlarang, demikian juga ada perintah

kewajiban nafkah, membayar hutang, nafkah jihad, membantu orang

yang dalam kebutuhan.

2) Magsad al-ibtila’

Tujuan manusia diciptakan untuk ujian, hal ini karena Allah

beberapa kali menyebut tugas tersebut di dalam al-Qur’an seperti:

sk A shy sz st S 2l By w3l Gl
2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun,

i < o0, “uo? a}/.°/ P .aio o] 4 o}/// '& -
G 383l olags ans 838 2k sy posY) Cdls iSas o) 5h

s A L Sl e 25 8y S
165. Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi
dan Dia meninggikan bagian kamu atas bagian (yang lain)
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-
Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya
dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

% al-Qur’an, 51:56.

! bid, 67:2.
2 1bid, 6:165.



88

b 1,526 26T B g Sl e STsiin s M\VQ,,LA»\ AL

48...... sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan
itu,

Mol Sphast Wig i g SR (Sl sl s LB A8
35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan
menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan

(yang sebenar-benarnya). dan Hanya kepada Kami saja kalian
dikembalikan.

BB G sy Bl % ST g5 008 4aiss a8l 4 dvm b s LY G
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15.Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia
dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, Maka dia akan
berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".16. Adapun bila Tuhannya
mengujinya lalu membatasi rizkinya Maka dia berkata: "Tuhanku
menghinakanku"17.Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu
tidak memuliakan anak yatim,

Maksudnya dari ayat terkahir ialah Allah menyalahkan orang-
orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan
dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada
ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah
ujian Tuhan bagi hamba-hamba-Nya. (Yang dimaksud dengan tidak
memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan

tidak berbuat baik kepadanya). Semua ayat di atas menyatakan akan

tugas /btila’ atau ujian termasuk magsad agung, hanya saja sebagian

% 1bid, 5: 48.
" 1bid, 21:35.
% 1bid, 89:15.
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ulama’ mengatakan bahwa magsad ini yang dimaksud dengan magsad

taklit

3) Magsad al-‘imarah

Magsad ini diambil dari ayat

2% o%
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Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan
kamu pemakmurnya.

Dalam ayat ini pencipta menginginkan agar seorang muslim

termasuk yang memakmurkan bumi dengan berbagai jalan dan cara,

termasuk dalam hal ini produksi hal-hal atau peralatan kebutuhan

pokok manusia juga yang berkaitan dengan perlakuan seorang muslim

pada bumi, tanaman, binatang ternak

97 (g0 . %3 P o 1 e L, e %
(10) 2B LGazg (25315 (9) Ol I Vg L2l Ojgh 153315
9. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu

mengurangi neraca itu. 10. Allah telah meratakan bumi untuk
makhluk(Nya).

G 8T ayazg (2331 19565 535 2dde AT 158 2301 @ \ghed 13
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9. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka
bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh
orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat
dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta
memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka
makmurkan. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka
dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali
tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang
berlaku zalim kepada diri sendiri.

% 1bid,11: 61.
" 1bid,55:9-10.
% 1bid, 30:9.
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Membajak bumi yaitu mengelolanya dan menjaga kesuburannya
untuk bercocok tanam dan mengeluarkan jerih payahnya agar hasil
panennya berlimpah.

4) Magsad al- adl

Magsad ini tidak pada harta saja akan tetapi menjadi magsad

seluruh kehidupan manusia.
5) Magsad al-istikhlaf

Istikhlaf yaitu khalifah atau pengganti yang bisa menggantikan
Pemilik asli untuk melaksanakan urasannya yang berkaitan dengan
kebaikan dan keberlangsungan kehidupan alam semesta.

d. Pembagian menurut Yusuf Qardawi’

Sedangkan al-Qardawi beliau membahas Magasid harta ini dengan

membaginya menjadi 27 yang dibagi di dalam 6 kategori.
1) Magqasid al-shari‘ah al-muta‘aliqgah bi gimat al-mal ada tiga maqgasid

a) Bayan manzilat al-mal (Penjelasan peran harta dalam Islam)
Harta dalam perspektif Islam mempunyai posisi dan peran
yang penting dalam kehidupan individu dan social. Harta juga
banyak pengaruhnya dalam kelangsungan hidup, baik di dunia
dan akhirat.

Harta merupakan sebuah wasilah yang penting untuk

mewujudkan maqasid al-shari‘ah dunia dan akhirat. Individual

% Yusuf Qardawi, Magasid Shari‘ah al-Muta‘aligah bi al-Mal (Bahth Muqaddam li Daurah al-
Thaminah ‘Asharah li-al-Majlis Dablin Yuliy, 2008), 2.
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dan masyarakat, tidak mampu menjaga kelasungan hidupnya
secara materi kecuali dengan harta. Dengan harta tersebut
manusia makan dan minum dan berpakaian, membangun
rumahnya dan membuat senjata dalam rangka bertahan untuk
hidup. Dengan harta tersebut manusia bisa berkembang dan
meningkatkan derajat kehidupannya. Juga seseorang bisa
mengerjakan ibadah zakatnya dengan memerdekakan budak dan

ikut serta menyumbang dalam hal kebaikan.

it o3 o3 3 by 3T * s B8 F Ak b AT g * Ak s %6
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Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar,
Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?,
(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi
makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada
hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat
fakir, dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang
beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling
berpesan untuk berkasih sayang.

[Bita] Mg 10 gas ) S0 st 1 Y
Janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang
belum Sempurna akalnya dimana harta tersebut dijadikan
Allah sebagai tiang kehidupan....
Bahkan al-Qur’an menyebut harta dengan ungkapan kata
khayran yang asli maknanya adalah kebaikan. Artinya Allah memuji

fungsi harta yang seharusnya digunakan untuk hal-hal kebaikan

seperti pada ayat berikut ini

1% al-Qur’an, 90:11-17.

%" ibid, 4:5.
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Sesungguhnya dia sangat bakhil Karena cintanya kepada
harta
cselly A Gy SUGlE 22 o Bt G o Oika s6 sl

R NPT (I EN PR NS AT WA
Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan.
Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah
diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka
Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

104 ottt 26 L5 wes Si ooy Ao T 3 & F o % et 2
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Diwajibkan atas kamu, berwasiat apabila seorang di antara

kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan
harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak ......

Dalam banyak hal dalam al-Qur'an menyebut harta juga dengan
perluasan rizki, pahala dari Allah yang disegerakan untuk hamba-

hamba-Nya yang shalih di dunia seperti pada ayat :

P
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Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada
Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-. Niscaya
Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan
membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan
untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya)
untukmu sungai-sungai.

Allah berfirman memuji para pengikut nabi-nabi yang sungguh-

sungguh

1085t E2 g 5T ls it A i ) JAET

12 ibid, 101:8
1 Ibid, 2:215.
1% Ibid, 2:180.
1% Ibid, 71:10-12.
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Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan
pahala yang baik di akhirat. dan Allah menyukai orang-orang
yang berbuat kebaikan.

17 23 B e 05 e G 138515 14T (R AT O 5
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari
langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami)
itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

WL LEN B e S T R R D G
Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari
arah yang tiada dlsangka sangkanya
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Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum)
Taurat dan Injil dan (Al Qur’an) yang diturunkan kepada mereka
dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas
dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang
pertengahan. dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh
kebanyakan mereka.

el 145 s sl i 23 g2e wrdles ol e Lo s Je2g Ju
110
Rasul Allah SAW berkata pada Amr bin al-As sebaik-baik harta
adalah yang dimiliki orang yang salih.
gy Sty (a8 i aUT g 2 g e e Jo B o
Termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Ya Allah

sungguh aku meminta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, menjaga
diri dan berkecukupan.

b) Ijab al-muhafazaha (Kewajiban menjaga harta)

1% Tbid, 3:148.

7 Ibid, 7:96.

"% bid, 65:2-3.

' 1bid, 5:66.

"% Muhammad bin Hibban, Sahih Ibn Hibban (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1988), 8/6.

""" Muslim bin al-Hijjaj al-Naysaburi, Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya’ al-Turathi, al-‘Arabi,
Maktabah Shamela, t.th.), 4:2087:2721.
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Begitu pentingya posisi harta dalam Islam banyak perintah-
perintah dan anjuran-anjuran demikian juga larangan-larangan
dalam al-Quran dan Hadis Nabawi untuk menjaga kebaikan
harta.

Seperti larangan menyia-nyiakan harta bahkan ayat
terpanjang dalam al-Quran adalah ayat hutang dan pencatatan
hutang.

M2 LSt st g
Dan janganlah kamu serahkan harta kalian (mereka yang ada

dalam kekuasaanmu) kepada orang-orang yang belum Sempurna
akalnya,

¢) Tahdhir min Iftinan wa tughyan bih (Peringatan terhadap

kesesatan dan keterlaluan yang disebabkan oleh harta)
Karena sangat pentingnya posisi harta dalam Islam ada

larangan untuk berperilaku rugi dan sesat disebabkan harta.

R vt N AR @

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan
(bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

e g 3T o ahd ok &) Y
Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui
batas, 7. Karena dia melihat dirinya serba cukup.
Pada ayat ini al-Qur’an menjelaskan akan kesesatan manusia

ketika seseorang merasa berkecukupan sehingga tidak membutuhkan

"2 al-Qur’an, 4:5.

'3 Ibid, 64:15.
1 Ibid, 96:5-6.
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orang yang lain, atau bahkan tidak membutuhkan pertolongan
Tuhannya
R RSV AR T R SRR -
Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu
melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat
demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya yang
berbahaya adalah bukan wujudnya harta dan anak-anak, akan tetapi
penyia-nyianya atau pelalaiannya pemiliknya dari berzikir kepada
Allah, atau mengabdikan dirinya kepada Allah. Di bagian lain Allah
memuji orang-orang yang berharta dan berbisnis yang mendatangi
masjid
S SIS L5 I Sl B S5 L A Y5 B el Y Jis,
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Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula)

oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan

sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut
kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi
goncang.

Mereka ini bukanlah pengangguran atau penyia-nyia waktu
mereka, akan tetapi mereka adalah orang-orang pekerja, akan tetapi
pekerjaan mereka tidak melalaikan untuk mengingat Allah dan
melaksanakan kewajibannya.

Tidak mengherankan kalau al-Qur’an berbicara tersesatnya orang

kaya semisal Qarun.

5 Ibid, 63: 9.
16 1bid, 24:36-37.
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Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, Maka ia
berlaku  aniaya terhadap mereka, dan Kami telah
menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-
kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-
kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya Berkata kepadanya: "Janganlah
kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang terlalu membanggakan diri".

Ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah

menenggelamkan seluruh kekayaannya dalam bumi demikain juga apa

yang terjadi pada pemilik dua kebun di surat al-Kahfi, juga pada kaum

‘Ad dan Thamud.

0 B s B * 05 4y o 8
Apakah kamu mendirikan pada tlap-tlap tanah t1ngg1 bangunan
untuk bermain-main. Dan kamu membuat benteng-benteng
dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

M 0sks olias * s ot (.’fuu\ Oealsd & (.f,u\ AR
Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan
kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan
kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak. Dan kebun-
kebun dan mata air,

&4 o

duxﬁ}&f*éﬂa\i}uu\w Z\;‘yu@@}\*sv”zgﬁ@:ﬁj

120 * 4] A |

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, 2.Yang
mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, 3. Dia mengira
bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, 4.Sekali-kali tidak!
Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam
Hutamah.,

2 s JL 15 S8

"7 Ibid, 28:76.

"8 Ibid, 26:128-129.
19 Ibid, 26: 132-134.

120 1bid, 104:1-5.

2! Ibid, 68:14
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Karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. (QS, al-
Qalam:14).

2) Rabt al-mal wa al-igtisad bi al-iman wa al-akhlag (menghubungkan
harta dan Ekonomi dengan Akhlaq)

Termasuk dari  magasid dasar dalam harta selalu
menghubungkannya dengan iman kepada Allah dan dengan tujuan-
tujuan ketuhanan, sebagaimana hubungan antara jasad dan ruh, dunia
dan akhirat, dan pencipta dan makhluk. Menghubungkan harta dengan
nilai-nilai etika dan akhlaq, sehingga muamalat manusia tidak
tertawan oleh hawa nafsu dan tertawwan di bawah kendali mencari
keuntungan walaupaun berakibat buruk, berbahaya atau merugikan
orang lain.

a) Rabt al-mal bi al-iman wa al-Rabbaniyyah, (Menghubungkan harta
dengan iman dan ketuhanan)

Tujuan-tujuan ketuhanan: mengenal kasih sayang-Nya,
mengingat, dan bersyukur kepadanya dan menjadi sebaik-baik
hamba, selalu berharap akan rahmatnya dan takut pada siksanya dan
bertawakal, dan lainnya. Allah menciptakan alam semesta ini agar
manusia mengenal dan beribadah kepadanya, dan cukuplah pada
manusia bahwa Allah telah memberikan kehidupan, akal, keinginan,
dan Allah telah mengendalikan alam semesta ini untuk kehidupan

dan kemanfaatan manusia.
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Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula
bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui
bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan
Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala
sesuatu.

Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi supaya
manusia mengenal-Nya dengan nama-nama-Nya yang baik-baik dan
sifat-sifat-Nya yang mulia, terutama sifat Qudrah yakni Maha
Mampu segalanya dan Maha Mengetahui semuannya. Dari bentuk
pengetahuan-Nya bahwa manusia harus mengkhususkan dan
mengesakan-Nya dalam beribadah, dan mestinya ini menjadi
kepentingan manusia yang mulia dan menjadi target terciptanya

manusia sebagaimana Firman Allah:

° 0% g
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Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku, Aku tidak menghendaki rezki
sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka
memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezki
yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

/

Sesungguhnya kehidupan manusia bukan cuma jasad dan
seluruh komponennya berupa daging, darah, anggota tubuh, akan
tetapi sesuatu yang tidak tampak berupa ruh, hati, akal, jiwa yang

bisa berkata, di mana akal hati dan ruh manusia yang menerima

21bid, 65: 12.

123 Ibid, 51:56-58.
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perintah dan larangan dan mendapat pentunjuk, maka kalau harta
manusia ditujukan untuk kehidupan jasad manusia saja masih ada

kebutuhan manusia yang lain yang harus dipenuhi.

gt ] A8 g e d S i 5

Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan
telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka
tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Pemilik harta pada hakikatnya bukanlah manusia. Pemilik
harta sesungguhnya adalah Allah sebagai pencipta harta. Manusia
hanya sebagai khalifah Allah sebagai pembawa amanat, untuk
digunakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan untuk manusia yaitu
kemanfaatan dan kemaslahatan untuk manusia, berzakat,
bersedakah, berwakaf, menyantuni orang miskin dan anak yatim
serta orang-orang yang lemah, dan mencegah bahaya dan tidak
bebas menggunakannya. Bahkan Allah melarang sifat bakhil, dan

menyia-nyiakan harta, mengeluarkan harta ke hal-hal yang bisa

merusak bumi atau hal-hal yang dimurkai Allah.
s il (Klas G,
Makna dari manusia menjadi khalifah di dalam hartanya yaitu
bahwasanya manusia menjadi wakil dari Pemilik harta tersebut.
Sebagai pengganti dari Pemilik, Manusia diberi amanat, seperti
bendahara dalam sebuah organisasi, bendahara tidak berhak

menggunakannya sekehendak hatinya, bahkan penggunaannya harus

124 Ibid, 15:29
123 Ibid, 57:7.
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diikat dengan perintah-perintah, dan arahan-arahan pemilik harta

tersebut. Dalam kesempatan lain Allah berfirman:

POSTET o B U e 45T
Berikanlah harta Allah yang sudah diberikan kepada kalian.

‘&
®©

Seorang muslim kaya melihat kepada harta yang berada pada
kekuasaanya, atau sudah menjadi miliknya yang sudah terdaftar
dengan namanya bahwa harta tersebut adalah titipan dari Allah, dan
karunia dari Allah. Maka seorang muslim tidak boleh menginfagkan
harta kecuali selayaknya atau dengan benar, atau bakhil tidak
menginfagkan hartanya selayaknya, maka seorang muslim berhak

mendapat celaan dari Allah sebagaimana firman Allah:

P 55 5 o e i 5 ol 0 W0 R8T G Dl ) e Vs
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil/ dengan harta
yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka,
bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan
itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu
akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan
kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di
bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

28

Le Ulass ™ 0,080 205 Toe g sy sz f A2 2091 2L 4T
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128
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka
adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami
keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka
makan. 34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan
anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, 35.

126 Ibid, 24: 33.
127 Ibid, 3:180.

128 Ibid, 36: 33-35.
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Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang
diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka
tidak bersyukur?

Demikian manusia memakan makanan dari buah-buahan dan
apa yang mereka usahakan dengan tangannya. Bahkan Allah yang
mengerjakan dan membuatnya dengan perbuatan Allah sendiri,
sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat ini

1295206 d s Lt eLs G 28 Gl 6 i 4

Pemilik harta pada hakikatnya adalah yang menyuruh pemilik
harta yang menggunakan namanya. Bahwa pemilik mengeluarkan
hak-hak kewajibannya seperti zakat wajib, bahkan dianggap
beribadah  mengeluarkannya. = Demikian  juga  diperintah
mengeluarkan hak-hak yang lainnya seperti menyantuni keluarga.

Allah juga memerintah pada manusia untuk memperlakukan
harta dengan yang halal, mengembangkan dengan jalan yang benar,
dan tidak bakhil atau menahan hartanya ketika harus dikeluarkan,
dan tidak membelanjakannya di jalan yang membuat kemarahan
Allah, dan menggunakan hartanya dengan adil, dan tidak melampui
batas. Sehingga khalifah di dalam harta harus mengikuti perintah

dan arahan pemilik harta yang asli. Rasul Allah SAW bersaba

kepada ‘Amr bin al-As: “Wahai ‘Amr, sebaik-baik harta yang baik

adalah bersama orang-orang yang baik”. 130

12 Ibid, 36:71.

Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 8 :6.
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b) Rabt al-mal bi akhlaq al-insaniyyah (Menghubungkan harta dengan

akhlak kemanusiaan)

Kalau ekonomi barat tidak ada hubungannya dengan iman dan
agama maka ekonomi Islam ada kaitan erat dengan agama, iman
dan akhlaq. Maksudnya dengan berpisah dengan akhlaq tidak
memperhatikan kepentingan orang lain, dan menjalankan usahanya
sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tidak memikirkan bahaya
lingkungannya. Dalam ekonomi Islam ada larangan memakan harta
orang lain dengan  batil, termasuk juga ~menggunakan
kepemilikannya yang berakibat merusak atau membahayakan orang

lain.

2 5 52 0,88 5N ey 1&g 10l W Y T 0 G
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.( QS,
al-Nisa, 4:29)

53t ¢ L BT 8L ) s 1 Ja8y ey 2K oKt , B
12 5 25 2 By 0

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
Mengetahui.

Bl al-Qur’an, 4:29.

132 Ibid, 2:188.
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Seorang harus memikirkan dan merenungkan terlebih dahulu
dalam menggunakan hartanya dalam rangka melakukan kegiatan
produksi, distribusi dan konsumsi atau pengembangan hartanya atau
perputaran hartanya seberapa manfaat dan bahaya bagi orang lain,
tidak berpikir melulu untung atau profit. Oleh karena itu syariat
melarang memproduksi hal-hal yang membahayakan, seperti
produksi minuman keras, narkoba.

Syari’at Islam membolehkan sesuatu yang halal hanya pada
batas yang adil tidak keterlaluan artinya melarang berlebihan,
karena itu syari’at melarang penimbunan, riba, merugikan manusia.
Bahkan syari’at mengajarkan untuk hanya mengkonsumsi yang
halal dengan kadar yang proporsional atau adil, sebagaimana Allah
berfirman:

2 LA 1N s
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berlebih-lebihan.

Syari’at juga melarang bermegah-megahan dan melampaui
batas dalam konsumsi. Bahkan Qardawi menambahkan pelarangan
yang keras terhadap keterlaluan dalam konsumsi karena berlebihan
dalam konsumsi bisa merusak dan menghancurkan, beliau berdasar

pada sebuah ayat:

—e\
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133 al-Qur’an, 6:31.

34 Ibid, 17:16.
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Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami
perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri
itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan
kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku
terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), Kemudian Kami
hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Al-Shari* mengharamkan riba, penimbunan, penipuan, dan

merugikan manusia walaupaun sedikit, dan curang dalam takaran

dan timbangan sebagaimana ayat:

ol 3 AISas 7 dgteg A e 1015 X st s

15 G2
1.Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2.(yaitu)
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi, 3.Dan apabila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Problem di dunia Ekonomi barat adalah terbatasnya materi

dan tak terhingganya kebutuhan manusia yang menyebabkan

manusia saling berlomba-lomba dan berperang untuk mencari atau

merebut materi tersebut demi mencukupi kebutuhan manusia.

Tetapi dalam konsep ekonomi Islam semua kebutuhan manusia

telah dipenuhi oleh Allah problemnya adalah pada diri manusia

sendiri, bagaimana manusia cenderung menzalimi dirinya sendiri

atau orang lain, juga termasuk problemnya adalah pengingkaran

terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya itu

asli dari problem ekonomi Islam.

133 Ibid, 83 :1-6.
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2) Magqasid al-shari‘ah al-muta‘ aliq bi al-intaj .

Materi harta yang disediakan oleh Allah kepada manusia telah
memenuhi seluruh alam semesta dan semuanya disediakan untuk
kebutuhan dan kebaikan manusia oleh karena itu harus ada sebuah
kegiatan atau usaha memakmurkan oleh manusia, maka harus ada
kegiatan usaha yang dilakukan atau pemberdayaan oleh manusia
dengan sebaik-baiknya dalam rangka dalam hal ini, seperti
perbaikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan maupun aspek
produksi yang lain. Islam melarang pembiaran harta dengan maksud
zuhud, atau tawakkal.

a) Anjuran mengembangkan harta dengan jalan yang shar 7

b) Pengharaman usaha yang keji atau haram (buruk)

¢) Usaha pengembangan dari yang haram tidak mensucikannya
shadaqah

d) Kewajiban pengembangan harta secara shar’i

e) Pengharaman Pengembangan harta yang membahaya kan

1) Pemenuhan Kebutuhan individu-individu dalam kehidupan

g) Pemenuhan kebutuhan kemandirian masyarakat agat tidak
tergantung dengan masyarakat lain.

Target akhir dari sebuah industri adalah pemenuhan
kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat mempunyai
kemampuan baik kekuatan, keahlian, fasilitas untuk memenuhi

kebutuhan kehidupannya baik lahir maupun batin, memenuhi
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ketahanan ekonomi yang stabil (ulama' mengadakan batas fardu
kifayah yaitu segala sesuatu bisa dari pengetahuan, keahlian, untuk
menegakan kehidupan baik dunia dan akhirat maka wajib hukumnya
fardu kifayah bagi seorang muslim untuk ikut serta pada berbagai
macam aspek kehidupan, sehingga seorang muslim tidak tergantung
atau melepaskan ketergantungannya kepada umat lain.

Kemerdekaan dan kemandirian yang sejati bagi seorang
muslim tidak akan tercapai kalau seorang muslim tersebut tidak
bisa melepas ketergantungan pada umat lain, di berbagai sektor
ekonomi. Oleh karena itu ulama' mewajibkan fardu kifayah terhadap
keikutsertaan kaum muslimin terhadap berbagai macam sektor
ekonomi.

Juga peran shahadah sebagai sebaik-baik umat tidak bisa
terealisasi kalau tidak mandiri. Misal seorang muslim membeli
senjata di negeri kafir yang banyak syarat yang terkadang
merugikan seorang muslim.

Agar terjadi kemandirian maka wajib mengikuti langkah
berikut
a) Pentingnya perencanaan
b) Pentingnya penggunanaan komputerisasi yang matang
c) Pentingnya penyiapan sumber daya masyarakat muslim yang

berkualitas

d) Perbaikan penggunaan sumber pemasukan
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3) Magqasid al-shari‘ah al-muta‘aliqgah bi istihlak al-mal (Magqasid al-
shari ‘ah yang berkaitan dengan konsumsi harta)
Magqasid al-shari‘ah yang berkaitan dengan konsumsi harta
a) Pembolehan hal-hal yang baik dan halal dan pemenuhan
kebutuhan perkara yang halal dan pengingkaran terhadap
pengharaman hal-hal yang baik dan halal tersebut.
b) Proporsional dalam berinfaq dan efektif dan efesisen dalam
penggunaan harta.
c) Pengharaman bermegah-megahan dan penghukuman dosa atas
pelaku pemborosan.
d) Penjagaan lingkungan dan unsur-unsurnya
Termasuk magasid al-shari‘ah dalam harta adalah menjaga
lingkungan dan unsur-unsurnya seperti apa yang diciptakan Allah
SWT. Karena muslim hanya diperbolehkan menggunakannya pada
hal-hal yang baik dan kemanfaatan kebaikan dalam rangka
bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, dan
termasuk syukur yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan
fasilittasnya dari kerusakan dan penggunaan yang berakibat
merusak. Termasuk di sini menjaga kebersihannya dan kelestarian
penggunaannya di masa yang akan datang.

136@7%; 3‘;3 qut}!\ L}/ BJ ) 94 iyj

Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya (QS: al-Araf, 7:56)

3¢ al-Qur’an: 7:56.
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Mestinya setelah Allah menciptkaannya dengan kebaikan
dan menyiapkannnya untuk pertumbuhan dan kemakmuran maka
tidak boleh ada perusakan, karena semuanya bermanfaat untuk
menusia, dan setelah itu Allah berfirman kepada Bani Israil setelah

Allah menganugrahi mereka dua belas mata air di bukit tih

Pt 25V 3 5N 1 G e TS0 TS
makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah
kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Demikian juga sebuah nas al-Qur’an yang menceritkan Nabi
Syuaib yang bernyeru kepada kaumnya agar tidak mengurangi

atau merugikan hak-hak orang sedikitpun

e B s b Y el D Ty
Janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran

dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di
muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya....

B et G231 G 1385 Y5 0 YT TS50
Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu
merajalela di muka bumi membuat kerusakan.

Al-Qur’an mencela sebagian golongan yang merusak tanaman dan
keturunan
Mo B EL Y iy ey S s s A Y1 g e d5 3

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk
mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan

57 Ibid, 2:60.
8 Ibid, 7:85.
% Ibid, 7:4.
0 Ibid, 2:205.
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binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan [Ungkapan
Ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan
iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan pengacauan].

Masih banyak nas dari al-Quran yang berulang-ulang tentang

pelarangan berbuat kerusakan seperti nash ini

4 RS 341 4%
Mg L2 ey il LY

Demikian juga Rasul Allah menguatkan dengan sebuah hadis

Lo 18 6 0L oy b sk bl s A1 ) fe i phae 15 5
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Barang siapa yang membunuh burung dengan sia-sia, dia akan
melaporkannya atau menghujatnya kepada Allah pada hari
kiamat dia berkata wahai tuhanku seseroang telah membunuhku
sia-sia bukan untuk dimanfaatkan

Dalam dua hadis di atas menunjukkan akan penghormatan
pada setiap yang mempunyai ruh, dan pelarangan pembunuhannya
tanpa hajat dan manfaat syar’i, demikian juga itu menunjukkan
diwajibkannya menjaga lingkungan dan menjaga lestarinya

penggunaannya dalam  kemanfaatan. Termasuk menjaga

! Tbid, 4:77.

> Tbid, 2: 205.

" Ahmad bin Hanbal, al-Shaybany, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (Beirut: Mu‘asasah al-
risalah, 2001)

4 Ahmad bin Shu’ayb al-Hurayshani al-Nasa’i, Suman al-Nasai (Beirut: Mu’assasah al-

Risalah,2001), 4:366.
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lingkungannya menjaga unsur-unsur bahan produksi yang
berkaitan dengan kebutuhan masyrakat.

Rasul Allah SAW., menganjurkan penggunaan kulit bangkai
binatang setelah disamak. Di mana pembolehan penggunaan kulit
bangkai menunjukkan akan penggunaan segala sesuatu yang
bermanfaat utuk keperluan manusia atau masarakat. Siapa tahu
kulit tersebut manfaatnya besar bagi masyarakat. Demikian juga
anjuran Nabi Muhammad SAW terhadap makanan yang jatuh,
agar mengambilnya, kenudian membersihkan kotorannya dan
mengambil mana yang bersih, dan hendaknya memakannya,
dilarang untuk membiarkan sehingga dimakan oleh syaitan.
Termasuk juga banyak ayat yang mencela orang yahudi yang
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.

4) Magqasid al-shari‘ah al-muata‘aliqgah bi tadawul al-amwal

Magqasid al-shari‘ah pada pertukaran harta ada dua kewajiban
dan keharaman. Kewajiban meliputi kewajiban memenuhi akad-
akad. Sehingga interaksi yang terjadi pada masyarakat berjalan
dengan efektif atau tepat, dan menghormati semua kalimat yang
terucap baik tertulis maupun terucap. Hal ini terbukti dengan
perintah menulis hutang dan menguatkannya dengan surat, sehingga
tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, yang mengakibatkan

menyia-nyiakan harta pemiliknya, atau mengakibatkan kezaliman di
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kemudian hari pada salah satu pihak yang berakad. Termasuk juga
dalam hal ini diperbolehkan akad bisnis dan jual beli.

Keharaman yaitu mengharamkan riba. Termasuk kategori riba
adalah penulisnya, saksinya. Juga mengharamkan penimbunan baik
berkelompok maupun individual.

a) Dabt al-mu‘amalat al-maliyah bi ahkam al-shar ‘iyyah,

Termasuk dari magqgasid al-shari‘ah dasar adalah memagari
seluruh interaksi di antara manusia dengan hukum syari’at dan
kaidah-kaidahnya, sehingga manusia dalam bermuamalah tidak
menggunakan hawa nafsunya saja atau keinginannya saja, dan
kemanfaatan khusus yag terburu-buru, bergerak sesuai dengan
garis-garis yang bisa dipertanggung-jawabkan dan akhlak,
keadilan, dan keutamaan. Hal semua yang diinginkan oleh
syari’ah dalam rangka mewwujudkan beberapa target tujuan di
antaranya:

Penghubungan antara dunia dan agama, kemanfaatan
kehidupan dunia dan kemanfaatan kehidupan akhirat, dan
memenangkan dorongan kebenarran dan kebaikan mengalahkan
dorongan hawa nafsu dan kepuasan saja. Menegakkan keadilan
sehingga tidak terjadi yang kuat menindas yang lemah, kaya
menindas orang miskin, pemimpin menindas karyawannya,
ataupun penindasan produsen pada konsumennya. Menjaga

persaudaraan, dan mencegah permusushan dan dendam, karena
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itu diharamkan akad yang mengandung unsur penipuan, dan
mengharuskan kejelasan dan keadilan, sebagaimana juga adanya
larangan membeli barang yang sudah dibeli temannya.

Jaminan pada penetapan hak, supaya diketahui semua yang
mempunyai hak sesuai dengan haknya. Manusia bersepakat atas
sebuah ukuran tertentu di mana mereka saling berhukum di sana.
Oleh karena diwajibkan pemenuhan akad-akad dan syarat-syarat.

Pelarangan membahayakan dan membalas bahaya dengan
bahaya, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, segala seuatu
yang memhayakan terlarang, oleh karena ada pelarangan
penimbunan, riba, mengurangi timbangan segala bentuk
penipuan.

b) Magqasid al-shari‘ah fi al-tharwah al-naqdiyyah

Magqasid ini telah diterangkan di atas pada saat menerangkan
sejarah hukum uang. Qardawi memasukkan magqasid ini masuk
dalam sub bab maqasid tadawul al-amwal atau bahasa yang
lainnya magqasid yang khusus pada transaksi.

Seperti di atas magasid ini menernagkan fungsi asli dari alat
ttukar bukan untuik disimpan tetapi dikeluarkan untuk kebutuhan-
kebutuhan atau untuk berbuat baik, tidak untuk ditimbun dan
diperjual-belikan. Demikian juga kewajiban zakat bagi pemiliknya
dan anjurang berbuaut baik dengan mengggunakan alat tukar kalau

itu dianggap lebih bermanfaat.



113

3) Maqasid al-shari ‘ah al-muta ‘aligah bi tauzi‘ al-mal.

Mewujudkan keadilan pada ditribusi kekayaan antara
masyarakat dan individu. Mendorong keadilan pada distribusi
kekayaan masyrakat baik pada kelompok masyarakat tertentu
maupun ke indvidu-individu masyarakat, maka semuanya berhak
mendapatkan fasilitas yang sama tidak boleh ada pengecualian dan
tidak boleh ada yang lebih dipentingkan, semuanya berhak
mendapat nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, tentunya
dengan cara yang syar’i. Keadilan banyak disinggung oleh al-Qur’an

sehingga termasuk kategori maqasid al-shari ‘ah sebagaimana nas:

-

145 N PR A IR PR I R P e R P B 1l

ety ) pead Oy QU fda Ul ol WS sl Ad
Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan

bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
menegakkan keadilan..

0 A 65 el oy J3dy g Gy

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,. (QS: al-Nahl, 16: 90)

15288 of o G e 13 Ll §) 0L T35 of 282G 4
M7 g e i Oy Y3y

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. "(QS: al-Nisa', 4:58)

148 1 o =t w. 5ot

145 al-Qur’an: 57:25.

16 Ibid, 16: 90.
7 Ibid, 4:58.
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Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. (QS al-
Araf,7:29)
Sebagaiman Perintah yang kuat pada keadilan Shari‘ah

melarang keras lawan nya yaitu kezaliman dan mengancam dengan
seberat-berat ancaman di dunia dan di akhirat
{O00 Bl £ B Y2 5} ([57:0, e JT] {Elllal & 29 S5}

[51:50W] { et 238 cais Y A &) ([21:01%]

Di atas nas-nas yang menunjukkan pelarangan kezaliman atau
pengurangan hak-hak orang lain, demikian juga nas berikut yang
mengungkapkan akan hancurnya suatu generasi disebabkan
kezaliman.

M9[59: xS {1e3t oS5 tlang 1,20 & RSIET o) Sllg}
Itulah (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka

berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi
kebinasaan mereka.

150 sTle 7a % (2 082 a2 4115
.[52:&.«;5\] {\JA.UQ L ol teisn s}
Itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan
kezaliman mereka...

Seorang muslim dilarang berbuat zalim, demikian juga
dilarang memberi pertolongan berbuat zalim, bahkan larangan juga
sampai condong, atau mendukung berbuat zalim yang membuat
mereka ikut serta dalam berbuat zalim.

Ada ancaman dalam al-Qur’an dalam hal ini, ketika

menceritakan fir’aun dan tentaranya, mestinya tentaranya adalah

8 Ibid, 7:29.
9 Ibid, 16:59.
150 1bid,27:52.
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hanya orang yang ikut serta atau condong, tetapi siksanya mengenai

Sémuanya.

Pl 36 08 5o 1) g 26t seds
Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami

lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana
akibat orang-orang yang zalim.

ML ISR (NP JRC TS T IO U N e 2
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Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim
yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali
kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada
Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.
Kecondongan atau hanya berupa dukungan kepada kezaliman itu
juga terlarang dan dalam ayat ini ada ancaman menyentuhnya api
neraka, dan kehiangan perlindungan Allah terhadap pelakunya, dan
zalim dalam hal muamalah lebih sangat diharamkan dari yang lainnya
karena hal itu sangat tergantung pada hak-hak hamba lain. Ada sebuah
kaidah bahwa
Azl e dae d) Geis OF - Lo S lal) e e slall Gais O
Sesungguhnya hak-hak hamba-hamba dibangun atas dasar
pengetatan, sedangkan hak-hak Allah dibangun atas dasar
pemaafan (pelonggaran).
Lebih keras lagi syari’at membalas dengan balasan yang keras dari

kezaliman seperti hadis tetang hutang sesuai dengan hadis bahwa semua

orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali hutang

51 Ibid, 28: 40.
52 Ibid, 11:113.
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Syahid merupakan posisi mulia di hadapan Allah dan mempunyai
nilai yang tinggi bagi seroang muslim sehingga termasuk yang
diinginkan oleh setiap muslim. Sehebat apapunn pahala orang yang mati
syahid tidak bisa membuat masuk surga, kecuali hutangnya sudah
terbayarkan.

Dari berbagai nusus al-Qur’an dan hadis di atas seorang muslim
diharuskan untuk membentuk harga yang adil, proporsional, dilarang
merugikan atau mereka-reka harga, penipuan walaupun nilainya kecil
atau sedikit, tanpa kerelaan orang yang berakad bahkan nas melarang
menunda-nunda membayar uang sewa, bahkan diwajibkan untuk
menentukan kadar waktu tertentu juga melarang menunda membayar

hutang, juga mendorong agar segera memberikan upah pada pekerja

sebelum keringatnya kering. "4, Cag OF L3 coxl V) Igkasl

Bahkan dalam hadis qudsinya Allah bermusuhan di hari kiamat
dengan seorang yang memperkerjakan seseorang dan orang tersebut

pekerja memenuhi kewajibannya sedangkan pengguna tidak memenuhi

kewajibannya..'>

Memberikan kepemilikan kepada faqir dan miskin dengan

kewajiban zakat dan menjadikan zakat sebagai rukun dari rukun Islam,

153 Muslim, Sahih Muslim, 1886, Ahmad Hanbal, Musnad Imam Hanbal, (7051)
"> Ibn Majah Sunan Ibn Majah, 2443.
153 al-Bukhari, Sahih Bukhary, 3/82//2227.
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dan siapa saja seorang muslim yang tidak membayar zakat dengan
kerelaan dirinya sendiri diberikan kekuasaan bagi pemerintah untuk
mengambilnya dengan paksa dan jika muslim tersebut tidak mau
membayar dan dalam keadaan mempunyai senjata maka diperangi,
sampai mau membayar zakatnya. Bahkan satu-satu negara yang
berperang membela orang fakir dan miskin adalah negara Islam pada
masa kekhilafahan Abu Bakar RA.
5. Implementasi maqasid al-shari ‘ah menghadapi problematika figih
kontemporer
Penggunaan maqasid al-shari‘ah dalam menghadapi problem hukum
sudah digunakan sejak zaman Nabi SAW., sendiri demikian juga para
sahabat, dan ulama’-ulama’ selanjutnya. Walaupun demikian penggunaan
secara konsep dimulai dengan lahirnya kitab Qawa‘id al-Ahkam Ii
Masalih al-Anam karya ‘Izz al-Din Abd al-Salam kemudian dilanjutkan
dan dilengkapi dengan prosedurnya dimulai oleh Shatibi. Beliau memberi
bab khusus dalam kitab Muwafagat dengan bab [jtihad lengkap dengan

pembagian dan prosedurnya.'®

1% Kata ijtihad, secara etimologi berakar dari kata al-juhd, yang berarti al-tagah (daya,
kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berarti al-mashagqgah (kesulitan, kesukaran),
maka makna ijtihad secara bahasa adalah “badhlu al-wus‘i wa al-majhud fi talabi al-magsud wa
naylihi” artinya pengerahan daya dan kemampuan dalam mencapai yang dimaksudkan., dalam
Ibn Manzur, Lisan al- ‘Arabi (Beirut: Dar al-Sadr, t.t), 5/133. Para ulama banyak mendefinisikan
makna ijitihad tetapi Yusuf Qardawi lebih memilih dari pendapat Shaukani dalam kitab /rshad al-
Fuhul yaitu mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara’ yang bersifat
operasional dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan hukum) Yususf Qardawi, al-Ijtihad fi
shari‘ah al-Islamiyyah ma’a Nazarat Tahlilivyah fi Ijtihad al-Mu‘asir, diterjemahkan ahmad
syathori, /jtihad dalam Syariat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2006),2-3.



118

Shatibi berpendapat ijtihad yang tidak terputus sepanjang zaman
adalah jjtihad tahqiq al-manat’ Sedangkan Jjtihad yang mungkin
terputus tetapi masih terus terjadi adalah 7jtihad tangih al-manat dan
takhrij al-manat dan sebagian dari tahgiq al-manat. *®

Kelebihan al-Shatibi yang ditunjukkan dalam kitab a/-Muwataqgat
adalah kemampuannya menyusun kaidah-kaidah magqgasid al-shari’ah yang
harus dijadikan dasar dalam ‘/j¢ihad dengan mendasarkan pada magqgasid
al-shari’ah dan diteruskan oleh Ibn ‘Ashur. >’ Walaupun belum dianggap
sebagai kerangka kerja yang utuh tetapi paling tidak Shatibi peletak
pondasi cara kerja magqgasid al-shari‘ah di kemudian hari nantinya.
Pandangan al-Shatibi telah menjadi pondasi dasar yang kuat untuk
setelahnya, di mana pada sebelumnya sudah menjadi kebiasaan usu/ al-
figh klasik yang menekankan pada dominasi teks sedangkan racikan ide
Shatibi sudah memulai menjadikan wusu/ al-figh yang menekankan pada
ranah maqasid al-shari’ah dalam proses istinbat al-hukm (penetapan
hukum),

Dasar-dasar yang dibangun oleh Shatibi dilanjutkan oleh Ibn ‘Ashur
terus berkembang menjadi metodologi yang lebih mapan dan konkret.

Ulama-ulama magasid kontemporer berikutnya, seperti al-Raysuni, Jamal

157 Pembedan atara tangih al-manat, takhriju al-manat, tahqgiq al-manat. Tanqgih al-manat adalah
meniadakan pembeda. Sedangkan takhrij al-manat adalah usaha mencari ‘illah yang jelas bagi
suatu hukum dengan sebagian prosedur mencari %7//ah menurut ahli usul figh seperti dengan cara
munasabah dan lainnya. Sedangkan tafqgiq al-manat adalah realisasi “//ah yang sudah disepakati
pada sebuah kasus tertentu (a/-far‘u). dalam ‘Abd al-Rahim bin al-Hasan al-Isnawi, Nihayat al-
Sul Sharh Minhaj al-Wusul (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1999), 336.

58 Muhammad bin Husayn al-Jizany, Tahdhib al-Muwafaqat li al-Imam al-Shatibi (Riyad: Dar
Ibn Jawzi, 1421.H), 325-326.

"*Ibn < Ashur, Magqasid al-Shari ‘ah al-Islamiyyah, 411-518.



119

al-din ‘Atiyyah, Yusuf Qardawi, Ibn Zaghibah, Abd Allah bin Bayyah,
Abd al-Majid al-Najjar dan lainnya adalah di antara sedikit sarjana yang
memberikan fokus perhatian secara utuh terhadap kajian magasid al-
shari’ah ini, dengan menggunakan konsep al-fikr magqasidi, atau taf'il
magqasidi, atau tarjih maqasidi.

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa 7jtihad tidak hanya pada lingkup
permasalahan kontemporer saja tetapi juga ada ranah kepentingan lain
yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam itu sendiri yaitu dengan
i‘adat al-nazar atau mengadakan peninjauan kembali terhadap masalah-
masalah yang ada di dalamnya berdasarkan kondisi yag terjadi pada
zaman tertentu, serta kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang
kuat yang paling cocok dengan merealisasikan magasid al-shari‘ah dan
kemasalahatan manusia.'®’

Berikut penjelasan penggunaan maqgasid dalam figih kontemporer
sebagai berikut:

a. ’Ijtihad tahqiq al-manat.

Menurut Shatibi, penggunaan maqasid al-shari‘ah dalam
problematika fiqih biasa disebut jjtihad dalam bentuk tahqgiq al-
manat dan ’jjtihad yang menggunakan konsep ma’alat al-
af*al sebagai pertimbangan.

Shatibi mengartikan tahqiq al-manat:

0 yusuf Qardawi, [jtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan Terj. Abu
Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000),13-14.
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Hukum yang sudah ditetapkan tepat secara shar‘’ masih
menyisakan upaya implementasi pada sebuah kasus individu yang

'l Dengan kata lain, ia merupakan upaya untuk mencocokkan

tepat
apa yang ada dalam hukum umum ke dalam individu yang terkait
dengan hukum itu.

‘Ijtihad dalam bentuk ini menjadi sesuatu yang penting. Sebab,
suatu hukum yang telah dihasilkan melalui proses penyimpulan
hukum, belum tentu dapat diimplementasikan sampai ada upaya lain
yang maksimal untuk memastikan adanya tambatan hukum, yang
dalam hal ini disebut dengan manat.

Tahqgiq al-manat terbagi menjadi dua, adakalnya yang tahqiq

al-manat al-‘am dan yang tahqiq al-manat al-khas. Tahqiq al-manat

al-‘am seperti contoh pada sebuah ayat ( ("<‘“’ J-Lc (535 \334#\; ) dan

persaksikanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu”'® Kata

‘adil’, telah memiliki makna yang sudah cukup jelas disimpulkan
oleh para ulama’. Akan tetapi, pengertian itu masih perlu upaya
lebih lanjut untuk menentukan kriteria apa saja yang harus dipenuhi
agar seseorang masuk dalam katergori makna adil dimaksud. Sebab,
kadar keadilan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang tergolong

dalam peringkat atas, rendah, menengah, atau mungkin ada

'l al-Shatibi, a/-Muwafaqat, 4/464.
1231-Quran, 65:2.
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tingkatan lain. Hal inilah yang memerlukan kemampuan berijtihad
untuk menentukan siapa yang memenuhi kriteria adil untuk menjadi
saksi.'®

[jtihad tahqiq al-manat sebagaimana dijelaskan di atas
merupakan upaya maksimal seorang mujtahid untuk menentukan
kriteria umum dari sebuah kesimpulan hukum tertentu. Hal ini pun
berlaku pada cara menentukan kriteria adil. Konsep adil merupakan
tujuan penting dalam pengembangan hukum.

Menentukan kriteria umum “adil”, misalnya, adalah tugas
seorang mujtahid yang kemudian dapat diberlakukan kepada setiap
mukallaf’ yang memiliki standar sesuai dengan kriteria tersebut,
sehingga ia dapat diambil kesaksiannya atau untuk kepentingan lain.
Hal semacam ini, dalam pandangan al-Shatibi, dikategorikan
sebagai tahqiq al-manat al-‘am.""

Pada bagian lain, Shatibi juga menyebutkan model kedua,
yakni tahqiq al-manat al-khas. Model kedua ini merupakan hal yang
lebih mendalam dari yang pertama, yakni mencermati segala hal
yang mungkin paling sesuai bagi diri setiap mukallaf; orang
perorang, pada setiap waktu dan situasi. Sebab, tidak setiap
mukallaf dapat menerima sebuah ketentuan hukum tertentu dengan

1
kadar, ukuran, keadaan yang sama. '®

19 Shatibi, al-Muwafaqgat, 4/464-465.
1 ibid, 4/470.
1% ibid, 4/471.
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Di antara contoh dalam Hadis adalah jawaban berbeda dari
Rasul Allah SAW., terhadap pertanyaan yang sama dalam situasi
yang berbeda. Beberapa riwayat berikut memberikan gambaran
tentang tahqiq al-manat al-khas yang dilakukan Rasul Allah SAW.
Jawaban berbeda dari pertanyaan yang sama: Perbuatan apa yang
terbaik? Beberapa riwayat memberikan gambaran bahwa Rasul
Allah seringkali memberikan jawaban berbeda tentang sebuah
pertanyaan yang sama dalam situasi yang berbeda. Pertanyaan
tentang "perbuatan terbaik", dijawab oleh Rasul Allah sesuai dengan
orang yang bertanya. Pada suatu kesempatan Rasul Allah menjawab
pertanyaan itu dengan menyebutkan bahwa perbuatan terbaik adalah

iman kepada Allah dan rasul-Nya, jihad fi sabil Allah, dan haji

mabrur
Msdwy\@vx, <le % »yﬁJsgz,Ju"“swz Sk j&
5o JB L E 4 B Jt 3 3 JB 5L E s Jilgs &L Oy 6
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Pada kesempatan lain, Rasul Allah menjawab pertanyaan yang
sama dengan menyatakan bahwa perbuatan terbaik adalah salat
pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fi

sabilillah.

Jes & g & :
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1al-Bukhari, Sahih al-Bukhari 1/471.
7 Tbid, 4/86.
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Dalam riwayat lain, Rasul menyatakan bahwa tidak ada sesuatu
yang lebih mulia selain berdoa
S T aed o JU Alog e B Jo n ) 2 e g A T 32

RERPA VI (P

Beberapa riwayat di atas, menjelaskan jawaban berbeda dari
pertanyaan atau tema yang sama. Pada hadis pertama, perbuatan
terbaik adalah iman, jihad dan haji mabrur. Pada hadis kedua, salat
pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan jihad. Sedangkan
pada hadis ketiga, perbuatan paling mulia adalah doa. Hal ini bukan
berarti Rasul Allah tidak punya pendirian, tetapi karena ia tahu
persis siapa yang dihadapi dan mengajaknya bicara. Ini
membuktikan bahwa Rasul Allah sudah menyontohkan tahqig al-
manat.

Contoh ke dua ketika Rasullah SAW., ditanya tentang
Manusia terbaik. Ketika Rasul ditanya tentang manusia terbaik,
maka jawaban pun bervariasi, Salah satunya, Rasul Allah menjawab

bahwa orang yang banyak berzikir lebih baik bahkan dari orang yang

berperang,
sl ET e ddog <l B o A 025 OF i aan oF 2

'8 Muahmmad bin ‘Isa bin Sawrah, al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi (Mesir: Sharikah Matba’ah
Mustafa, 1975),765.



124

g Ao

U sy 5o 36 A e 3 W) A A s

169*//.3 w J“Aﬁ\ \f)jj_/ﬂjdi Z)Lij g_ﬂ\a.aﬁj }M\.<...J 3 m‘j

Dalam kesempatan lain, Beliau menjawab dengan menyatakan
bahwa muslim terbaik adalah orang yang tidak menyakiti orang

lain dengan perbuatan lidah dan tangannya

“o\
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Rasul Allah juga pernah menjawabnya dengan menyatakan bahwa

,,,\

- .2 4

jihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya adalah mukmin yang

terbaik
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Terkadang, dijawab dengan pernyataan bahwa manusia

terbaik adalah manusia yang memiliki hati bersih dan jujur
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Pada kesempatan lain, Rasul menyatakan bahwa yang

terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan al-Qur’an

' bid, 766.

' Muslim bin Hijjaj al-Naysaburi, Sahih Muslim (Beirut: Dar ihya’ al-Turath al-
‘Arabi,tt), 1/65/64.

"V al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 4/15/2786.

' Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Quzwayni, Sunan Ibn Majah (t.t.:Dar Thya’ al-Kutub al-
‘Arabiyyah,t.th), 2/1409-1410/4216.
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Berkaitan dengan manusia terbaik, tampak sekali bahwa

manusia terbaik yang dikehendaki memiliki beberapa standar. Ini
bisa berarti bahwa bisa saja orang menjadi terbaik dalam berbagai
hal yang digelutinya atau bahkan dengan berbagai perilaku yang
diungkap dalam hadis-hadis di atas. zikir, jihad, suci hati, takwa,
mempelajari al-Qur’an dan sebagainya, sesungguhnya adalah
upaya seseorang untuk menjadi dekat dengan Allah yang pada
akhirnya menjadikannya orang terbaik yang nantinya menjadi
sosok manusia yang dapat membawa misi rahmat Ii al-‘alamin.

Para sahabat juga memiliki pemahaman yang sangat baik
dalam hal %jtihad tahqiq al-manat semacam ini. Para sahabat
sangat mengerti dengan maqasid al-shari’ah, sehingga mereka
tidak segan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ada
pada masa wahyu.

Contoh ‘/jtihad ‘Umar ibn al-Khattab dalam beberapa kasus
yang menjadi perhatian para ulama’ muslim dan menganggapnya
berani berbeda dengan nusus atau teks adalah kasus-kasus
mu’allaf, tidak memotong tangan pencuri, talak tiga dengan satu

kata, dan tidak membagikan ghanimah (rampasan perang).

' al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 6/192/5027.
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Demikian juga perihal mu’allaf; ‘Umar menolak untuk
memberikan bagian mereka. Hal ini dianggap bertentangan
dengan ayat:
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Ayat ini menjelaskan tentang delapan kelompok manusia
yang berhak mendapat bagian zakat, salah satunya adalah
muallaf, yakni orang yang diharapkan hatinya melunak. Bagi
Umar, sifat melunakkan hati bukan merupakan hukum yang tetap,
tetapi merupakan a/-manat yang bila ia ada maka hukum berlaku.
Tetapi bila tidak ada maka hukum tidak berlaku. Oleh karenanya,
ketika umat Islam tidak lagi memerlukan kelunakan hati mereka,
maka bagian zakatpun tidak diberikan kepada mereka.'”

Kasus lain, Umar tidak memotong tangan pencuri pada

musim paceklik. Hal ini dianggap bertentangan dengan ayat;

L s A e V&G Led G ais Ldnl 13030 15,10 5yle)s

Padahal Umar dengan kecerdasannya melakukan ‘/jtihad

dengan metode tahqiq al-manat dengan melakukan konfirmasi a/-

manat terhadap situasi yang terjadim.

7al-Qur’an 9: 60

' Sa’id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Beirut:
Mu’assasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 2000), 144-145.

176al-Quran, 4:38.
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Permasalahan  ini, beberapa riwayat menyebutkan
pengecualian terhadap pelaksanaan Aad, di antaranya pernyataan
Rasul SAW., tentang perintah anjuran untuk meninggalkan

pelaksanaan /sad sebisa mungkin.
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Situasi paceklik yang terjadi pada sebagian besar
masyarakat dianggap oleh ‘Umar sebagai salah satu hal yang
menyebabkan pelaksanaan fad ditunda, atau bahkan tidak
dilakukan. Sehingga, dalam hal ini ‘Umar tidak meninggalkan
teks, tetapi justru melaksanakannya secara proporsional.
ljtihad Mu’adh bin Jabbal sebagai contoh tahqiq al-manat.
Mu‘adh melakukan konversi zakat pertanian, yang serupa
hasilnya, menjadi pakaian yang mudah didapat di Yaman, tetapi

sangat berharga bagi penduduk Madinah yang sangat memerlukan

pakaian.
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Konversi yang difatwakan oleh sahabat Mu‘adh sangat

kental dengan nuansa tahqiq al-manat dengan menggantikan

7 Al-Buti, Dawabit al-Maslahah, 157.

'8 al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 4/33/1434.

17 Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali Abu Bakr al-Bayhaqi, Sunan al-Kubra (Beirut: Lebanon, Dar-
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 4/189/7372.
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zakat pertanian dengan harga yang kemudian dikonversi lagi
dalam bentuk pakaian.

Tahqgiq al-manat sebagaimana disebut di atas tetap harus
memperhatikan kaidah ma’alat al-af*al, dan mura‘at al-khilaf.
untuk keterangan keduanya sebagai berikut:

b. Ma’alat al-af*al
Takalif (beberapa perintah atau larangan Shari®) pasti untuk
mewujudkan masalih bagi manusia, baik masalih di dunia maupun
masalih di akhirat, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan di

altals.180

Untuk masalih di akhirat, maka tujuannya adalah agar
mukallaf dapat menjadi ahli surga, bukan ahli neraka. Sedangkan
untuk masalih di dunia, maka ketika direnungkan, setiap perbuatan
yang disyari’atkan sesungguhnya merupakan proses permualaan
menuju masalih atau ma’alat al-asbab (akibat dari sebab-sebab),
yang pada hakekatnya merupakan representasi dari maqgasid al-
shari‘ah yang dikehendaki oleh a/-Shari’ (Allah) dari asbab
(perbuatan) mukallat.

Akibat adalah ma ‘alat masa depan dari sebab. Maka menjadikan
akibat sebagai suatu yang harus diperhitungkan oleh seorang mujtahid
ketika menentukan hukum mestinya termasuk yang dipentingkan. Hal
ini yang dimaksud dengan al-nazru fi al-ma‘alat, atau ma‘alat al-

asbab atau dengan kata lain ma’alat al-af*al.

180 al-Shatibi, al-Muwafagat 4/470.
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Untuk melihat betapa pentingnya peran seorang mujtahid
dalam  menetapkan hukum perbuatan  mukallaf dengan
menggunakan pertimbangan ma ‘alat al-af*al, salah satunya dengan
mencermati perkara tersebut.

Wole A 51 A1 15 8 05 2 0l 1 s

Ayat ini menjelaskan bahwa memaki berhala sembahan kaum
musyrik adalah tindakan menghina diri mereka, kaum musyrik
itu, dan merendahkan perbuatan mereka, perbuatan syirik. Akan
tetapi, perbuatan mencaci maki mereka akan berakibat pada
tindakan balik mereka mencaci dan memaki Allah, sebagai
sembahan kaum mukmin. Padahal, perbuatan mereka menghina
Allah sekali saja, tidak sebanding dengan cacian kepada
sesembahan mereka meskipun ribuan kali.

Artinya, balasan yang mereka lakukan berupa cacian terhadap
Allah lebih berat dari cacian terhadap sembahan mereka. Oleh
karena itu, perbuatan mencaci patung berhala dan sesembahan
kaum musyrik dilarang agama. Sebab, sekalipun terkandung
maslahat dalam perbuatan itu sehingga boleh dilakukan pada
mulanya, tetapi dengan melihat pada ma’a/ (akibat, dampak atau
hasil akhir), maka larangan itu muncul di kemudian.'®

Selain itu banyak kalimat perintah dalam al-Qur’an selalu

diakhiri dengan kata (Uﬂ) yang artinya agar supaya. Kalimat itu

81 al-Qur’an, 6:108.
'82 al-Shatibi, al-Muwafagat 4/555.
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menunjukkan akan pentingnya berfikir kepada akibat dari sebuah
perbuatan hukum.

Banyak dari hadis Rasul Allah yang memberikan contoh
penggunaan pertimbangan ma’a/ dalam memberikan putusan
hukum tertentu. Di antaranya adalah kasus orang yang buang air
seni di dalam masjid. Saat itu, Rasul membiarkan saja, bahkan
melarang sahabat lain yang hendak menghentikan orang tersebut
dari perbuatannya, buang air kecil di dalam masjid. Setelah
selesai, barulah Rasul memberitahukan bahwa hal itu tidak layak

dilakukan di dalam masjid, tempat umat Islam bersujud
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Tindakan yang dilakukan oleh Rasul Allah ini tidak lepas

W

dari pertimbangan ma’al. Sebab, bila saat itu Rasul menghentikan
orang itu dari perbuatannya, selain kurang efektif, juga bisa jadi
membuat orang tersebut kurang suka terhadap Islam, mungkin
juga akan menimbulkan dampak yang tidak sehat pada diri yang

bersangkutan, terutama pada kemungkinan menimbulkan penyakit

"Muslim, Sahih Muslim, , 1/ 39, 2006.
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pada saluran kencing, di samping kemungkinan akan tertempelnya
najis pada pakaiannya dan tentunya juga di masjid itu,.
c. Mura’at al-Khilat '

Shatibi menjelaskan hal ini bahwa sesungguhnya perkara
yang terlarang di dalam syariat ketika sudah terjadi, maka kejadian
itu tidak harus menjadi sebab untuk dibolehkannya berbuat
aniaya kepada mukallat . Hal itu dengan melebihkan hukuman
dari apa yang sudah disyariatkan.

Misalnya ghasab (memanfaatkan milik orang lain tanpa
izin) misalnya, secara syara’ adalah perbuatan yang terlarang.
Tetapi bila sudah terjadi, maka orang yang haknya dighasab,
berhak untuk mendapatkan haknya. Tetapi orang yang telah
melakukan ghasab tidak harus mendapatkan balasan melebihi apa
yang telah dilakukannya. Maka, bila pelaku dituntut untuk
mengganti barang yang dighasabnya sesuai nilainya, maka hal itu
adalah sebuah bentuk keadilan. Tetapi bila melebihi itu maka hal
itu tidak benar .'%

Abd al-Rahman Ibrahim al-Kaylani’®® berpendapat, menurutnya
seluruh kaidah magasid yang dinyatakan oleh al-Shatibi dapat

diklarifikasikan ke dalam tiga kategori besar: kaidah-kaidah yang

'""Secara bahasa, mura’at al-khilaf berarti mempertimbangkan perbedaan pendapat.©Alal
al-Fasi mendefinisikannya dengan memberikan hukum bagi masing-masing dalil dari dua
dalil yang berbeda., dalam ‘Alal al-Fasi, Maqgasid al-Shar‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha
(Rabat: Maktabah al-Wihdah al-‘ Arabiyyabh, t.th), 140.

185 Shatiby, al-Muwataqat, 4/559.

'% Ahmad Imam Mawardi, Figih Minoritas (Yogyakarta: PT.LKIS Printing, Cemerlang, I, 2010),
213-220.
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berkaitan dengan tema maslahah dan mafSadah, kaidah-kaidah yang
berkaitan dengan dasar penghilangan kesulitan (raf*u al-haraj), dan
kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan dan
tujuan orang-orang mukallaf. Kategorisasi ini memberi pemahaman
bahwa kemaslahatan, kemudahan, dan tujuan akhir suatu ketentuan
hukum menjadi dasar utama yang hendak dicapai dalam ‘/jtihad
berdasarkan magasid.

Kategori pertama menekankan pada realisasi kemaslahatan
sebagai tujuan dari ketentuan hukum Islam. Dari kategorisasi pertama
ini diketahui dengan jelas bahwa nilai, makna, dan eksistensi
kemaslahatan menentukan suatu status hukum dan jika berhadapan
dengan nas selayaknya dipindahkan ke pengamalan nas yang lain yang
lebih maslahat. Hal ini penulis sependapat dengan Raysuni dalam
banyak bukunya bahwa tidak mungkin ada nas itu bertentangan dengan
maslahah, bahkan nusus al-shari itu menunjukkan akan adanya
maslahah.

Kategori kedua adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan
dasar berpikir magasid untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran.
Kategori kedua ini berdasar pada kaidah-kaidah:

1) Al-Shari’ (Allah) memberikan beban tak/if bukan bertujuan untuk
menyulitkan dan menyengsarakan.
2) Tidak dipungkiri bahwa Allah telah menetapkan hukum fak/if yang

di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, tetapi bukanlah esensi
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kesulitan itu yang sesungguhnya dikehendaki, melainkan
kemasalahatan-kemaslahatan yang akan kembali kepada orang
mukallaf'yang menjalankannya.

3) Jika ada suatu tujuan yang menurut logika di luar kemampuan
hamba, maka hukumnya kembali untuk merealisasikan dengan
sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang mendekatinya.

4) Syari’at perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil,
mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh
hamba tanpa kesulitan dan kelemahan.

5) Pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat hukum akan
mengarahkan pada kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin
menurut pendapat logika dan syara’, maka hal tersebut tidak bisa
dilanggengkan sehingga tidak perlu diteruskan.

6) Termasuk dari tujuan Shari‘ dalam setiap perbuatan adalah tetap
konsistennya mukallaf atas perbuatan tersebut.

Kaidah-kaidah di atas juga menunjukkan bahwa %jtihad berdasarkan
magqasid berpihak pada kemudahan yang mengandung maslahah dan
kemampuan mukallaf'sebagai pelaksana hukum.

Sementara itu, kategorisasi ketiga adalah sekelompok kaidah yang
berhubungan dengan akibat akhir dari suatu perbuatan hukum yang
dilakukan oleh mukallaf serta tujuan mukallaf itu sendiri, bahwa penting
selalu menganalisis akibat akhir perbuatan hukum yang seharusnya selalu

sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Shari‘, baik perbuatan itu sesuai
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dengan tujuan syara’ maupun bertentangan. Juga kewajiban bagi mujtahid
menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum.

Dari kategorisasi yang terakhir ini jelas yang dikehendaki oleh
Shatibi, bahwa proses ‘/jtihad tidak hanya berfokus pada kekuatan teks
dalil, tetapi juga pada maslahah, atau maqgasid dalam konteks peristiwa
atau perbuatan hukum dan pada sisi akibat (a/-ma ‘al) sebagai upaya untuk
mengetahui sisi maslahat dan mafsadah yang ditimbulkannya. '’

Seperti kesimpulan pada kategorisasi pertama yang berupa maslahat
yang harus dominan, kategorisasi kedua yang berupa akibat atau efek
hukum inilah yang juga harus dominan sebagai penentu hukum berbanding
lurus dengan kekuatan teks itu sendiri.

a. ljtihad Intiga‘i

[jtihad intiga’i atau tarjih yaitu memilih satu pendapat dari
beberapa pendapat terkuat di kalangan madhahib. ‘Iljtihad yang
dimaksud di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap
pendapat-pendapat para ulama’, meneliti kembali dalil-dalil yang
dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai
dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang
terkuat sesuai dengan “kaidah tarjili”.
1) Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan

pada zaman sekarang.

87 Ibid, 213-220.
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2) Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemah-lembutan dan kasih
sayang kepada manusia.

3) Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan
oleh hukum Islam

4) Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan
maksud-maksud syara’, kemaslahatan manusia, dan menolak bahaya
dari mereka.'™.

Permasalahan ini, dalam keadaan di mana harus memilih
pendapat-pendapat ini, maka boleh mencari pendapat yang kuat dari
empat madhahib, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu
pendapat atau tidak, Karena fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu
komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas
yang lain.

Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat.
Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat
(tashih) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (farjih) dalam satu
madhhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya,
banyak pula pendapat dalam suatu madhhab yang sebelumnya
ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan

189

dipopulerkan kembali .”*” Dalam konteks permasalahan ini, jumhur

ulama’ mengkhususkan tarjih pada persoalan yang zanni, bukan pada

188

al-Qardawi, [jtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, 24-25.

% Ibid, 26.
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persoalan yang gat 7, juga tidak termasuk antara yang gat 7 dengan yang
Zannil90

Selain itu, dalam 7jtihad tarjih diperkenankan untuk memilih atau
mengikuti pendapat selain madhhab yang empat. Seperti memilih
pendapat dari salah satu ahli figh sahabat, zab/ in atau imam-imam salaf

191
setelah mereka.

Menurut Qardawi, ada beberapa faktor yang
mempengaruhi 7jtihad, di antaranya sebagai berikut:
1) Perubahan Sosial dan Politik Nasional serta Internasional
Tidak seorangpun membantah bahwa era modern ini telah
membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial,
ekonomi, politik maupun kebudayaan. Adanya perubahan semacam ini
menuntut seorang pakar figih Islam untuk mengadakan evaluasi
terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru,
sekaligus memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu
dianggap tidak kuat, atau mungkin lemah, atau ditinggalkan. '**
2) Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya
Faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan pendapat yang

lebih kuat dari pendapat yang lain pada zaman sekarang, yaitu adanya

ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, namun hal itu belum ada pada

190 Syafe’i, Rachmat, /lmu Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 243.

Y yusuf al-Qardawi, Jjtihad dalam Syari’at Islam Terj. Ahmad syathori (Jakarta: Bulan Bintang,
2006),155.

2 Ibid, 32.
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zaman pakar-pakar fiqih Islam terdahulu, terutama dalam bidang ilmu-
ilmu biologi dan fisika.'”?

Raysuni sebagai pelengkap kategorisasi di atas yang menckankan
pada hubungan teks dengan konteks empiris perbuatan hukum, dalam
kitabnya yang berjudul a/-Fikr al-Maqasidi, yang lebih menekankan pada
bagaimana cara memahami dalil nas dengan menggunakan pendekatan
magqasid al-shari ‘ah

Raysuni berpendapat ijtihad magqgasidi merupakan proses berpikir
ilmiah yang pasti memiliki dasar kaidah metodologis yang akan
mengantarkan pada ketentuan hukum yang berpihak pada magasid al-

shari‘ah. Menurutnya, ada empat kaidah dasar yang harus diketahui dan

disadari dalam proses 7jtihad maqgasidy sebagai berikut:

1) Kaidah pertama adalah’®: ((a>liasy o352ie aly | Uae ax,20l 3 Lo [S7)

Raysuni berkeyakinan kuat bahwa: (1) Setiap ketentuan hukum itu
pasti terkait dengan maksud dan kemaslahatan; (2) Tersembunyinya
hikmah dan tujuan bagi sebagian orang tidaklah mencegah kemungkinan
tampaknya hikmah dan tujuan itu bagi orang lain; (3) Pencarian hikmah-
hikmah dan tujuan yang masih tersembunyi (samar) atau yang masih
diperselisihkan tidak boleh berhenti, bahkan harus terus berlanjut dan

lebih maju lagi.

193 11

Ibid, 38.
194 Raysuni, al-Fikr al-Maqasidi (Rabat: Matba‘ah al-Najah al-Jadidah, Dar al-Bayda’ 2000), 39-
58.
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2) Kaidah kedua adalah ( 4 Y] 423 V)

Penentuan maqasid al-shari‘ah dalam suatu ketentuan hukum
haruslah dengan dalil.'”> Dari sini jelas bahwa berpikir magasid al-
shari‘ah bukanlah berpikir lepas tanpa terikat pada dalil. Dalil menjadi
dasar pokok, hanya saja proses interpretasi atas dalil tersebut yang
berbeda dengan proses berpikir wusul al-figh pada umumnya. Berpikir
dengan pendekatan maqasid al-shari ‘ah dipengaruhi kuat oleh tujuan dan
akibat hukum, sementara berpikir hanya dengan menggunakan usul al-

figh ditentukan oleh kekuatan dalil itu sendiri.

3) Kaidah ketiga'® adalah Wiy FLall 5 5

Urgensi menyusun secara hierarkis kemaslahatan dan
kemafsadahan. Sebagai suatu pola berpikir ilmiah metodologis, ‘/jtihad
Magqgasidi menincayakan adanya penyusunan kemaslahatan dan
kemafsadahan atas dasar tingkatan hierarkis dalam upaya memudahkan
proses penentuan hukum dengan skala prioritas, maksudnya ketika harus
melakukan zarjih di antara beberapa pendapat yang berbeda, maslahat
yang lebih tinggi didahulukan dari pada maslahat yang lebih rendah,
sementara mafsadah yang lebih kecil didahulukan dari pada mafsadah

yang lebih besar.

15 Ibid, 59-67.
19 Ibid, 68-76.
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4) Kaidah keempat adalah perlunya pembedaan antara tujuan dan media
menuju tujuan (perantara)]."”’

Hal ini penting karena wasilah atau media perantara juga
diperlukan eksistensinya sama seperti maqgasid. Hanya saja, wasilah ini
diperlukan bukan karena esensinya, melainkan hanya sebagai perantara
terwujudnya hal lain yang dibutuhkan keberadaannya, yaitu magasid itu
sendiri.'”® Seringkali dalam ketentuan hukum keterkaitan antara
magqgasid dan wasa’il ini tampak dengan jelas, tetapi tidak tertutup
kemungkinan terlihat samar dan serupa. Kegagalan membedakan antara
keduanya akan mengakibatkan kesalahan dalam proses ijtihad maqasidi
yang akan menghasilkan ketentuan hukum yang salah pula.'”’

Pandangan Raysuni di atas sesungguhnya menitikberatkan pada
pentingnya keterkaitan 7//ah, nas, dan kemaslahatan sebagai tujuan
hukum. Pandangan ini paralel dengan kaidah yang dikemukakan oleh
Shatibi di atas dalam sisi keinginan menampakkan wajah hukum Islam
yang berorientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan syari’at.

Bagaimana cara penggunaan maqasid al-shari‘ah juga banyak
diterangkan ‘Atiyyah® yang menyampaikan beberapa dasar tata kerja

penggunaan metodologi 7jtihad maqasid ditambah dengan faedah

7 Raysuni, Fikr al-Magqasidi Qawa’idubu wa Fawa’iduhu, 77.

" Ibid, 77-80

1% Ibid, 88. dalam kitab yang lainnya Raysuni menekankan empat panduan dasar yang harus
dipahami jjtihad al-maqasidi dengan empat persyaratan mirip seperti yang di atas yaitu: ( uas—aill
laaalic a5 ) kemudian (Raalall A2V 5 daladl LI G ceall) kemudian  (asbaal ¢ 505 alladl) cila)
kemudian (<YW Jlic)). dalam kitab al-Raysuni, Nazariyyat al-Magasid ‘Inda al-Imam Shatibi (
Herndon, Virginia: The International Institut of Islamic Thought,1995) 336-381.

29 < Atiyyah, Nahwa Taf il Maqasid al-Shari ‘ah 177-184.
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penggunaannya terhitung ada kurang lebih 13 bentuk penggunaan 7jtihad
magqasidi yang semuanya merupakan cara 7jthad dalam usul figh dan
gawa‘id fighiyyah akan tetapi lebih berorientasi pada magasid al-
shari‘ah seperti penggunaan giyas, masalih al-mursalah, istihsan dan
lainnya yang merupakan istinbat hukm akan tetapi hasil hukumnya
harus berparalel dengan magqasid al-shari‘ah

Arahan Bin Bayyah dalam penggunaan magasid ada empat belas
petunjuk sebagai arahan penggunaan magasid dalam problematika
keuangan kontemporer. Semuanya adalah berkaitan dengan penggunaan
‘illah. Termasuk juga di sini penggunaanya dengan istinbat hukum yang
berorientasi pada maqasid al-shari‘ah, seperti penggunaan maslahah
mu‘tabarah dan maslahah mulghah, juga istihsan dan sad dhari‘ah.
Hanya saja, kemungkinan yang bisa digunakan untuk membantu pada
disertasi ini hanya petunjuk yang pertama saja yaitu giyas ‘illah.

Arahan pertama yaitu mencari bantuan dengan magasid untuk
menyamakan hukum far‘uyang tidak ada nas di dalamnya dengan al-as/
yang ada nas-nya, karena adanya satu sifat yang mengumpulkan. Cara
ini disebut dengan giyas ‘illah.

Masalik al-‘illah yang digunakan pada magqasid, tentunya masalik
‘illah yang sudah digunakan oleh para ulama’ usu/ terdahulu. Terkadang
‘illah adalah maqgasid dalam hukum tersebut, karena ‘//ah itu juga
terkadang sebagai alamat hukum tersebut, terlebih ketika ‘%//ah tersebut

menyebutkan hikmah, di mana hikmah itu adalah termasuk magasid.
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Karena hikmah sebagai tanda pada wujudnya perkara yang diinginkan
pada nas-nas tersebut.

‘lllat al-mansus termasuk kategori cara mencari magasid, maka
kata-kata yang diambil dari nas (22 ,.S ,Jal () adalah kata-kata yang
menunjukkan //ah sekaligus menunjukkan maqgasid maka magsad
layaknya menjadi ‘///ah bila diketahui dari nusus sarih atau isharat atau
ijma‘ atau istimbat.

Ada beberapa jalan untuk mencari ‘//lah istinbatiyyah. Y aitu
munasabah yang tidak ada keraguan pasti berhubungan dengan magsad, di
mana munasabah adalah ‘//lah yang berjalan beriringan dengan mas/ahah
yang menjadi akibat dari berlakunya hukum tersebut pada sebuah
kejadian hukum yang terjadi. Sedangkan cara mencari ‘“%//lah dengan
menggunakan tarigah sabr, tagsim, dauran tardan wa ‘aksan, walaupun
menunjukkan %//ah tetapi tidak menunjukkan ‘i//at al-maqasid. Termasuk
maslak ‘illah yang menunjukkan ‘//at al-maqasid adalah tanqgih al-manat
yang terbagi menjadi dua. Keduanya juga menunjukkan ‘illat al-magqasid.
a. Tard al-ausaf gair al-mu’thirah wa al’ibqa’ ‘ala al-wast al-mu’thirah

al-salih Ii al-ta‘lil (menolak sifat-sifat yang tidak ada pengaruhnya dan
menyisakan sifat-sifat yang patut dijadikan sebagai alasan hukum).
b. llgha’ al-farig yaitu menambah sifat yang bisa mengumpulkan
Contoh seperti pelarangan wanita berpergian karena ‘%//ah tidak
ada mahram. ‘lllah mahram dihilangkan dan digantikan dengan ‘//ah

yang lebih umum yaitu masalah keamanan. Masalah keamanan yang
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seharusnya menjadi “%//ah tidak dibolehkannya perempuan bepergian.
Dari berbagai macam petunjuk penggunaan maqgasid kemungkinan
hanya ini yang berkaitan dengan pembahasan pada disertasi ini.”"'
Penggunaan maqgasid pada problematika kontemporer masih ada
berupa tafSir maqasidi, dan ijtihad insha’i. Tetapi pada disertasi ini,
peneliti hanya menggunakan ‘jtihad tahqiq al-manat, dan ijtihad intiga‘i

dengan berbagai perspektif para ulama’

' Bin Bayyah, Magasid al-Mu‘amalat wa Marasid al-Wagi‘at, 51-52.
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PAPARAN DATA
A. Uang FElektronik Bank Indonesia
1. Pengertian uang elektronik

Elektronik dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah alat yang
dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan
alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Secara
difinitif, vang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran non
tunai yang nilai uangnya disimpan secara elektronik di dalam media
server ataupun chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi
pembayaran atau transfer dana.

E-money, menurut Bank for International Settlements diartikan:

“stored-value or “prepaid” products in which a record of the
funds or ‘“value” available to a consumer is stored on an
electronic device in the consumer’s possession. The electronic
value is purchased by the consumer (for example, in the way that
other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be
purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device
to make purchases. Traditional electronic payment transactions
such as those withdebit or credit cards typically require online
authorisation and involve the debiting of the consumer’s bank
account after the transaction. A

Berdasarkan pengertian di atas, e-money adalah produk nilai uang
disimpan (stored value) atau produk prabayar (prepaid), di mana sejumlah
dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki

konsumen. Nilai ”elektronik” tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan

' Bank for International Settelments, Implications for Central Bank of The Development of
Electronic Money (Basel: BIS, 1996), 1.
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dalam media elektronik yang merupakan miliknya, di mana nilai uang
elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya,
untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau
kartu kredit, keduanya memerlukan otorisasi secara online, dan melibatkan
pendebetan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran.
Sebaliknya pengelolaan e-money tidak memerlukan otorisasi secara online,
melainkan secara offline yang dilakukan oleh pemegang e-money.

Rumusan definisi e-money menurut otoritas Bank for International
Settlement tersebut meliputi baik kartu prabayar kartu (lazim disebut
dompet elektronik) maupun produk perangkat lunak prabayar yang
menggunakan jaringan komputer (lazim dinamakan dengan digital cash).
Dalam hal produk berbasis kartu, nilai prabayar biasanya disimpan dalam
sebuah chip mikroprosesor tertanam dalam Kkartu plastik, seperti
smardcard. Pada sisi lain, network based produk menggunakan software
khusus yang di-instal pada komputer pribadi untuk menyimpan nilai uang.
Pemuatan nilai uang ke perangkat ini mirip dengan penarikan uang tunai
dari ATM. Produk ini digunakan untuk transaksi pembayaran dalam
rangka pembelian barang dan/atau jasa melalui transfer nilai uang ke
perangkat elektronik yang dimiliki merchant.

Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik
yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada
penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau

dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan
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menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam
satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran
dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang
elektronik tersebut.

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan
dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini
melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem
penyimpanan harga digital). electronic funds transfer (EFT) adalah sebuah
contoh uang elektronik.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau
prabayar (prepaid) di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu
media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan
berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.®

Secara yuridis pengertian uang elektronik instrumen pembayaran
yang memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Diterbitkan atas dasar nilai vang yang disetor terlebih dahulu kepada
penerbit.

b. Nilai vang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau
chip; dan Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit.

c. Bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai perbankan.

2 Veithal Rivai, M.B.A, dkk, Bank and Financial Institution Managemen (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2001), 1367.

® Firmansyah, dan M. Ihsan Dacholfany, Uang Elektronik dalam Perseptif Islam (Lampung: CV.
Igro’, 2018), 21.
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Nilai uang dalam uang elektronik (e-money) akan berkurang pada
saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Di samping itu uang
elektronik (e-money) berbeda dengan ‘single purpose prepaid card’
lainnya seperti kartu telepon atau sejenisnya, sebab uang elektronik (e-
money) dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multy
purposed). Nilai vang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara
elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan
untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Uang elektronik (e-money) juga berbeda dengan alat pembayaran
elektronis berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit, dan kartu debit.
Kartu kredit dan kartu debit (APMK) bukan merupakan °prepaid
products’ melainkan ‘access products’. Secara umum perbedaan
karakteristik antara ‘prepaid product dan Access product’ adalah sebagai
berikut:

a. Prepaid product (e-money)
1) Nilai vang telah tercatat dalam instrument uang elektronik (e-
money), atau sering disebut dengan stored value.
2) Dana yang tercatat dalam uang elektronik (e-money) sepenuhnya
berada dalam penguasaan konsumen
3) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic
value dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal

merchant dapat dilakukan secara off-/ine. Dalam hal ini verifikasi

# Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 1, Ayat 4.
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cukup dilakukan pada level/ merchant (point of sale), tanpa harus
on-line ke computer issuver.
b. Access product (APMK)

1) Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.

2) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang
belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.

3) Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan
akses secara on-line ke komputer issuer untuk mendapatkan
otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah,
baik berupa rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening
pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh issuer; rekening
nasabah langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan
menggunakan kartu kredit dan kartu debet mensyaratkan adanya
komunikasi onl/ine ke komputer issuer.

Selain produk uang elektronik (e-money) sebagaimana yang telah
dijelaskan di atas, saat ini khususnya di Indonesia mulai bermunculan
inovasi produk-produk prabayar yang secara fungsional mirip dengan
uang elektronik (e-money), namun secara teknis, karakteristiknya berbeda
dengan karakteristik uang elektronik (e-money).°

Contohnya adalah model prabayar yang umumnya dikembangkan

oleh perusahaan telekomunikasi di mana nilai uvang tidak disimpan di

> Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan, Kajian
Operasional E-Money (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 4.
6 11 -

Ibid, 5
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dalam kartu (bukan sfored value) melainkan disimpan dalam server data
base perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan kartu pra-bayar
tersebut. Dalam hal ini perintah perpindahan dana untuk pembayaran
harus dilakukan secara online ke server penerbit melalui short messaging
services (sms). Model prabayar ini sebenarnya adalah pengembangan dari
bentuk pulsa yang kemudian dikembangkan untuk dapat digunakan untuk
berbagai macam pembayaran.

Definisi-definisi di atas, uang elektronik (e-money) merupakan alat
pembayaran non tunai yang sah di mana nilai uangnya disetor terlebih
dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik.
Mengingat pada uang elektronik tersimpan sejumlah nilai uang elektronik
setelah disetorkan terlebih dahulu kepada bank penerbit, baik secara tunai
maupun secara transfer. Bila dicermati konsep uang elektronik dalam Pasal
1 angka 3 PBI No. 11/12/PBI1/2009 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan PBI No. 18/17/PBI/2016, jelas bahwa produk uang elektronik itu
bukan merupakan simpanan, karena nilai uang elektronik yang disetorkan
oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit uang elektronik tidak
tersimpan di rekening bank, nilai uang yang disetorkan tersebut terekam
secara elektronik pada kartu yang diterbitkan.

Salah satu sumber pendanaan bank bersumber dari masyarakat yang
berasal dari simpanan sebagai produk penghimpunan dana (funding).
Menurut UndangUndang Nomor 7/1992 Tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3472; untuk selanjutnya disebut UU
No. 7/1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790; untuk selanjutnya disebut UU No. 10/1998), dana yang
bersumber dari masyarakat adalah dana yang dihimpun dari masyarakat,
yang dinamakan dengan simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito,
sertifikat deposito dan tabungan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1
angka 5 UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
10/1998, yang menyatakan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam
bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Keguanaan, manfaat dan kelemahan uang elektronik

Seperti sempat disinggung di awal, kehadiran uang elektronik
adalah memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat,
efisien, dan aman. Pandangan ini sekaligus menegakkan bahwa
penggunaan uang cash menghambat proses transaksi yang membutuhkan
kecepatan menyelesaikan transaksi. Faktor inilah yang menjadikan sistem
pembayaran dituntut mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengguna.

Uang elektronik sebagai bagian sistem pembayaran mikro

mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini,
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seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk
menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrumen
pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk
menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun dengan
volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang
relatif lebih cepat ’

Sedangkan manfaat praktisnya, penggunaan e-money dibandingkan
dengan uang tunai maupun alat pembayaran non-tunai lainnya, antara
lain:

a. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya
untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment), disebabkan
nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu
transaksi atau harus menyimpan uang kembalian.

b. Mengurangi kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu
transaksi tidak terjadi apabila menggunakan e-money.

c. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-
money dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi
dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan
proses otorisasi on-/ine, tanda tangan maupun PIN.

d. Mengurangi biaya komunikasi ketika transaksi off-/ine.

7 Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, “Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non
Tunai Melalui Pengembangan E-Money’, Working Paper. (Jakarta: BI, 2006), 4.



151

e. Electronic value dapat diisi ulang ke dalam kartu e-money melalui

berbagai sarana yang disediakan oleh issuer:®

Meskipun uang elektronik banyak memberi kemanfaatan, akan
tetapi sebagai produk manusia tentu mempunyai kelemahan. Berikut
beberapa kelemahan dari vang elektronik.

a. Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang penggunaan e-money di
sejumlah daerah. Penggunaan e-money masih terbatas untuk kota-
kota besar saja. Belum semua tempat memiliki alat yang
dipergunakan untuk menggunakan digital money tersebut serta belum
semua tempat memberlakukan e-money termasuk di merchant.

b. Apabila uang elektronik (e-money) ini hilang maka siapapun yang
menemukan dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja.

c. Terdapat risiko data hilang karena kesalahan sofiware. Uang yang
anda simpan dalam e-money akan hilang jika anda menghilangkan
kartu atau alat yang dipergunakan untuk menyimpan uang tersebut.

d. Apabila kartu error yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti
harus diganti dengan kartu yang baru, namun saldo yang ada dapat
dipindahkan pada kartu yang baru. Sedangkan proses
pembaharuannya membutuhkan prosedur yang panjang.

e. Tidak bisa 100% menghilangkan uang cash fisik.

3. Prinsip dasar dan prosedur penyelenggaraan uang elektronik

% Siti Hidayati, dkk, Kajian Operasional E-Money, 5.
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Sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan penggunaan uang elektronik,
maka penyelenggaraan uang elektronik harus dilakukan dengan memenuhi
prinsip:

a. Tidak menimbulkan risiko sistemik;

b. Operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
c. Penguatan perlindungan konsumen;

d. Usaha yang bermanfaat bagi perekonomian indonesia,

e. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.’

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan ruh dalam penerapan prosedur
penerbitan dan penyelenggaraan uang elektronik. Secara lebih detail,
penulis paparan sebagai berikut:

a. Prosedur penerbitan uang elektronik

Proses penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik dilakukan
baik melalui penerbit secara langsung maupun melalui agen penerbit
dengan cara menyetorkan uang baik secara tunai (cash) maupun
melalui transfer rekening dengan menggunakan satuan mata uang
rupiah.

Jumlah uang elektronik yang diterbitkan harus sesuai dengan
jumlah nilai vang yang disetorkan berdasarkan ketentuan dan batas
maksimal penerbitan uang elektronik dan batas maksimal total nilai
transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

b. Redeem

? Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 2.



153

Refund adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada
penerbit. Penukaran bisa dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang
elekronik tidak terpakai, atau masih tersisa pada saat pemegang
mengakhiri penggunaan uang elektronik, dan atau masa berlaku media
uang elektronik telah berakhir.'® Penukaran juga bisa dilakukan oleh
pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diterima oleh
pedagang dari pemegang kepada penerbit."!

Redeem  ability —merupakan kewajiban penerbit yang
dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai
uang elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka
setiap saat dapat menukarkan (redeem) nilai uang elektronik tersebut
ke dalam bentuk nilai uang. Penukaran bisa berupa uang tunai (cash)
juga bisa melalui transfer ke rekening yang bersangkutan. Hal ini
penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas instrumen
pembayaran uang elektronik. Kepastian ini juga merupakan salah satu
aspek perlindungan kepada konsumen. "

1) Mekanisme pencairan bagi pemegang
Pemenuhan hak tagih oleh penerbit atas redeem yang
dilakukan oleh pemegang dapat dilakukan dengan berbagai cara,

antara lain dengan mentransfer sisa nilai uang elektronik tersebut

19 Siti Hidayati, dkk, Kajian Operasional E-Money, 11.

" Ibid, 11.
12 Ibid, 33.
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ke rekening pemegang atau memindahkannya ke dalam media
uang elektronik yang baru.
2) Mekanisme pencairan bagi pedagang

Hasil transaksi pedagang dengan pemegang hanya dapat
ditarik oleh pedagang melalui rekening pedagang yang tercatat
pada bank. rekening yang tercatat pada bank milik pedagang,
digunakan sebagai sarana untuk menampung pembayaran dari
penerbit atau acquirer setelah dilakukannya transaksi antara
pemegang dan pedagang.

4. Macam-macam uang elektronik

a. Pembagian uang elektronik dipandang dari lingkup penyelenggaranya
Uang elektronik berdasarkan lingkup penyelenggaraannya
dibedakan menjadi:

1) Closed loop, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan
sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau
jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

2) Open loop, yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai
instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang
bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.'

Termasuk uang elektronik open loop yaitu uvang elektronik yang
digunakan pada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan entitas

yang berbeda dengan penerbit namun memiliki hubungan kepemilikan

13 Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 3 ayat 1.
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dan/atau hubungan pengelolaan usaha dengan penerbit, misalnya group
holding, waralaba (franchise), dan jaringan ritel online .*
b. Pembagian uang elektronik dipandang dari media penyimpan nilainya
1) Server based, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan
berupa server.

Software-based product (prepaid software) sering disebut
juga digital cash. Produk e-money yang masuk dalam kelompok ini
pada prinsipnya merupakan suatu aplikasi (sofiware) yang
kemudian diinstall ke dalam suatu personal computer (PC) yang
dijalankan dengan operating system yang standard. Produk ini
dikembangkan untuk melakukan transaksi melalui suatu jaringan
komputer (internet). Meskipun demikian, beberapa card-based
product (seperti Mondex) juga sudah dapat digunakan untuk
melakukan transaksi melalui internet dengan menggunakan alat
bantu tertentu.'®

2) Chip based, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan
berupa chip."’

E-money dalam bentuk card-based product sering juga
disebut sebagai electronic purses. Card-based product pada
prinsipnya dimaksudkan untuk pembayaran yang bersifat langsung

(face to face), namun demikian saat ini beberapa card-based

' Penjelasan pasal 3 ayat 1 bagian b

15 peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 3 ayat 2, a.
' Siti Hidayati, dkk, Kajian Operasional E-Money, 5-7.

17 Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 3 ayat 2, a.
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product juga dapat digunakan untuk pembayaran melalui internet
dengan menambahkan alat tertentu pada komputer pengguna.

Jenis produk ini menggunakan media kartu dengan teknologi
integrated circuit (IC) atau dikenal dengan ‘/C card’ yang
mengandung microprocessor chip (chip). 1C cards dapat
digolongkan menjadi dua jenis yaitu : smart cards dan memory
cards. Smart card telah memiliki fungsi untuk melakukan proses
data serta fungsi penyimpanan. Sementara memory card hanya
memiliki fungsi untuk penyimpanan data.

Saat ini, produk e-money yang berbasis kartu pada umumnya
menggunakan  teknologi smart card, mengingat fungsi
"dataprocessing sangat dibutuhkan untuk melakukan proses
perhitungan. Smart card sendiri dapat digolongkan lagi menjadi 2
(dua) kategori yaitu :

a) contact type, di mana dalam penggunaannya kartu harus
dimasukkan ke dalam mesin pembaca (card-reader); dan

b) contactless type, di mana dalam penggunaannya kartu tidak
harus dimasukkan ke dalam card-reader, melainkan cukup
diarahkan/didekatkan ke alat pembaca (tanpa harus menyentuh)
secara fisik. Smart card merupakan kartu plastik di mana
sebuah IC chip ditanamkan ke dalam kartu tersebut. Di dalam
chip tersebut terdapat operating system dan aplikasi (sotfare)

yang di-7nstall pada saat proses produksi (manufacturing) chip
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dimaksud. Microprocessor chip inilah yang berfungsi sebagai
pusat pengendalian seluruh transaksi yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan perhitungan-perhitungan serta
perekaman data.

Spesifikasi fisik dan elektronik dari suatu produk smart card
umumnya mengacu pada standard internasional (ISO/EMV).
Secara umum, komponen ’chip’ yang ada pada smart card adalah
sebagai berikut :

a) Central Processing Unit (CPU), yang berfungsi untuk
melakukan perhitungan; - read only memory (ROM), yang
berfungsi untuk menyimpan operating system dan aplikasi
sistem; - electronically erasable and programmable ROM
(EEPROM), yang berfungsi untuk menyimpan data variabel
seperti saldo e-money, data pemegang kartu dan lain-lain;

b) Random Accesss Memory (RAM), yang berfungsi sebagai
‘work area’ pada saat chip melakukan processing, dan -
Input/Output (1/0) yang berfungsi untuk melakukan kontak
dengan external devices. Berdasarkan pengamatan yang
dilakukan oleh kelompok kerja BIS yang meneliti mengenai
perkembangan e-money di berbagai negara, produk e-money
yang saat ini umumnya dikembangkan termasuk ke dalam

kelompok card-based product. Contoh card-based product



158

yang saat ini telah dikembangkan di negara-negara lain antara
lain, Octopus Card, Visa Cash, Mondex, Proton dan lainnya. 18
c. Pembagian uang elektronik dipandang dari pencatatan data identitas
pengguna
1) Unregistered, yaitu uang elektronik yang data identitas
penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit; dan
2) Registered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya
terdaftar dan tercatat pada penerbit.'’

5. Penyelenggara dan pengguna uang elektronik

a. Bank
Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR)
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 10 tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia
dan bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah
(BPRS) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun
2008 tentang perbankan syariah.”
b. Lembaga selain bank
Lembaga selain bank adalah badan usaha bukan bank yang
melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang

beroperasi di wilayah republik Indonesia dengan berbadan hukum

'8 Siti Hidayati, dkk, Kajian Operasional E-Money, 9
! Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 3 ayat 2 b.
Yperaturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 1 ayat 1.
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dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dan didirikan berdasarkan
hukum Indonesia. Seperti perusahaan penyedia jasa telekomunikasi
(operator seluler) yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk
pulsa. *!
Sedangkan pihak-pihak kepentingan dalam penyelenggaraan uang
elektronik sebagai berikut:

a. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik.

b. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:

1) Penerusan data transaksi uang elektronik melalui jaringan;

2) Pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;

3) Penyelesaian pembayaran; dan

4) Penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang
berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer dalam transaksi uang
elektronik.*

c. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang
elektronik.” Dari sudut kebijakan bank sentral, penerbit merupakan
institusi yang memegang peranan penting, karena merupakan pihak
yang mengelola dana float atas uang elektronik yang diterbitkannya.*
Penerbit dapat bekerjasama dengan pedagang dan/atau pihak lain
sebagai agen penerbit, baik dalam hal penerbitan maupun fasilitas yang

melekat pada uang elektronik, seperti isi ulang, tarik tunai dan transfer

'Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 10
2peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, Pasal 1 ayat 7

# Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 1 ayat 5

4 Siti Hidayati, dkk, Operasional E-Money, 23.
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antar uang elektronik. Dalam hal agen penerbit tersebut memberikan
jasa layanan kepada pemegang untuk tarik tunai dalam rangka transfer
dana, maka agen penerbit tersebut wajib memperoleh izin sebagai
penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.*
d. Acquirer adalah pihak yang:
1) Melakukan kerja sama dengan penyedia barang
2) Melakukan kerjasama dengan penyedia jasa sehingga penyedia
barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi uang elektronik
yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
3) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada
penyedia barang dan/atau jasa.*
e. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang
menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik.
f. Penyelenggara switching pihak yang menyelenggarakan kegiatan
penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau
penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan

menggunakan uang elektronik.”’

% Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/20181bid, hal. 28 ayat 13
?® Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 6
27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 8.
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g. Penyelenggara kliring pihak yang melakukan perhitungan hak dan
kewajiban keuangan masing masing penerbit dan/atau acquirer setelah
pelaksanaan transaksi uang elektronik.?®

h. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan dan
bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban
keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer berdasarkan, hasil
perhitungan dari penyelenggara kliring.”

Penyelenggara uang elektronik yang selanjutnya disebut
penyelenggara adalah penerbit, acquirer, prinsipal, penyelenggara
switching, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian
akhir dalam kegiatan uang elektronik.*

i. Penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah penyelenggara jasa
sistem pembayaran yang mengatur mengenai penyelenggaraan
pemrosesan transaksi pembayaran.”'

j. Penyelenggara penunjang adalah penyelenggara penunjang yang
mengatur  mengenai  penyelenggaraan  pemrosesan  transaksi
pembayaran.*

k. Pengguna adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.*

. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang

dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari pengguna.**

2% Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 9.

* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 10.
30 peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 1 ayat 11.
3! Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 1 ayat 12.
?peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, pasal 1 ayat 13.
33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 1 ayat 14.
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6.Ketentuan Penyelenggara Uang Elektronik
Dalam penyelenggaraan uang elektronik, harus melaksanakan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;

Manajemen yang harus diterapkan pada uang elektronik
diharuskan mencakup, pengawasan aktif manajemen; kecukupan
kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi; kecukupan fungsi
manajemen risiko dan sumber daya manusia; dan pengendalian infern.

b. Menerapkan standar keamanan sistem informasi;

Standar keamanan sistem informasi paling sedikit berupa:
pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan
sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
atau otoritas/lembaga terkait; misalnya Otoritas Jasa keuangan atau
OJK, pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi;  Se/f
assessment atas sistem informasi yang digunakan paling sedikit 1
(satu) tahun sekali; dan, pelaksanaan audit sistem informasi oleh
security auditor independen secara berkala paling sedikit 3 (tiga)
tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.

Selaian itu, standar keamanan sistem informasi harus mencakup
audit sistem informasi paling sedikit berupa: keamanan operasional;
keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem; keamanan dan integritas

data atau informasi; keamanan fisik dan lingkungan, termasuk

34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 1 ayat 15.
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kontrol terhadap akses sistem dan data; manajemen perubahan
sistem; Manajemen implementasi sistem; dan Prosedur tertulis
terkait keamanan teknologi.”

Di sisi lain, penyelenggara berupa penerbit wajib meningkatkan
standar keamanan transaksi uang elektronik untuk uang elektronik
yang memiliki batas nilai uang elektronik di atas Rp 2.000.000,00
(dua juta rupiah). Peningkatan standar keamanan transaksi uang
elektronik sebagaimana dimaksud di atas diterapkan melalui
penggunaan otentikasi paling sedikit 2 (dua) faktor (¢fwo factor
authentication).*®

c. Memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara
domestik;

Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara
domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan uang
elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah
Indonesia.”’

Uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia
hanya dapat ditransaksikan di wilayah Indonesia dengan
menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang

pembayaran nasional (GPN).

3% Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, pasal 36 ayat 2
36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 37.ayat 1 dan 2.
37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 38.
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Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana
dimaksud di atas wajib melakukan kerja sama dengan penyelenggara
jasa sistem pembayaran berizin yaitu bank yang termasuk dalam
kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan
terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.®

Selain, dalam pemrosesan harus memperhatikan batas nilai
uang elektronik yang dapat disimpan pada uang elektronik. Nilai
yang ditetapkan sebagai berikut:

1) Untuk vang elektronik unregistered paling banyak Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah); dan

2) Untuk uvang elektronik registered paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

Batas nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan
paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Batas nilai
transaksi uang elektronik sebagaimana dimaksud di atas
diperhitungkan dari transaksi yang bersifat incoming. Batasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi
akun pencatatan nilai uang elektronik dari penyedia barang dan/atau
Jasa.”

d. Melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.*

*¥peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, pasal 39.
*Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, pasal 45.
%0 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 34 ayat 1.
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Penyelenggara  wajib ~ melakukan  interkoneksi  dan
interoperabilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional. Dalam
pelaksanaan kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas Bank
Indonesia berwenang:

1) Menetapkan standar sistem dan infrastruktur  dalam
penyelenggaraan uang elektronik,

2) Mengatur besaran biaya penyelenggaraan uang elektronik,

3) Menetapkan  mekanisme  penerapan  interkoneksi  dan
interoperabilitas lainnya.

Setiap pihak yang menyediakan kanal pembayaran untuk
penggunaan uang elektronik harus mengikuti standar yang ditetapkan
Bank Indonesia melalui interface gerbang pembayaran nasional
(GPN)."!

Selain memenuhi kewajiban khusus untuk Penyelenggara
berupa Penerbit wajib:

1) Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan
pendanaan terorisme,
2) Menerapkan prinsip perlindungan konsumen.*
Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

*! Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 41.
*2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 34 ayat 2.
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mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme.*

e. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perlindungan konsumen. Selain kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit wajib:

1) Membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau informasi
Pengguna, sebatas yang diperlukan dalam penyelenggaraan uang
elektronik;

2) Menyediakan sarana dan/atau infrastruktur pengisian ulang (zop
up) secara luas untuk keperluan Pengguna; dan

3) Memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada
pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pengguna. (3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai penerapan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.**

7. Kewajiban- Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik
a. Kewajiban Prinsipal

Prinsipal dalam melaksanakan kegiatannya wajib:

*# Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 42.
* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 43.
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1) Menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan
transparan kepada seluruh penerbit dan/atau acquirer yang menjadi
anggota prinsipal yang bersangkutan;

2) Memastikan keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan
yang digunakan oleh seluruh penerbit dan/atau acquirer yang
menjadi anggota prinsipal yang bersangkutan; dan

3) Menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis dengan penerbit
dan/atau acquirer yang menjadi anggota prinsipal yang
bersangkutan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b wajib dilakukan juga oleh prinsipal terhadap pihak lain
yang bekerja sama dengan penerbit dan/atau acquirer.

b. Kewajiban penerbit dan acquirer
Penerbit dan/atau acquirer dalam melaksanakan kegiatannya,
wajib:

1) Mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan
penyedia barang dan/atau jasa;

2) Melakukan edukasi dan pembinaan terhadap penyedia barang
dan/atau jasa; dan

3) Menghentikan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa
yang melakukan tindakan yang merugikan.

Penerbit dan/atau acquirer dapat melakukan tukar menukar

informasi atau data dengan penerbit dan/atau acquirer lainnya

* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 pasal 53.
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tentang penyedia barang dan/atau jasa yang melakukan tindakan yang
merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama penyedia
barang dan/atau jasa tersebut dalam suatu daftar hitam penyedia

barang dan/atau jasa (merchant black list).*°
c. Kewajiban penggunaan mata uang rupiah

Uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib
menggunakan satuan uang rupiah. Demikian juga transaksi yang
menggunakan uang elektronik dan dilakukan di wilayah Indonesia
wajib menggunakan rupiah.*’

8. Layanan Keuangan Digital (LKD)

LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran atau
keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik. Namun
dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun
web based dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan
masyarakat unbanked dan underbanked (Bank Indonesia).

Tujuan dari layanan keuangan digital melalui jasa agen ini, yakni
memberikan layanan keuangan ke suatu area yang selama ini tidak
terjangkau.  Untuk  menjangkaunya, yakni  melalui  jaringan
telekomunikasi telepon seluler, maupun berbasis web dalam rangka
keuangan inklusif.

Dari segi regulasi, Bl sendiri telah mengeluarkan peraturan Bank

Indonesia N0.16/8/2014 yang mengatur pelaksanaan program LKD bagi

* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 54.
47 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 51.
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bank-bank termasuk juga mengatur e-money. Program LKD ini dibagi ke
dalam empat tahap yakni konektivitas dasar, LKD untuk transfer, LKD
untuk full range service (menabung, kredit, pelayanan asuransi), dan
tahap keempat yakni digital in-store purchase di mana mencakup
transaksi untuk pasar modal.

Ketentuan penyelenggaraan LKD, penerbit yang akan menjadi
penyelenggara LKD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan
Bank Indonesia. Penyelenggaraan LKD dilakukan oleh penyelenggara
LKD melalui kerja sama dengan Agen LKD.** Agen LKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa: a. badan usaha berbadan
hukum Indonesia; dan/atau b. individu.* (1) Penyelenggaraan LKD
melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara
LKD berupa bank. (2) Penyelenggara LKD berupa bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
berbadan hukum Indonesia; b. merupakan: 1. Bank yang termasuk dalam
kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 3 atau bank
umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau 2. Bank
pembangunan daerah yang termasuk dalam kategori bank umum
berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 atau bank umum berdasarkan
kegiatan usaha (BUKU) 2 yang memiliki sistem teknologi informasi
yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial,

dan c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank

*¥ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 56.
* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 57.
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Indonesia.”® (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan LKD
diatur dalam peraturan anggota dewan Gubernur.

Sedangkan larangan LKD adalah setiap pihak dilarang
menyelenggarakan kegiatan sebagai penyelenggara di indonesia tanpa
izin dari bank indonesia.’’ Dalam konteks ini, penyelenggara berupa
lembaga selain bank dilarang melakukan aksi korporasi yang
mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali penyelenggara
selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam
kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.>>
a. Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang

elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang

disetorkan kepada Penerbit.

b. Nilai vang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat
digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.

c. Penerbit dilarang:

1) Menetapkan minimum nilai uvang elektronik sebagai: 1.
persyaratan penggunaan uang elektronik; dan/atau 2. persyaratan
pengakhiran penggunaan uang elektronik (redeem);

2) Menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak;

3) Mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (redemption) uang

elektronik; dan/atau

%0 peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 58.
>! Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, pasal 59.
52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, pasal 60.
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4) Menghapus, mengubah, atau menghilangkan nilai vang elektronik
ketika masa berlaku media uang elektronik tersebut berakhir.>
Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan,
dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang elektronik
dengan menggunakan virtual currency.’® (1) Penyedia barang dan/atau
jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna
atas pembayaran transaksi pembelanjaan. (2) Penerbit dan acquirer wajib
memastikan kepatuhan penyedia barang dan/atau jasa atas larangan’
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Pengelolaan dana float
Dana float adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada
penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang
(top up) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna
dan penyedia barang dan/atau J asa.>’.
a. Penerbit wajib mencatat dana float pada pos kewajiban segera atau
rupa-rupa pasiva.
b. Penerbit wajib menempatkan dana float, dengan ketentuan:
1) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana float ditempatkan
pada kas (bagi penerbit UE berupa bank umum berdasarkan
kegiatan usaha (BUKU) 4), atau pada giro di bank yang

merupakan BUKU 4 (Penerbit yang merupakan Bank yang tidak

53 Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 61,
5% Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 62.
55 Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 63,
%6 peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 1 ayat 17.
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termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha
(BUKU) 4; dan penerbit yang merupakan lembaga selain bank
bagi penerbit lainnya); dan

2) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dana float
ditempatkan pada surat berharga/instrumen keuangan yang
diterbitkan oleh Pemerintah/Bank Indonesia, atau pada rekening di
Bank Indonesia. Persentase penempatan dana float wajib
disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas
untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan penyedia barang
dan/atau jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

c. Penerbit berupa LSB wajib meningkatkan modal disetor sesuai
dengan peningkatan dana float. Penghitungan dana float dilakukan
dengan menghitung rata-rata nilai dana floar selama 12 (dua belas)
bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun
sebelumnya. Peningkatan modal disetor dilakukan penerbit paling
lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.

Dana float hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penerbit
kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, dan dilarang digunakan
untuk kepentingan lain. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kepada
pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, penerbit wajib:

a. Memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dana float.

b. Memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan dana float.

c. Memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu.
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d. Mencatat dana float secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain
yang dimiliki oleh Penerbit.

e. Menempatkan dana float pada rekening yang terpisah dari rekening
operasional Penerbit.”’

Penerbit berupa lembaga selain bank wajib meningkatkan modal
disetor sesuai dengan peningkatan dana floar dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Apabila rata-rata nilai dana float yang dikelola telah mencapai lebih
dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka penerbit wajib
meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp
6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

b. Apabila rata-rata nilai dana float yang dikelola telah mencapai lebih
dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp
9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib
meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan

c. Apabila rata-rata nilai dana float yang dikelola telah mencapai lebih
dari Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit
wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 3% (tiga persen)

dari nilai dana float.

37 peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 49.
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Rata-rata nilai dana float sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan data rata-rata dana float selama 12 (dua belas)
bulan pada tahun sebelumnya yaitu sejak bulan Januari sampai dengan
bulan Desember. Bagi Penerbit yang pertama kali beroperasi setelah
bulan Januari maka rata-rata nilai dana float sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk pertama kalinya dihitung berdasarkan data rata-rata
dana float tahun sebelumnya yaitu sejak bulan pertama Penerbit
beroperasi sampai dengan bulan Desember.

Peningkatan modal disetor karena penambahan dana float
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) wajib dipenuhi oleh
Penerbit paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.’®

10. Layanan e-money yang digunakan masyarakat

Jenis uang Elektronik yang beredar di Indonesia kurang lebih
sudah mencapai 37 macam Berikut adalah beberapa layanan e-money
atau uang elektronik yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Semuanya memiliki sertifikasi dari Bank Indonesia. uang elektronik
dibagi menjadi dua jenis. Pertama, uang elektronik berbasis chip. Uang
elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu, seperti e-money, Flazz,

dan Brizzi. Jenis kedua, uang elektronik berbasis server. Uang elektronik

%% Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 50.ayat 1-4.



175

jenis ini biasanya berbentuk aplikasi, seperti Go-Pay, OVO, dan
LinkAja.”’

B. Uang Elektronik Bitcoin
1. Pengertian bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank
atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja
tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan oleh para
pengguna yang “menambang”’ mata uang mereka dengan meminjamkan
kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya,
Mereka menerima bitcoin sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli
dan dijual dengan menukarkan mata uang dolar AS dan mata uang
lainnya. ©
Bitcoin merupakan salah satu cryptocurrency yang pada dasarnya

adalah sebuah mata wuang digital. Mata wuang ini bentuk dan

% Berikut macam-macam digital money dan perusahan penerbitnya: PT Artajasa Pembayaran
Elektronis (MYNT E-Money), PT Bank Central Asia Tbk (Sakuku dan Flazz), PT Bank CIMB
Niaga (Rekening Ponsel), PT Bank DKI (Jakarta One/JakOne dan JakCard), PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (Mandiri e-Cash dan Mandiri e-Money), PT Bank Mega Tbk (Mega Virtual dan
Mega Cash), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (UnikQu dan TapCash), PT Bank
Nationalnobu (Nobu e-Money), PT Bank Permata (BBM Money), PT Bank Rakyat Indonesia (T
bank dan Brizzi), PT Finnet Indonesia (FinnChannel), PT Indosat Tbk (PayPro/Dompetku), PT
Nusa Satu Inti Artha (DokuPay), PT Skye Sab Indonesia (Skye Mobile Money dan SkyeCard),
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Flexy Cash dan iVas Card), PT Telekomunikasi Seluler (T-
Cash dan Tap Izy), PT XL Axiata Tbk (XL Tunai), PT Smartfren Telecom Tbk (Uangku), PT
Dompet Anak Bangsa (Go-Pay), PT Witami Tunai Mandiri (TrueMoney), PT Espay Debit
Indonesia Koe (Dana), PT Bank QNB Indonesia Tbk (Dooet), PT BPD Sumsel Babel (BSB
Cash), PT Buana Media Teknologi (Gudang Voucher), PT Bimasakti Multi Sinergi (Speed Cash),
PT Visionet Internasional (OVO Cash), PT Inti Dunia Sukses (iSaku), PT Veritra Sentosa
Internasional (Paytren), PT Solusi Pasti Indonesia (KasPro), PT Bluepay Digital Internasional
(Bluepay), PT Ezeelink Indonesia (Ezeelink), PT E2Pay Global Utama (M-Bayar), PT Cakra
Ultima Sejahtera (DUWIT), PT Airpay International Indonesia (SOPEEPAY), PT Bank Sinarmas
(Simas E-Money), PT Transaksi Artha Gemilang (OttoCash), PT Fintek Karya Nusantara
(LinkAja),

% https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-mata-uang-digital-bitcoin/3851446.html, diakses 21
januari 2019.


https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-mata-uang-digital-bitcoin/3851446.html
https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-mata-uang-digital-bitcoin/3851446.html
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penyimpanannya adalah digital. Penemu Bifcoin untuk pertama kali
adalah seorang/grup programmer yang menggunakan nama Satoshi
Nakamoto. ¢! Seorang wirausaha Australia tahun lalu maju ke depan dan
mengklaim sebagai pendiri bitcoin, dan dalam hitungan hari kemudian ia
“tidak memiliki keberanian” untuk memberikan bukti bahwa ia benar
pendirinya.®*

Bitcoin dalam bahasa non-teknis, adalah sebuah aset digital, di
mana transaksi dapat berjalan tanpa membutuhkan bantuan kartu kredit
ataupun bank sentral. Bitcoin didesain sedemikian rupa untuk
memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi perdagangan
secara lebih cepat, simple dan efisien menggunakan jaringan internet
yang ada. Aset digital ini seperti halnya emas, namun hanya tersedia di
dunia digital.”® Konsepnya mungkin terdengar seperti eGold, walaupun
sebenarnya jauh berbeda.

2. Tlustrasi bitcoin

[lustrasi pengiriman Bifcoin untuk mencegah pemalsuan instruksi
maka jaringan membutuhkan bukti bahwa instruksi untuk memindahkan
1 BTC berasal dari pemilik aslinya yaitu Andi. Ini adalah tugas dari
private key yang hanya milik Andi. Melewati proses komputasi
elektronik, jaringan dapat memuverifikasi transaksi ini dan membuktikan

bahwa memang Andi yang mengirimkan instruksi. Berbeda dengan

%'http://tekno.kompas.com/read/2014/01/19/1848426/bitcoin.dan.misteri.satoshinakamoto

diakses 7 Juli 2018.

52 https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-mata-uang-digital-bitcoin/3851446.html, diakses 21
desember 2018.

5 https://indodax.com/diakses 20 desember 2019.


https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-mata-uang-digital-bitcoin/3851446.html
https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-mata-uang-digital-bitcoin/3851446.html
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tanda tangan di cek yang dapat dipalsukan secara terus menerus, private
key ini akan menghasilkan signature yang berbeda-beda setiap
transaksinya. Transaksi selanjutnya akan menghasilkan signature
(penanda bahwa ini adalah pemilik asli) berbeda.

Bitcoin bisa dianalogikan dengan tambang emas (atau logam
mineral berharga lainnya). Para penambang adalah mereka yang
mendedikasikan sumber daya komputer mereka untuk memecahkan
persoalan matematis, melalui perhitungan yang berat. Penambang yang
dimaksud pada awalnya mungkin hanya seseorang dengan komputer
rumahan. Namun saat ini, proses penambangan bitcoin dilakukan
melalui perangkat yang dirancang khusus dan dilakukan secara kolektif
(disebut node). Setiap 10 menit, sistem bitcoin akan menganugerahkan
sejumlah unit bitcoin (25, misalnya) pada salah satu node penambang
ini. Jumlah yang ditambang per 10 menit akan turun seiring waktu,
hingga habis pada lebih kurang tahun 2140. Dengan jumlah total bitcoin
yang bisa ditambang sebanyak 21 juta unit. bitcoin yang dihasilkan
berfungsi layaknya mata uang konvensional dan diterima sebagai produk
pembayaran untuk beragam transaksi online .

3.Legalitas bitcoin di Indonesia

Bank Indonesia telah melarang seluruh penyelenggara jasa sistem

pembayaran untuk memfasilitasi transaksi dengan mata uang virtual

“https://tekno.kompas.com/read/2017/05/16/18110097/apa.itu.bitcoin.tebusan.yang.diminta.hack
er.wannacry. diakses 21 Desember 2018.


https://tekno.kompas.com/read/2017/05/16/18110097/apa.itu.bitcoin.tebusan.yang.diminta.hacker.wannacry.
https://tekno.kompas.com/read/2017/05/16/18110097/apa.itu.bitcoin.tebusan.yang.diminta.hacker.wannacry.
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(cryptocurrency) seperti bitcoin lewat peraturan bank Indonesia Nomor
20/6/PBI1/2018.

Virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak
selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining,
pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain bitcoin,
blackcoin, dash, dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin,
primecoin, ripple, dan ven.®® Ini dilarang ole pemerintah Indonsia
lewat peraturan Bank Indonesia N0.20/6/2018 pasal 62:

Larangan tersebut tidak menuntut kemungkinan cryptocurrency

sebagai alat tukar sudah tidak diperbolehkan walaupun demikian banyak
juga yang menerjemahkan bitcoin sebagai komoditi investasi, masih
dibolehkan karena yang dilarang oleh PBI hanya transaksi dengan
menggunakan bitcoin yaitu tidak boleh ada pembelian barang dan jasa
dengan bitcoin, hal ini bisa difahami kalau ada ungkapan tidak ada
larangan membeli bifcoin untuk melakukan investasi.

4. Macam-macam bitcoin
Selain bitcoin, muncul pula beberapa jenis cryptocurreny lainnya,
seperti ethereum, doge, ripple, dogecoin, dash, litecoin, xem, baru baru
ini face book memunculkan libra sebagai salah satu mata uang virtual. ®

Demikian juga Indonesia telah memunculkan digital rupiah, dan Farad

Cryptoken.”’

% Penjelsan PBI Nomor 20/6/2018. Penjelasan Pasal 62.
Shttps://inet.detik.com/cyberlife/d-4590942/facebook-umumkan-libra-mata-uang-digital-
miliknya? ga=2.18604857.1281983739.1588859765-1844306739.1584591735, diakses 21 Juli
2019.

57 https://www.academia.edu/34784383/Mengenal_Bitcoin v1_21diakses 21 juli 2109.
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BAB IV

ANALISIS UANG ELEKTRONIK DALAM PBI NO. 20/6/2018

A. Standar Sistem Pembayaran Uang Elektronik dalam PBI No. 20/6/2018

Perspektif Magqasid al-Tharwah al-Naqdiyyah

1. Standar sistem pembayaran uang elektronik dalam PBI No. 20/6/2018
Uang elektronik (e-money) dapat menjadi alat pembayaran non
tunai yang memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran. Unsur-
unsur ini memberikan gambaran penggunaan uang elektronik. Unsur-
unsur uang elektronik sebagai uang adalah:
a. Uang yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih
dahulu kepada penerbit.
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau
chip nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit.
c. Uang elektronik bukan merupakan simpanan, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankkan.
Keabsahan uang elektronik bisa dilihat dan diatur dengan sebuah
nilai. Nilai uang dalam uang elektronik (e-money) akan berkurang pada
saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Uang elektronik (e-
money) dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multy
purposed).
Di sisi lain, nilai uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia
wajib menggunakan satuan uang rupiah. Rupiah digunakan sebagai alat
pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupiah
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disebut sebagai simbul kedaulatan Negara. Undang-undang ini juga
banyak menjelaskan mengenai uang yang ada di Indonesia. Landasan
lain, juga bisa dilihat pada (PBI) Nomor 17/3/ PBI/2015 ini. Setiap
transaksi serta pencantuman harga di wilayah Indonesia harus
menggunakan rupiah. Jadi pencatuman harga pada barang yang dijual di
Indonesia harus menggunakan rupiah.

Dari semua kajian di atas, dapat dipahami bahwa uang elektronik
harus memuat nilai rupiah. Nilai rupiah itulah yang sebenarnya dibuat
untuk transaksi pembayaran.

Penyatuan nilai uang ini, selain sebagai kebijakan dalam rangka
menjaga stabilitas nilai uang, juga karena pemerintah menjadikan rupiah
sebagai alat bagi negara untuk mengatur dan mengendalikan kondisi
ekonomi masyarakat, supaya negara bisa mewujudkan cita-cita
menyejahterakan semua masyarakatnya. Persyaratan tentang keharusan
nilai rupiah dalam penyelenggaraan sistem pembayaran uang elektronik
sekaligus mengeluarkan pembayaran yang bukan dengan nilai rupiah,
seperti uang elektronik bitcoin dan mata uang berbasis crypto, logam
emas dan perak ataupun semua yang disebut dengan uang tiak bisa
dijadikan alat pembayaran kecuali kalau sudah dirubah menjadi rupiah.

Uang elektronik (e-money) juga berbeda dengan alat pembayaran
elektronis berbasis kartu lainnya, seperti kartu kredit, dan kartu debit.
Kartu kredit dan kartu debit (APMK) bukan merupakan ‘prepaid

products’ melainkan ‘access products’. Secara umum perbedaan
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karakteristik antara ‘prepaid product dan access product’ adalah sebagai
berikut:

Pada e-money nilai uang telah tercatat dalam instrument uang
elektronik (e-money), atau sering disebut dengan stored value.
Sedangkan dalam kartu kredit atau kartu debet tidak ada pencatatan nilai
dalam instrumen kartu.

Pada e-money dana yang tercatat dalam uang elektronik (e-money)
sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen. Sedangkan pada kartu
debet atau kartu kredit dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank,
sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan
pembayaran.

Pada e-money pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk
electronic value dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal
merchant dapat dilakukan secara off-line. Dalam hal ini verifikasi cukup
dilakukan pada level merchant (point of sale), tanpa harus on-line ke
computer issuer. Sedangkan pada kartu kredit atau kartu debet pada saat
transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara
online ke computer issuer untuk mendapatkan otorisasi melakukan
pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening
simpanan (kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah
diotorisasi oleh issuer, rekening nasabah langsung didebet. Dengan
demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debet

mensyaratkan adanya komunikasi online ke komputer issuer.
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2. Standar prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan uang elektronik
Penyelenggaraan uang elektronik harus dilakukan dengan memenuhi
prinsip:
a. Tidak menimbulkan risiko sistemik;
b. Operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
c. Penguatan perlindungan konsumen;
d. Usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,
e. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.'

Di sisi lain, begitu besar manfaat dari peraturan yang menjadi
landasan beroperasinya uang elektronik, masih saja menyisakan potensi
risiko, yaitu cyber-crime. Kejahatan dunia maya itu artinya aktivitas yang
berkaitan dengan kejahatan dengan komputer atau jaringan computer.

Secara umum, potential security risk yang terdapat dalam
penyelenggaraan e-money seperti duplikasi kartu, duplikasi server,
interversi data, pencurian dari oknum di dalam maupun di luar,
penyangkalan transaksi, malfunction, tidak berfungsinya aplikasi atau
kegagalan dalam pengiriman message.’

Meskipun demikian, PBI No. 20/6/2018 berusaha meminimalisir
kejahatan tersebut dengan menerapkan dan menjaga prinsip-prinsip
dasarnya. Di antaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat

pengguna, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran

! Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI1/2018, Pasal 2.
? Siti nur hidayati dkk., Kajian operasional e-Money, 14.
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tersebut, dan melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang
beredar.

Prinsip dasar lainnya, penyelenggara wajib menerapkan
manajemen risiko secara efektif dan konsisten. Penyelenggara juga wajib
menerapkan standar keamanan sistem informasi, memenuhi kewajiban
pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik, dan melakukan
interkoneksi dan interoperabilitas. Penyelenggara juga wajib menerapkan
prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan
menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten juga
mencakup: pengawasan aktif manajemen; kecukupan kebijakan dan
prosedur serta struktur organisasi, kecukupan fungsi manajemen risiko

dan sumber daya manusia, dan pengendalian intern.*

3. Standar Keamanan
Keamanan dalam uang elektronik terjamin. Hal ini terjadi karena
uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan sistem informasi
yang lengkap. Selain itu proses verivikasi dan perizinan dilakukan dengan
ketat. Ini juga tertera pada pasal 36 dan pasal 37 pada peraturan uang

elektronik terbaru.
Tidak sampai di sana, BI melalui PBI No. 20/6/2018 malakukan
peningkatan standar keamanan transaksi uang elektronik melalui

penggunaan otentikasi paling sedikit dua faktor (¢two factor

> Ahmad Hidayat dan Tim inisisatif 2006, Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran
Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 29.
* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 34 ayat (1)



184

authentication) dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi pada uang
elektronik dengan nilai uang di atas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
dengan menerapkan penggunaan PIN (personal identification number) dan
mewajibkan penggunaan OTP (one time password) untuk transaksi
pembayaran tertentu (Pasal 37 PBI 20/6/PB1/2018).

Berdasarkan, peraturan tersebut, maka BI mengatur berbagai
kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara uang elektronik.
Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

a. Kebenaran informasi data
Uang elektronik yang diakui BI diharuskan mematuhi dan seleksi
yang ketat, baik pada data yang masuk, maupun pada personil pelaku
usaha, atau penyelenggara, atau pengguna, sebagaimana itu tertera
dalam PBI berikut ini:

1) Bank atau lembaga selain bank wajib menjamin keabsahan dan
kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang
disampaikan kepada Bank Indonesia dalam proses perizinan atau
persetujuan.

2) Bank Indonesia berwenang untuk membatalkan izin atau
persetujuan yang telah diberikan, jika terbukti ada data atau
personil tidak benar.’

b. Personil penyelenggara
Peraturan BI juga sangat ketat dalam hal penilaian kemampuan

dan kepatutan bagi penyelenggara sebagai bentuk dari kehati-hatian

3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 26.
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dan pengamanan di kemudian hari. Sebagaimana itu tertera pada

peraturan terbaru bahwa:

Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan
kepatutan terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi,
anggota dewan komisaris. Integritas personil penyelenggara meliputi:
1) Cakap melakukan perbuatan hukum,

2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan
dengan sikap mematuhi ketentuan, termasuk tidak pernah dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana,

3) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan mendukung kebijakan bank indonesia,

4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggara yang
sehat.’

Penjelasan atas PBI No. 20/6/PBI/2018 di atas, juga bisa
dipahami sebagai penguatan terhadap aspek kelembagaan; bahwa
penyelenggara melalui kewajiban modal minimum penerbit dan
rencana bisnis yang lebih komprehensif, dan kewajiban penyediaan
infrastruktur yang saat ini masih terpusat di kota besar di Indonesia
guna mendukung terciptanya pemerataan infrastruktur dalam rangka
untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik. Adanya penguatan
terhadap aspek kelembagaan dapat menyeleksi penyelenggara yang
kredibel, sehingga industri uang elektronik akan semakin berkembang

dengan baik dan kuat serta terciptanya persaingan usaha yang sehat.

6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 28 ayat 1.



186

Selain itu, semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis dalam
satu mata rantai yang sama (vertical integration) maupun tendensi-
tendensi konglomerasi bisnis (fhorizontal integration) secara domestik
maupun global membutuhkan kebijakan untuk memastikan persaingan
usaha yang sehat, mencegah fragmentasi dalam industri uang

elektronik dan menjaga daya saing perekonomian nasional.

4. Kesesuaian standar uang elektronik pada magqasid al-tharwah al-
naqdiyyah

Berfikir kesesuaian dan kecocokan dengan sebuah kaidah adalah
model berfikir yang disebut oleh Shatibi dengan menggunakan istilah
tahqiq al-manat, yaitu upaya implementasi hukum pada individu yang
tepat’. Dengan kata lain, ia merupakan upaya untuk mencocokkan apa
yang ada dalam hukum umum ke dalam individu yang terkait dengan
hukum itu. Suatu teori hukum yang telah dihasilkan melalui proses
penyimpulan hukum, belum tentu dapat diimplementasikan sampai
ada upaya lain yang maksimal untuk memastikan adanya tambatan
hukum, yang dalam hal ini disebut dengan Manat.

Tahqiq al-manat sendiri marupakan bagian dari jalan mencari ‘i//ah
dari giyas yang menunjukkan %//ah yang mengandung maqasid ‘lllah dari
uvang dinar dan dirham adalah karena keduanya bertugas menunjukkan
nilai barang.

a. Standar instrumen pembayaran

7 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Shatiby, al-Muwafaqat £i Usul al-Shar7‘ah (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 4/ 464.
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Secara singkat uang elektronik Bank Indonesia adalah instrumen
pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai
uang rupiah yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, yang
disimpan secara elektronik, yang dikelola oleh penerbit, yang dapat
dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran. Jadi uang
elektronik mempunyai kepentingan sebagai alat bayar.

Indikator pertama pada maqasid al-tharwah al-naqdiyyah adalah
bahwa uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media
alat pertukaran. Indikator ini nampak jelas ketika uang elektronik
mengandung nilai rupiah itu sendiri. Kebetulan rupiah telah dijadikan
alat tukar terlebih dahulu sebelumnya. Jadi uang elektronik di sini
sebagai pengganti fungsi rupiah, bukan sebagai mata uang yang baru.
Bahkan dengan fungsinya sebagai alat bayar saja yang sangat liguid
membuat uang elektronik masuk golongan uang kartal saja. Jadi
peraturan ini membuat uang elektronik hanya sebagai alat bayar saja.

Uang elektronik sebagai standar ukuran harga dapat dibuktikan
dengan berkurangnya nilai uang elektronik, apabila digunakan untuk
transaksi yang kemudian dengan berkurangnya nilai tersebut, standar
ukuran harga suatu produk dapat diketahui. Dengan demikian, dengan
terdapatnya fungsi-fungsi indikator magqasid al-tharwah al-naqdiyyah
sebagai alat tukar tersebut dalam uang elektronik.

Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang
elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari pada nilai vang yang

disetorkan kepada penerbit. Peraturan ini juga menginginkan bahwa
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uvang elektronik murni pengganti uang rupiah itu sendiri, tidak
diperkenankan ada tambahan atau bonus agar tidak menambah jumlah
uang yang beredar, sehingga fungsi uang sebagai alat tukar terlaksana
nyata.

Dengan tidak menambah nilai uang elektronik berarti tidak
menambah tanggungan pada penerbit. Demikian juga dengan tidak
mengurangi nilainya, penerbit tidak mengurangi nilai dari uang
tersebut, atau tidak mengurangi hak pengguna sedikitpun. Jika
ketentuan ini dilanggar oleh penerbit, misalkan dalam rangka
persaingan usaha, yang bertujuan ingin memperbanyak nasabah,
sehingga memaksa penerbit memberi bonus. Hal ini berakibat adanya
pengurangan nilai uang, atau tambahan uang, yang bisa menyebabkan
keuangan pada penerbit menjadi tidak sehat, sekaligus melanggar
magqasid al-tharwah al-naqdiyyah.

Demikian juga nilai uvang yang disetorkan ke dalam uang
elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya
sampai bersaldo nihil. Sehingga memegang uang elektronnik dan
memegang uang tunai menjadi sama, tidak ada pengurangan nilai,
tidak ada yang dikurangi haknya sedikitpun.

Sama dengan fungsi di atas, bahwa uang elektronik tetap
menjadi alat tukar murni, ketika adanya larangan bagi penerbit
menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan
penggunaan uang elektronik, atau persyaratan pengakhiran

penggunaan uang elektronik (redeem). Juga tetap menjadi alat tukar
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murni, ketika adanya larangan bagi penerbit menahan atau memblokir
nilai vang elektronik secara sepihak. Juga larangan bagi penerbit
mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (redemption) uang
elektronik atau menghapus, mengubah, atau menghilangkan nilai
uang elektronik ketika masa berlaku media uang elektronik tersebut
berakhir.® Semua larangan bagi penerbit tersebut menguatkan fungsi
uang elektronik sebagai alat tukar murni sebagaimana uang tunai.

Pengurangan nilai uang elektronik harus pada ranah
penggunaan transaksi. Begitupun penambahan harus dalam rangka
penambahan nilai oleh pengguna dengan melakukan zop up atau akad
jual beli. Dana float hanya dapat digunakan untuk memenuhi
kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau
jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain. ° Maka jadilah
uang elektronik murni seperti uang tunai. Sifat uang elektronik yang
demikian ini juga sesuai dengan indikator terhindarnya uang
elektronik dari riba dan perusakan nilai uang yang merupakan salah
satu indikator pada magqasid al-tharwah al-naqdiyyah.

b. Standar prinsip dan standar keamanan

Uang elektronik diterbitkan dalam rangka perlindungan
masyarakat dan usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,
serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Standar

ini sesuai dengan indikator yang ada pada maqasid al-tharwah al-

8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, pasal 61,
? Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 49.
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nagdiyyah bahwa uang harus dalam rangka menjaga keadilan dan
kesejahteraan masyarakat.

Artinya prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan uang elektronik
mengharuskan bahwa uang elektronik ini harus dilakukan dengan
memenuhi prinsip: tidak menimbulkan risiko sistemik dalam rangka
menjaga keadilan dan kepentingan individu-individu yang
bertransaksi, yang merupakan indikator pada maqgasid nilai uang.
Demikian juga operasional uang elektronik yang diharuskan dilakukan
berdasarkan  kondisi keuangan yang sehat, dalam rangka
meminimalisir ~ kejahatan  elektronik ~ merupakan  penguatan
perlindungan konsumen, sekaligus juga termasuk sebuah usaha yang
bermanfaat bagi perekonomian indonesia.

Indikator menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat juga
nampak pada penyelenggaraan uang elektronik diharuskan dalam
rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.'® Juga
nampak ketika uang elektronik diselenggarakan dalam rangka
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran tersebut,
dan melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang
beredar.'*

Uang elektronik berisi rupiah juga mendukung semangat
indikator menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama, karena dalam
undang-undang rupiah disebut sebagai simbul kedaulatan negara, dan

tentunya dibuat bukan cuma sebagai simbul negara saja, akan tetapi

10 peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI1/2018, Pasal 2.
""" Ahmad Hidayat dan Tim inisisatif 2006, Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran
Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 29.
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yang lebih dari itu tentunya dalam rangka menyejahterakan. Uang
bagi negara sebagai sebuah mediator, atau alat bagi sebuah negara,
dalam mengatur bahkan mengendalikan kondisi perekonomian,
supaya negara bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan semua
masyarakatnya.

Prinsip dasar lainnya, penyelenggara wajib menerapkan
manajemen risiko secara efektif dan konsisten, menerapkan standar
keamanan sistem informasi, memenuhi kewajiban pemrosesan
transaksi uang elektronik secara domestik; dan melakukan
interkoneksi dan interoperabilitas, menerapkan prinsip anti pencucian
uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan menerapkan prinsip
perlindungan konsumen.

Semua peraturan yang menyebutkan prinsip pelaksanaan uang
elektronik selaras dengan indikator dari maqasid al-tharwah al-
naqdiyyah bahwa penerbitan uang harus dalam rangka menjaga
keadilan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Maka dalam rangka
menjaga indikator ini pelaksana uang elektronik diharuskan
menerapkan menajemen risiko, konsisten melakukan pengawasan
pada manajemen, pengawasan pada terlaksananya seluruh kebijakan
dan kecukupan prosedur dan organiosasi, demikian juga pengawasan
dan kecukupan pada sumber daya manusia.

Peraturan yang berisi tentang pembatasan uang elektronik,
selain fungsinya sebagai minimalisasi kerugian atau potensi terjadinya

risiko, juga berfungsi agar uang elektronik tetap berfungsi sebagai alat
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tukar murni. Karena hal ini menjadikan fokus kepada sistem
pembayaran saja, bukan investasi apalagi penimbunan uang. Hal ini
sesuai dengan indikator pada magasid al-tharwah al-naqdiyyah
penghindaran penimbunan dan perusakan, maupun penyalahgunaan
uang elektronik, yang membahayakan pengguna kalau terjadi,
maupun membahayakan masyarakat kalau sering terjadi.

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan
penyedia barang dan/atau jasa, penerbit wajib memiliki sistem dan
mekanisme pencatatan dana float, wajib memiliki sistem dan
mekanisme monitoring ketersediaan dana float, wajib memastikan
pemenuhan kewajiban secara tepat waktu, wajib mencatat dana float
secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh
penerbit, dan wajib menempatkan dana float pada rekening yang
terpisah dari rekening operasional penerbit. *?

Kandungan rupiah yang ada pada uang elektronik juga sesuai
dengan indikator pada magqasid al-tharwah al-nagdiyyah bahwa uang
harus diterbitkan oleh negara sebagai lembaga yang berfungsi sebagai
pengatur dan pengendali kesejahteraan masyarakatnya. Sekaligus
dengan adanya uang elektroinik semua transaksi masyarakat dan
jumlah uang yang beredar terpantau dengan mudah. Hal ini
memudahkan permerintah dalam memantau kegiatan ekonomi
masyarakatnya, sekaligus membantu pemerintah untuk membuat

kebijakan dalam rangka memajukan ekomomi masyarakatnya.

12 peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 49.
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Peraturan tentang biaya yang boleh dan tidak boleh dikeluarkan
dalam uang elekrtonik berfungsi agar uang elektronik tetap berfungsi
sebagai alat tukar. Peraturan ini juga dalam rangka agar penyelenggara
uang elektronik tidak menjadi bank yang baru, atau pengedar uang
atau tempat investasi.

Uang elektronik juga tidak diperjual-belikan atau menjadi
komoditas dengan mencari keuntungan, karena itu bisa
membahayakan fungsi uang itu tersendiri. Karena kalau diperjual-
belikan menjadikan nilai uang elektronnik tergantung pasar, naik
turunnya uang eletronik sangat rawan dan mudah terjadi fluktuasi.
Sehingga fungsi stabilitas nilai uang yang banyak maslahatnya
terhadap perekonomian masyarakat menjadi kesulitan.

Jadi semua standar sistem pembayaran elektronik yang
diselenggarakan di Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia di atas
tidak bertentangan dengan indikator-indikator yang ada dalam
Magqasid al-tharwah al-naqdiyyah (maqasid nilai sistem pembayaran)
yang berupa:

1)Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat
pertukaran.

2)Uang bukan sebagai barang dagangan (komoditas).

3)Diciptakan dalam rangka keadilan, kesejahteraan bersama.

4)Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan
oleh Negara, terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar.

mengharuskan pencetakan uang, pengesahan dan penetapan
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harganya hanya boleh dilakukan oleh negara atau institusi resmi
yang semisalnya, sehingga yang lebih berperan dalam benda yang
berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.
5)Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang
menyebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak terjadi,
menyebabkan kelangkaan uang sebagai alat tukar.
6)Penimbunan, pemalsuan uang, dan perusakan fungsi uang sangat
membahayakan individu maupun masyarakat.
Jika indikator-indikator ini dilanggar oleh penerbit uang
elektronik, menjadikan uang elektronik sudah berubah fungsinya dari
alat tukar menjadi komoditas barang, dan itu sudah keluar dari fungsi

semula.

5. Ketidaksesuvaian maqagsid al-tharwah al-naqdiyyah pada cryptocurrency

Bitcoin atau cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak
terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para
penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka.
Koin ini diciptakan oleh para pengguna yang menambang mata uang
mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi
transaksi pengguna lainnya, Mereka menerima bitcoin sebagai
imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata
uang dolar AS dan mata uang lainnya.

Pada dasarnya bitcoin adalah satu jurnal digital yang mencatat siapa
mempunyai berapa bitcoin. Bank pada umumnya juga mempunyai jurnal

seperti ini untuk mencatat nasabah A mempunyai berapa banyak uang.
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Yang membedakan bitcoin adalah jurnal elektronik ini tidak disimpan di
sebuah instansi atau pihak tertentu. Di bitcoin, jurnal elektronik ini
disimpan pada masing-masing orang, atau siapapun yang ingin memiliki
dan membantu proses transaksi (disebut maintainers). Jadi ketika sebuah
jurnal digital rusak maka seseorang mempunyai cadangan dari seluruh
pengguna lainnya.

Tidak ada satu pihak yang mengontrol jurnal ini, semuanya
berpartisipasi. Tapi karena semua orang dapat memiliki jurnal digital ini,
maka mereka bisa mengetahui jumlahnya, dan setiap transaksi yang
terjadi. Jadi katakanlah hari ini ada seseorang ingin menjadi maintainers,
maka seseorang tersebut dapat meminta catatan jurnal ke jaringan dan
mengunduhnya, kemudian seseorang tersebut dapat melihat isinya.
Walaupun demikian seseorang tersebut tidak dapat mencari tahu siapa
pemiliknya, karena data yang tersimpan adalah bitcoin address (nomor
rekening), tanpa nama, alamat atau informasi pribadi lainnya.

Sejatinya, mata uang bitcoin diakui oleh penggunannya mempunyai
kelebihan dibanding mata uang konvensional:

1) Bitcoin menggunakan sistem desentralisasi maksudnya tidak ada satu
pihak yang mengatur (seperti bank) karena semua orang berpartisipasi
dalam prosesnya. Ini berarti tidak ada pihak yang bisa memutuskan
satu pihak atau membuat kebijakan baru yang memberatkan pemilik

mata uang ini.
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2) Pembeliannya mudah, tidak seperti bank yang membutuhkan langkah-
langkah dan dokumen, seseorang bisa mempunyai bitcoin dalam 5
menit saja.

3) Kerahasiaan terjaga, Ini mungkin tidak sepenuhnya benar, lagi pula
tidak ada sistem yang sempurna. Seseorang dapat membuat bitcoin
address tanpa menyediakan nama atau alamat. Seseorang dapat
membuat rekening tanpa nama atau alamat, dan langsung mendapat
nomor rekening yang aktif.

4) Walaupun kerahasiaannya terjaga, tetapi tetap transparan, uniknya di
saat yang bersamaan, semua orang dapat melihat dan memiliki catatan
jurnal. Akan ada informasi bitcoin address dan berapa jumlahnya.
Tapi tidak akan ada informasi siapa pemilik bitcoin address tersebut.
Ini contoh transaksi bitcoin yang diterima oleh Wikileaks.

5) Pengiriman bitcoin sangat cepat, serta tanpa syarat maupun batasan
transfer.

6) Biaya transfer bitcoin juga sangat-sangat kecil, dan tidak mempunyai
biaya-biaya administrasi.

Semua uraian tentang cryptocurrency di atas hanya sesuai dengan
maqasid al-tharwah al-naqdiyyah pada indikator mata uang ini bisa
diterima sebagai alat tukar di kalangan tertentu saja. Tidak semua orang
bisa menggunakannya sebagai alat tukar.

Cryptocurrency bisa didapat dengan jual beli, atau bisa didapat dari
pembayaran jasa tertentu yang dibayar dengan bitcoin. Dengan begitu

maka mata uang ini telah dijadikan sebagai komoditas, di mana nilainya
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tergantung pasar tidak ada patokan tertentu. Mata uang ini akan naik dan
turun nilainya tergantung penggunanya. Padahal indikator dari maqgasid
al-tharwah al-nagdiyyah adalah uang bukanlah sebagai komoditas
perdagangan uang adalah sebagai media alat tukar saja.

Cryptocurrency juga tidak sesuai dengan magasid ini karena prinsip
menjaga keadilan dan diedarkan dalam ranngka kesejahteraan masyarakat
bersama tidak terpenuhi. Cryptocurrency ini tidak ada jaminan
keadilannya dan sangat rawan digunakan untuk transasksi-transaksi
kejahatan, apalagi mempunyai kelebihan hanya sebagai nomor rekening
saja, tidak ada nama dan alamat rekening.

Indikator magasid vuvang yang diterbitkan dalam rangka
kesejahteraan bersama juga tidak nampak pada mata uang elektronik jenis
ini, saat ini. Karena mata vang bitcoin tidak diketahui diterbitkan oleh
siapa dan apa tujuan dari penerbitan ini. Sehingga banyak kecurigaan
terhadap uang bitcoin sebagai skema ponzi yang sangat merugikan pada
masyarakat.

Cryptocurrency ini juga tidak sesuai dengan magasid nilai uang.
Karena rawan penimbunan mata uang yang berakibat crypfocurrency

tidak bisa dijadikan alat tukar karena langkanya alat tukar ini di pasaran.

. Uang elektronik sebagai sistem pembayaran mengandung beberapa akad
Uang elektronik merupakan sistem pembayaran yang diterbitkan

atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada

penerbit, kemudian nilai vang tersebut disimpan secara elektronik dalam

suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran
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oleh pemegang kepada pedagang. Ada beberapa unsur dalam sistem
pembayaran uang elektronik di indonesia, dan unsur-unsur pada sistem
tentunya mempunyai akad-akad tersendiri.

Akad pertama yaitu Pemegang uang elektronik melakukan
pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai
tertentu. Penerbit memberikan nilai uang elektronik yang disimpan di
media uang elektronik milik pemegang sebesar nilai uang yang disetorkan
oleh pemegang. Pada kegiatan pertama ini ada dua akad yang mungkin
bisa digunakan oleh pemegang uang elektronik dan penerbit. adakalanya
menggunakan akad jual beli sarf atau akad wadfi ‘ah.

Akad sarf adalah akad jual beli uang dengan uang. Maka
persyaratannya harus sama nilainya, tidak boleh ada kelebihan, atau
kekurangan nilai yang mengakibatkkan terjadinya riba fadl, atau riba
nasi’ah jika terjadi penundaan serah-terima nilai uang yang dikandung di
dalam uang elektronik.

Alternatif ke dua dengan akad wadf ‘ah, karena uang yang pemegang
ada di penerbit maka penerbit hanya memindahkan simapanan pemegang
uvang elektronik dari tabungan, atau simpanan ke simpanan uang
elektronik yag lebih /liquid. Dalam akad ini juga tidak diperkenankan
adanya tambahan atau pengurangan agar terhidar dari riba fad/.

Alternatif ke tiga dari akad ini adalah akad gard akad hutang. Pada
akad ini berarti pemegang uang elektronik menghutang pada penerbit

sejumlah uang yang digunakan dalam transaksi. Dalam akad ini juga tidak
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diperbolehkan adanya kelebihan pembayaran nantinya agar tidak terkena
hukum riba nasi’ah.

Dua alternatif akad ini adalah akad yang diusulkan dari fatwa MUI
tentang uang elektronik. Menurut hemat peneliti dua alternatif tersebut
cocok kalau uang elektronik yang dipakai adalah kartu debet dan kartu
kredit. Sehingga dalam akad elektronik yang paling tepat adalah akad
sart. sehingga baik penerbit maupun pemegang kartu bebas bertukar jual
beli antara keduanya.

Peraturan Bank Indonesia tidak memperkenankan adanya tambahan
dan pengurangan nilai uang akibat pertukaran uang antara penerbit dan
pemegang uang elektronik.

Pasal 61 (1) Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan
nilai vang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai
uang yang disetorkan kepada Penerbit. (2) Nilai uang yang
disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat digunakan atau
ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil. (3) Penerbit
dilarang: a. menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai: 1.
persyaratan penggunaan uang elektronik; dan/atau 2. persyaratan
pengakhiran penggunaan uang elektronik (redeem); b. menahan
atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak; c.
mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (redemption) uang
elektronik; dan/atau d. menghapus, mengubah, atau menghilangkan
nilai uvang elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik
tersebut berakhir."

Pasal 63: (1) Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan
biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna atas pembayaran
transaksi pembelanjaan.

Pasal 52: (1) Dalam penyelenggaraan uang elektronik, Penerbit dapat
mengenakan biaya yang meliputi: a. biaya pembelian media uang
elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media
Uang Elektronik yang rusak atau hilang; b. biaya Pengisian Ulang
(Top Up); c. biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau
kanal pihak lain (off us); dan d. biaya transaksi transfer dana antar-
pengguna pada uang elektronik dari Penerbit yang berbeda. (2)
Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan mengenai biaya

'3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 61 semua ayat.
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yang dapat dikenakan oleh penerbit berdasarkan pertimbangan
tertentu. **

Akad sarf mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-
syarat tersebut adalah; tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada khiyar
syarat, dan tidak boleh ditangguhkan. Relevansi akad sarf dalam
implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat akad
berikut ini: syarat akad tunai (al-fagabud) Nilai uang elektronik yang
berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan
pemegang.

Dana float yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan,
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang perbankan dan
sepenuhnya berada dalam penguasaan pengguna. Syarat al-tamathul
(jumlahnya sama) nilai satu rupiah pada nilai vang elektronik harus sama
dengan satu rupiah pada uang tunai (cash). Syarat tidak boleh ada khAiyar
syarat dalam transaksi uang elektronik pada saat transaksi dilakukan.
Ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan
mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai. Syarat tidak boleh
ditangguhkan pada saat proses penerbitan.

Ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu
juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat
terjadi redeem, baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus
dapat menunaikannya secara tepat waktu. Melihat dari relevansi tersebut

di atas, maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam

14 peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/201 8, Pasal 52..
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penyelenggaraan uang elektronik adalah akad Sarf. Akad tukar-menukar
atau jual beli uang.

Akad kedua pemegang uang elektronik melakukan transaksi
pembayaran kepada pedagang atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik
akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke
media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu.
Akad antara pemegang uang elektronik dan merchant adalah akad jual-beli
atau pembayaran jasa, maka akad yang dilakukan antara pemegang kartu
dan merchant adalah sesuai dengan kebutuhannya, baik jual beli atau jasa.

Akad ketiga terjadi antar pedagang, kemudian dalam periode tertentu
melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari
pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai
(cash); Penyelenggara kliring melakukan perhitungan hak dan kewajiban
keuangan masing-masing penerbit dan pedagang dalam transaksi uang
elektronik, setelah hak dan kewajiban masing-masing penerbit dan
pedagang dihitung oleh penyelenggara kliring, kemudian penyelenggara
penyelesaian akhir bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir
(sattelment) atas hak hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
Pemenuhan hak tagih pedagang kemudian diproses oleh acquirer sebagai
pihak yang bekerja sama dengan pedagang untuk menampung penerimaan
dana, atas nilai uang elektronik yang ditukarkan (redeem) oleh pedagang
kepada penerbit. Semua akad yang ada di sini adalah akad ijarah, atau akad

pembayaran jasa. Bisa saja juga menggunakan akad wakalah bi al-ujrah,
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atau akad ji‘alah, tergantung mana yang diinginkan dan bagaimana

pembagian biaya sewa pada fase ini. semua yang ada hanyalah jasa.

B. Standar Sistem Pembayaran Uang Elektronik dalam PBI No. 20/6/2018
Ditinjau dari Perspektif Maqgasid al-Shari’ah i al-Amwal.

Analisis magqasid al-tharwah-al-naqdiyyah pada standar sistem uang
elektronik di Indonesia telah dikaji di atas. Dalam kajian ini, analisis sifat
khusus dari uang elektronik yang membuat berbeda dari sistem pembayaran
yang lain, sekaligus sebagai penilai dari kesesuaian uang elektronik terhadap
maqasid al-shari ‘ah fi al-amwal.

Peneliti dalam menganalisis dengan cara membuat magqgasid yang

dibuat sebagai indikator kesesuaian uang elektronik pada syari’at menjadi

sub bab.

1. Maqasid al-shari‘ah al-muta ‘aligah bi istihlak al-mal ada (Magqasid al-
shari‘ah konsumsi harta)

Magasid al-shari‘ah yang berkaitan dengan konsumsi harta
yaitu pembolehan hal-hal yang baik dan halal dan pemenuhan
kebutuhan perkara yang halal, dan proporsional dalam berinfaq dan
efektif dan efisien dalam penggunaan harta. Pengharaman bermegah-
megahan dan penghukuman dosa atas pelaku pemborosan, penjagaan
lingkungan dan unsur-unsurnya.

Penggunaan uang elektronik sangat mendukung perolehan dan
penggunaan serta prosedur yang halal. Hal ini nampak pada

terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh
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syari’at, seperti terhindar dari riba (transaksi dalam uang elektronik
pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang
ribawi, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik.

Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama
jumlahnya. Jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong
dalam bentuk riba al-fadl, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah
satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis.
Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat
pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia terbaru Nomor
20/2018 Pasal 61 dan 63 :

Pasal 61 (1) Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik
dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil
daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit. (2) Nilai
uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat
digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.
(3) Penerbit dilarang: a. menetapkan minimum nilai uang
elektronik sebagai: 1. persyaratan penggunaan uang elektronik;
dan/atau 2. persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik
(redeem); b. menahan atau memblokir nilai uang elektronik
secara sepihak; c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan
(redemption) uang elektronik; dan/atau d. menghapus, mengubah,
atau menghilangkan Nilai uang elektronik ketika masa berlaku
media uang elektronik tersebut berakhir.™

Pasal 63: (1) Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan
biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna atas pembayaran
transaksi pembelanjaan.

Pasal 52: (1) Dalam penyelenggaraan uang elektronik, Penerbit
dapat mengenakan biaya yang meliputi: a. biaya pembelian
media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau
penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang; b.
biaya pengisian ulang (top up); c. biaya tarik tunai yang dilakukan
melalui pihak lain atau kanal pihak lain (off us); dan d. biaya
transaksi transfer dana antar-Pengguna pada uang elektronik dari
Penerbit yang berbeda. (2) Bank Indonesia berwenang

' Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 61 semua ayat.
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menetapkan kebijakan mengenai biaya yang dapat dikenakan oleh
penerbit berdasarkan pertimbangan tertentu. '°

Larangan bagi penerbit untuk menerbitkan uang elektronik
dengan nilai uang elektronik yang lebih besar dari nilai uang yang
disetorkan oleh pengguna, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
penerbitan uang elektronik dengan pemotongan harga, yang berpotensi
terhadap penerbitan uang baru yang mengakibatkan peredaran uang
yang tidak terkendali, kalau dilakukan secara terus menerus dan
berjumlah banyak. Sebagai contoh bentuk potongan harga uang
elektronik: Suatu uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual oleh penerbit melalui
penyetoran uang/dana dari pengguna kepada penerbit sebesar
Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Di samping itu, larangan penerbitan uang elektronik dengan nilai
uang elektronik yang lebih kecil dari pada nilai uang yang disetorkan
oleh pengguna dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pengguna.
Contoh: Nilai uang elektronik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari
pengguna kepada penerbit sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu
rupiah).*’

Demikian juga penerbit dilarang untuk menetapkan minimum
nilai uang elektronik sebagai persyaratan penggunaan uang elektronik.

Misalnya untuk dapat menggunakan uang elektronik, penerbit

'S peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 52.
'7 Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 61.
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mewajibkan pengguna untuk menyetorkan uang pertama Kkali, atau
melakukan pengisian ulang (top up) sebesar nilai tertentu. Jikalau dalam
hal nilai uang elektronik tidak mencapai nilai tertentu yang ditetapkan
penerbit, pengguna tidak dapat menggunakan uang elektronik tersebut.

Larangan bagi penerbit untuk menetapkan minimum nilai uang
elektronik sebagai persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik
(redeem). Misalnya penerbit mewajibkan pengguna untuk menyisakan
saldo tertentu dari nilai uang elektronik, jika akan melakukan
pengakhiran penggunaan uang elektronik.

Penerbit juga dilarang menahan atau memblokir nilai uang
elektronik. Misalnya suatu uang elektronik tidak dapat dipergunakan
pada saat saldonya telah mencapai nilai tertentu yang ditetapkan oleh
penerbit sebagai batas minimal penggunaan uang elektronik. Hal ini
dalam rangka ketika penggantian media penyimpan tersebut terdapat
kemungkinan masih tersimpan nilai uang elektronik dari pengguna
maka penggantiannya tidak boleh menghapus atau menghilangkan
nilai uvang elektronik yang masih tersisa dan merupakan kewajiban
penerbit atau masih merupakan milik pengguna.

Dengan adanya peraturan ini jelaslah bahwa uang elektronik
tetap menjadi uang dan nilainya tidak dikurangi, sehingga terhindar
dari penyia-nyian harta. Peratruran ini juga bisa mnenghindar dari riba
al-fadl. Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang
elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong

kepada riba al-nasi’ah. Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang
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melakukan redeem nilai uvang elektronik kepada nilai uang tunai
kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut
dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Uang elektronik terhindar dari maysir karena penyelenggaraan
uang elektronik didasarkan kebutuhan instrumen pembayaran yang
dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk
kebutuhan transaksi yang mengandung maysir, terhindar dari penipuan
seperti uang palsu. Transaksi dalam uang elektronik dilakukan dengan
adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan
pedagang. Selain itu dengan adanya transparansi penggelolaan dana
float membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah
terhindar dari penipuan, di mana uang elektronik berusaha meniadakan
pihak yang dirugikan. Tambahan biaya yang ditentukan hanya untuk
biaya-biaya yang jelas akadnya dan sudah ditentukan oleh Bank
Indonesia. Semua peraturan tersebut membuat uvang elektronik
terhindar dari kelebihan yang disebut dengan riba fadl.

Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syari’at, uang
elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaksi uang
elektronik dilakukan dengan prosedur yang telah sesuai hukum Islam.
Maksudnya dilakukan dengan langsung dan tidak mengandung riba
seperti pernyataan sebelumya.

Uang elektronik mendorong orang untuk berhemat dan dapat
mengatur belanjanya sesuai kebutuhan dan prioritas kebutuhannya, ini

sesuai dengan maqasid istihlak amwal tidak mubazir dan menyia-
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nyiakan harta dan mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan,
sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Bahkan uang elektronik dianggap
bisa mendorong agar masyarakat menggunakan perencanaan dalam
berbelanja, tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai
uang elektronik. Batas nilai uang elektronik paling banyak sebesar lima
juta rupiah untuk jenis uang elektronik registered, sementara untuk
uang elektronik wunregistered paling banyak sebesar satu juta Rupiah.
Dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik yang relatif kecil
tersebut tidak akan mendorong masyarakat (Pemegang) untuk bersifat
konsumtif (pengeluaran yang berlebihan) dan meminimalisir kerugian
dari penyalahgunaan uang elektronik. Hal ini sesuai dengan nas PBI
pasal 45:

Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada uang

elektronik ditetapkan sebagai berikut: a. untuk uang elektronik

unregistered paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
dan b. untuk wuvang elektronik registered paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) batas nilai transaksi

uvang elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (3) batas nilai transaksi

uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diperhitungkan dari transaksi yang bersifat incoming. (4)

batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

berlaku bagi akun pencatatan nilai uang elektronik dari penyedia
barang dan/atau jasa. '°

Batasan pada uang elektronik selain bisa meminimalisir kerugian
dari penyalahgunaan uang elektronik juga sebagai meminimalisir

terjadinya risiko yang biasa terjadi pada uang elektronik. Dengan jumlah

nilai uang yang kecil, maka jika terjadi risiko yang tidak bisa terhindari,

18 peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/201 8, Pasal 45.
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resiko yang tertanggung juga kecil. Selain itu terbatansnya nilai uang
elektronik juga berfungsi sebagai pencegahan transfer dengan nilai yang
tinggi yang biasanya untuk hal-hal yang terlarang seperti pencucian

uang dan pembayaran jual beli narkoba.

2. Qasd al-Shari‘sebagai pembaruan peraturan dan standarisasi personil dan
sistem keamanan uang elektronik

Istilah ini dipakai oleh Raysuni. Istilah ini ingin megungkapkan apa
yang diinginkan oleh a/-Shari‘ pada penciptaan harta. al-Shari
menginginkan harta sebagai rukun kehidupan dan rukun agama. Harta
adalah penegak aktifitas atau penegak kehidupan sehingga tidak boleh
ada penyia-nyian di dalamnya.

Pelaksanaan magasid ini adakalanya dari arah wujud (min nahiyah
al-wujud) dan adalakanya dari arah meniadakan harta (min nahiyah al-
‘adam). Yang pertama sesuatu yang mestinya dijalankan dalam rangka
memelihara wujud keberadaannya. Seluruh sebab yang membuat harta
tumbuh  berkembang dan  perbaikan  pengelolaannya, seperti
menyimpannya menginvestasikannya, atau investasi yang mengandung
penyimpanan. Sedangkan pelaksanaannya yang kedua tidak melakukan
koonsumsi yang tidak produktif tanpa dibarengi dengan investasi, atau
peniadaan manfaat secara sosial, penyia-nyiaan harta, mengada-ngada,

cinta penampakan, berlebihan. '

' Ahmad Raysuni, al-Dhari ‘ah ila Magasid al-Shari‘ah (Kairo: Dar al-Kalimah li al-Nashr wa al-
Tawzi‘, 2016), 172-173.
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Kedua magqgasid di atas terwujud pada kewajiban penerbit, yang
harus menerapkan prinsip anti pencucian uang, dan pencegahan
pendanaan terorisme.”’ Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan
konsumen. Penerbit juga wajib membatasi permintaan dan penggunaan
data dan/atau informasi pengguna, sebatas yang diperlukan dalam
penyelenggaraan uang elektronik, menyediakan sarana, infrastruktur
pengisian ulang secara luas untuk keperluan pengguna, dan memiliki
mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna.”!

Penyelenggara berupa penerbit wajib meningkatkan standar
keamanan transaksi uang elektronik.*> Semakin berkembangnya teknologi
manusia untuk kemanfaatan manusia, biasa juga dibarengi dengan
perkembangan teknologi kejahatannya. Dalam rangka menjaga terjadinya
kejahatan maka perlu juga bagi penyelenggara uang elektronik untuk
meningkatkan kemampuan sistem keamanannya. hal itu dilakukan
sebagai perlindungan penyelenggara terhadap pengguna uang elektronik.

Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan,
dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang elektronik
dengan menggunakan virtual cunency23 Virtual currency tidak bisa
diketahui secara jelas nilai risikonya, sehingga mata uang ini cenderung
tidak stabil, dan tidak layak diselengggarakan penggunaanya sebagai

sitem pembayaran di Indonesia. Virtual currency bisa menghilangkan

29 peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/201 8, Pasal 42.
2! Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/201 8, Pasal 43.
*? Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 37.ayat 1 dan 2.
23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/201 8, Pasal 62.
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peranan BI sebagai pengendali dan pengawasan terhadap sistem
pembayaran di Indonesia.

Taha Jabir al-‘Alwani memberikan ide tentang tingkatan maqgasid
al-shari‘ah di atas daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Baginya, ada
nilai-nilai lain yang lebih bersifat universal yang disebut al-magqgasid al-
‘ulya al-hakimah (tujuan-tujuan tertinggi yang bersifat absolut), yaitu
tawhid (keesaan Tuhan), tazkiyyah (pembersihan diri), dan ‘umran
(peradaban/kedamaian).”* Tiga nilai ini menurutnya adalah nilai-nilai
dasar makro atau prinsip-prinsip dasar, di mana seluruh ketentuan syari’at
Allah sejak nabi pertama sampai nabi terakhir dibangun di atas prinsip-
prinsip tersebut. Bin Bayyah membahas magasid ini masuk dalam
kategori maqasid al-ammah fi al-amwal beliau membaginya menjadi lima
yaitu magsad ‘ibadah, magsad ibtila’, magsad isitikhlaf, magasd ‘imarah,
dan magqsad al-‘adl.

Uang elektronik ini juga sesuai dengan magsad ‘umran atau
‘imarah, dan istikhlat” Magsad. Menurut ‘Abd Allah Bin Bayyah magqgasid
tersebut adalah magasid yang paling kulliyat, karena semua komponen
hukum Islam semuanya masuk dalam magsad ini, karena luasnya ruang
lingkupnya dan banyakanya juz’jyyah-nya mencakup seluruh aspek
kehidupan. Demikian juga pada sistem pembayaran, baik tunai maupun
non tunai dianggap sebagai alat pengadil, hakim, bagi harta-harta yang
lainnya. Sistem pembayaran dianggap sebagai pemberi nilai harta secara

adil dan telah dispakati penggunaannya.

** Taha Jabir al-‘Alwani, Qadaya Islamiyyah al-Mu‘asirah Maqasid al-Shari’ah (Beirut: Dar al-
Hadi, 2001),135-183.
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Maksud dari kedua magasid ini adalah Pencipta menginginkan
kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka seharusnya
manusia termasuk yang memakmurkannya dengan berbagai jalan dan
cara. Termasuk dalam hal ini produksi hal-hal atau peralatan kebutuhan
pokok manusia juga yang berkaitan dengan perlakuan manusia pada bumi,
pengelolaannya dan menjaga perkembangannya ke arah yang lerbih baik.
Demikian juga wajib kifayahbagi seorang muslim selalu mengembangkan
kualitas semua faislilitas yang berkaitan dengan kehidupan termasuk di
dalamnya sistem pembayaran.

Proses terjadinya uang kertas dan menjadi uang elektronik yang
aslinya dari dinar dan dirham merupakan proses sunnat Allah yang harus
memang dilakukan dan terjadi. Manusia sebagai khalifah bertugas
memakmurkan mengembangkan kualitas kehidupannya, demikian juga
perkembangan teknologi yang berdampak pada sistem pembayaran
semakin mudah efektif dan lebih efisien.

Magasid ini didorong perwujudannya dalam peraturan Bank
Indonesia tentang wuang elektronik, berupa peraturan kewajiban
penyelenggara uang elektronik untuk selalu meningkatkan sistem
keamanannya, peningkatan standarisasi personil-personil yang terlibat,
pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem
yang berlaku umum dan pemeliharaan peningkatan keamanan teknologi
mengikuti audit sistem informasi oleh security auditor independen secara
berkala paling sedikit tiga tahun sekali atau setiap terdapat perubahan

yang signifikan.
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Qardawi mempunyai istilah tersendiri berkaitan dengan magqgasid ini
yaitu: magqgasid gimat al-mal. Beliau juga membaginya menjadi lima.
(bayan manzilat al-mal, ijab al-muhatazaha , al-tahdhir min al-ifiinan wa
al-tughyan bih, rabt al-mal wa al-iqtisad bi al-iman wa al-akhlaq). Fungsi
dari magqasid ini agar manusia sadar bahwa harta diberikan kepadanya
sebagai modal untuk menjalani kehidupan, dan sebagai amanat yang
diberikan kepada manusia dalam rangka menjadi khalifah Allah untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Makna dari manusia menjadi khalitah di dalam hartanya yaitu
bahwasanya manusia menjadi wakil dari Pemilik harta tersebut, sebagai
pengganti dari pemilik, diberi amanat, seperti bendahara dalam sebuah
organisasi, dia tidak berhak menggunakan sekehendak hatinya. Bahkan
penggunaannya harus diikat dengan perintah-perintah, dan arahan-arahan
pemilik harta tersebut.

Pemilik harta pada hakikatnya adalah yang menyuruh pemilik harta
yang menggunakan namanya bahwa dia mengeluarkan hak-hak
kewajibannya pada pemiliknya yang pertama zakat wajib, bahkan
dianggap beribadah mengeluarkannya, demikian juga diperintah
mengeluarkan hak-hak yang lainnya seperti menyantuni keluarga. Allah
juga memerintah pada manusia untuk memperlakukan harta dengan yang
halal dan mengembangkan dengan jalan yang benar, dan tidak bakhil atau
menahan hartanya ketika harus dikeluarkan, dan tidak membelanjakannya
di jalan yang membuat kemarahan pemilik harta, seperti minuman keras

dan judi, dan menggunakan hartanya dengan adil, dan tidak melampui
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batas, sehingga khalifah di dalam harta harus mengikuti perintah dan
arahan pemilik harta yang asli.

Jadi munculnya uang elektronik mendukung kesadaran seseorang
mengggunakan uangnya ke hal-hal yang baik saja, dengan fasilitas serba
elektronik membuat semua transaksi terbuka, dan tercatat sehingga
dengan sendirinya mencegah seseorang menggunakan uangnya kepada
hal-hal yang tidak baik atau terlarang. Sekaligus mendorong kesadaran
bagi manusia bahwa Allah menjadikan khalifah di muka bumi untuk
berbuat baik dan diberi rizki, modal, harta, uang, untuk melakukan
tugasnya memakmurkan bumi. Magasid yang selalu menghubungkan
kegiatan ekonominya dengan Penciptanya ini yang disebut magsad
khalifah atau istikhlafjuga mendukung dengan magsad ‘ibadah.

Kebijakan tentang uang elektronik pada Peratuaran Bank Indonesia
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Peraturan ini dimulai
dengan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”,” artinya Bank
Indonesia dalam rangka memutuskan peraturan ini dengan memulai
dengan kalimat yang ingin menghubungkan peraturan ini dengan rahmat
Tuhan artinya bahwa peraturan tentang uang elektronik ini tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dan akhlak yang mulia.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Qardawi
dengan magsad bi gimat al-amwal terutama pada bagian maqgsad rabt al-
mal wa al-iqtisad bi al-iman wa al-akhlag (menghubungkan harta dan

ekonomi dengan akhlaq). Juga magsad rabt al-mal bi al-iman wa al-

% Penjelsan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018,
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rabaniyyah, (menghubungkan penggunaan harta dengan iman dan
ketuhanan).

Semangat perbaikan kesadaran individu bagi pengguna apalagi
penyelenggara, nampak pada peraturan BI yang berkaitan dengan
standarisasi penyelenggara, di mana semua peraturannya mementingkan
etika, kejujuran dan kepatuhan penyelenggara kepada peraturan yang ada.
Semuanya mendukung terselenggaranya kegiatan transaksi ekonomi yang
sehat, saling menjaga keadilan bersama dan tidak merugikan orang lain.
Maka magqgasid yang selalu menghubungkan antara kegiatan transaksi
ekonomi dengan iman dan akhlaq adalah magasid yang harus terpenuhi
pada penyelenggara uang elektronik.

Peraturan BI juga sangat ketat dalam hal penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi penyelenggara. Bank Indonesia berwenang melakukan
penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham
pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris. Integritas personil
penyelenggara meliputi: cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki
akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap
mematuhi ketentuan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana, memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank
Indonesia, memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggara

yang sehat.*

26 peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 28 ayat 1.
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Semua peraturan ini jelas mementingkan etika sumber daya
manusia, mementingkan perilaku yang baik, pentingnya mempunyai
komitmen untuk keadilan dan kehati-hatian. Semua peraturan ini, kalau
dilaksanakan dan diniatkan dalam rangka menghubungkan antara
kegiatan keuangan dan Pencipta-nya, maka secara tidak langsung
penyelenggara melaksanakan kegiatan khalifah Allah, kegiatan
pemakmuran, kegiatan ibadah yang semuanya adalah tujuan terciptanya
harta oleh al-Shari’.

Semua peraturan tentang personil penyelenggara diharapkan sebagai
penguatan kelembagaan sistem pembayaran, yang berfungsi agar tidak
ada kebocoran dan konflik dikemudian hari, yang kalau terjadi akan
banyak harta yang tersia-sia. Pengetatan terhadap kelembagaan sekaligus
sebagai seleksi lembaga yang kredibel dan berkualitas sehingga industri
uang elektronik akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta
terciptanya persaingan usaha yang sehat. Uraian ini yang diinginkan oleh
Shari’ kepada manusia sebagai khalifah dan yang memakmurkan bumi di

muka bumi.

3. Magqasid al-khassah bi al-amwal membaca manfaat sistem pembayaran
uang elektronik
Penggunaan uang elektronik menjadikan transaksi lebih cepat,
efisien waktu tanpa harus menginput PIN dan tanda tangan bila transaksi
dilakukan dengan cara off-/ine. Pemegang uang elektronik tidak perlu
bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar,

tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan
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pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain itu,

kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan

terjadi.’” Hal ini membuktikan bahwa penggunaan uang elektronik dapat
meminimalisir bahkan menghilangkan risiko yang terjadi akibat
penggunaan uang tunai.

Transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi
dengan menggunakan alat transaksi lain. Adanya layanan integrasi agen,
kartu, aplikasi dan website dapat diakses dengan layanan onl/ine sehingga
tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.*®

Maka semua magsad yang ada pada uang tunai tentunya juga ada
pada uang elektronik terutama al-maqgasid al-khassah bi al-mu‘amalat
yang berjumlah lima meliputi:

a. Magsad al-ruwaj adalah bagian magasid al-shari‘ah dalam transaksi
adalah perputaran harta di tangan sebanyak mungkin manusia dengan
cara yang benar.

b. Magsad al-wuduh termasuk magsad transaksi yang berfungsi
manjauhkan harta dari darar (bersifat merugikan/membahayakan) dan
tidak menimbulkan permusuhan akibat diadakannya sebuah transaksi.

C. Magsad al-hifz dan magsad al-thabat, pemilik mempunyai
kepemilikan yang sah dan tidak membahayakan/merugikan dirinya
atau orang lain. Kepemilikan tersebut tidak dapat direbutkan tanpa

izin pemilik.

*7 Siti Hidayati, dkk, Operasional E-Money, 5.
2 https://www.truemoney.com.id/fag.php. Diakses pada tanggal 12 April 2017.



https://www.truemoney.com.id/faq.php/
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d. Magsad al-‘adl maksudnya transaksi yang menghasilkan harta benda
didapat dengan cara-cara yang benar dan tidak merugikan orang lain.?
Fungsinya untuk menjaga kemaslahatan umum, semuanya masuk

pada uang tentunya juga masuk pada uang elektronik. Kemaslahatan yang
ada pada uang pada dasarnya memang harus terlaksana karena uang
termasuk suatu yang peredaran dan wujudnya sangat dilindungi oleh
syari’at. Hal ini telah ditampakkan pada solusi Rasul Allah terhadap riba
agar terlepasnya dari riba maka harus ditukar dengan uang terlebih dahulu.

Solusi tersebut membuktikan ada hikmah dibalik itu bahwa
keberadaan uang harus didukung dan dijaga kelancarannya sebagai sistem
pembayaran. Begitupun juga hikmah dilarangnya pemakaian emas, baik
untuk pria atau untuk untuk peralatan rumah, agar keberadaan dinar yang
terbuat dari emas tercukupi, karena menjadikan emas untuk dinar lebih
bermanfaat, demikian juga pemberlakuan uang elektronik juga mestinya
harus didukung.

Qardawi mempunyai ungkapan tersendiri dalam magqasid khassah bi
al-mu‘amalat. Beliau menggunakan istilah maqgasid al-shari‘ah al-
muata‘aliqgah bi tadawul al-amwal. Maqasid al-shari‘ah ini pada
pertukaran harta berupa kewajiban memenuhi akad-akad sehingga
muamalat yang terjadi pada masyarakat berjalan dengan efisien dan
efektif, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, yang
mengakibatkan menyia-nyiakan harta pemiliknya, atau kezaliman di

kemudian hari pada salah satu pihak yang berakad.

% < Abd Allah bin Bayyah, Magasid al-Mu‘amalat wa Murasidat al-Wagqi‘at (Dubai: Markaz al-
Muwata’, 2018), 73-94.
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Maqasid al-shari‘ah tadawul al-amwal mewajibkan menegakkan
keadilan sehingga tidak terjadi yang kuat menindas yang lemah, kaya
menindas orang miskin, pemimpin menindas karyawannya, ataupun
penindasan produsen pada konsumennya. Kewajibban menjaga
persaudaraan, dan mencegah permusuhan dan dendam, karena itu
diharamkan akad yang mengandung unsur penipuan, dan mengharuskan
kejelasan dan keadilan, sebagaimana juga adanya larangan membeli
barang yang sudah dibeli temannya.

Magqasid al-shari‘ah tadawul al-amwal juga mewajibkan adanya
jaminan pada penetapan hak, supaya diketahui semua yang mempunyai
hak sesuai dengan haknya. Maka manusia bersepakat atas sebuah ukuran
tertentu di mana manusia saling berhukum dan berpedoman di sana. Oleh
karena itu diwajibkan pemenuhan akad-akad dan syarat-syarat.

Maqasid al-shari‘ah tadawul al-amwal juga mewujudkan pelarangan
membahayakan dan membalas bahaya dengan bahaya, untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia, segala sesuatu yang membahayakan terlarang.
Oleh karena itu ada pelarangan penimbunan, riba, mengurangi timbangan,
segala bentuk penipuan, dan ketidakjelasan.

Maka seluruh sistem yang ada pada uang elektronik sesuai dengan
atau tidak menentang maqasid tadawul al-amwal. Bahkan mendukung

terlaksananya magqasid tadawul al-amwal dengan mudah.

. Magasid al-‘ammah pada otoritas Bank Indonesia.
Magqasid al-‘ammah adalah ma'ani dan hikam yang terlihat

dikehendaki a/-Shari* (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar ahwal
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atau semua komponen pembentukan syari’at, tidak terbatas pada jenis
hukum syari’at tertentu saja.’’ Penjelasan lebih lanjut dari magasid al-
ammah yaitu jalb masalih (menarik semua maslahat) baik bersifat
individu, maupun sosial, materi maupun non materi, kekinian atau masa
depan, yang lahir maupun yang tidak nampak, dunia maupun akhirat.
Demikian juga dari dar’ al-mafasid (mencegah seluruh kerusakan), maka
apa saja yang bisa dikategorikan sebagai jalb masalih yang didapati di
sampingnya dar’ al-mafasid disebut dengan magqasid al-‘ammabh.

Masuk dalam kategori magasid ini adalah daruriyyat al-khams,
yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kelimanya
tersebut termasuk dari al-maqasid al-kuliyyat al-'ammah karena hampir
semua magqasid al-shari ‘ah pasti terkandung di dalamnya.

Harta sebagaimana jiwa harus dipelihara eksistensinya, tidak boleh
disia-siakan dan tidak boleh tidak ada jaminan. Akibat tidak ada
pemeliharaan harta sangat fatal. Kehidupan manusia akan menjadi tidak
berarti lagi. Oleh karena itu disyari’atkan hal-hal yang berhubungan
dengan adat dalam kehidupan, seperti mengusahakan makan dan minum
yang halal serta mengusahakan pakaian dan tempat tinggal.”'

Figih mu’amalah juga mensyari’atkan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kemaslahatan harta sesama manusia, seperti perpindahan hak
milik dengan melalui perantara jual beli, hibah, pewarisan, dan transaksi-

transaksi lainnya. Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan

**Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, Magasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Tunisia: Dar al-Salam, 2007),

251.

3! Husayn Hamid Hisan, Nazariyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Nahdah al-
‘Arabiyyah, 1971), 26.
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harta disyari’atkan Ahad, dan kewajiban mengganti harta orang lain yang
dirusak atau dimusnahkan.*

Salah satu dari daruriyyat al-khams adalah hifz al-mal menjaga
harta. Hifz al-mal yang dimaksud di sini adalah dengan menegakkan
keadilan dan sebab-sebabnya, mencegah kezaliman dan sebab-sebabnya.
Sedangkan penegakan keadilan di dalam sistem pembayaran dengan cara
menciptakan kestabilan nilai harganya. Kedua hal ini tidak pernah terjadi,
kalau perizinan atau penerbitan mata uang tunai, maupun non tunai
dikeluarkan oleh pihak swasta. Tetapi maslahat ini akan berhasil kalau
pihak yang mengeluarkan mata uang adalah negara. Dengan
kekuasaannya, negara bisa mengendalikan dan ikut campur dalam
stabilitas nilai harga pada mata uang.”

Bank Indonesia sebagai bank sentral juga adalah satu-satunya
lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran
tunai, seperti uang rupiah, selain itu Bank Indonesia juga berhak
mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak
berlaku dari peredaran. Berbekal kewenangan itu, Bank Indonesia
menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen sistem pembayaran
nasional ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh digunakan di
Indonesia. Bank Indonesia juga menentukan standar alat-alat pembayaran,
juga menentukan pihak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses
alat-alat pembayaran tersebut. Bank Indonesia juga berhak menetapkan

lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran.

2 Tbid, 26.
33 Ibn <Ashur , Maqgasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah, 304.
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Tugas-tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tersebut di
atas diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan
dan pengelolaan akan kelancaran sistem pembayaran nasional (SPN).
Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal
(robust).**

Tugas Bank Indonesia dalam rangka menjaga kelancaran sistem
pembayaran, memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan
perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas sistem
pembayaran nasional, juga senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi
kebutuhan uvang kartal (tunai) di masyarakat, baik dalam nominal yang
cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang
layak edar (clean money policy).

Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan
pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai
dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang
sampai dengan pemusnahan uang. Sebelum melakukan pengeluaran uang
rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan
memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap
terjaga. Semua tugas Bank Indonesia berkesuaian dengan daruriyat hitz
al-mal baik pada ranah maqasid al-‘ammah, al-maqgasid al-khassah

maupun a/l-juz’iyyah.

3* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62.
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Jamal al-Din ‘Atiyyah mempunyai istilah tersendiri dalam
membagi-bagi maqasid al-daruriyyat menjadi empat ruang lingkup. Hal
ini berdasar pada usul al-Islam yang berpandangan harta benda pada
hakikatnya adalah milik Allah, namun manusia diberikan amanah atas
harta benda, maksudnya yang dituntut sebenarnya adalah membangun
(kemaslahatan) di muka bumi. Ini berarti kepemilikan adalah wazifah
ijtima‘iyyah tanggung jawab sosial, bukan hak secara mutlak. Maka
pekerjaan yang diwajibkan bukanlah untuk sekedar mencari penghasilan
saja, namun bertujuan membangun (kemaslahatan) di muka bumi.

Pemeliharaan harta dalam ranah individu dengan istilah Aifz al-mal.
Artinya setiap individu harus menjaga hartanya dan menjadikan hartanya
sebagai amanat maka harus menggunakannya ke ranah yang bemanfaat
dan produktif bagi kelestarian kebaikan setiap individu-individu.
Pemeliharaan harta dalam lingkup keluarga diistilahkan dengan tanzim al-
Jjanib al-maliy [i al-’usrah. Artinya keluarga harus mengatur seluruh
penghasilan dan pengeluarannya serta menggunakan harta keluarga ke
hal-hal kebutuhan pokok dan hal-hal yang produktif, dan menghindari
pembelanjaan yang tidak ada manfaat dan maslahatnya, baik pada
keluarga maupun pada perkembangan harta tersebut. Pemeliharaan harta
dalam lingkup masyarakat dan umat, dengan istilah Aifz al-Amn,
(memelihara stabilitas kemanan), dan magsad al-tanzim al-mu’assasiy i
al-ummah (pengaturan keorganisasian bagi umat), dan magsad imarah al-
ard wa hitz tharwat al-ummah (membangun dunia dan menjaga kekayaan

ummat).
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Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas sistem pembayaran selain
sesuai dengan hifz al-mal lingkup individu, juga sesuai dengan magsad al-
tanzim al-mu’assasiy Ii al-ummah. hifz al-mal dalam lingkup individu
mewajibkan seseorang benar, dan tepat menggunakan uangnya, dan
kebetulan itu sudah ada fasilitasnya, tidak mengggunakannya dalam
kejahatan, karena semua transaksi uang elektronnik akan tercatat dan
terlacak dengan mudah. Demikian juga Bank Indonesia mendukung uang
elektronik dengan menentukan batasan-batasan transaksinya setiap
harinya. Keterbatasan itu sebagai aplikasi dari magsad tanzim al-janib al-
maliy Ii al-’usrah (pengaturan keuangan keluarga).

Otoritas BI sebagai pengendali dan pengawas sistem pembayaran
nasional merupakan praktek dari magsad hifz al-Amn, (memelihara
stabilitas kemanan) sekaligus juga sesuai dengan magsad al-tanzim al-
mu’assasiy Ii al-ummah (pengaturan keorganisasian bagi umat). demikian
juga magsad imarah al-ard wa hifz tharwat al-ummah (membangun dunia
dan menjaga kesejahteraan ummat). Magasid tersebut merupakan
terjemahan dari Aifz al-mal yang merupakan bagian dari magasid al-
‘ammah.

Ibn ‘Ashur punya bahasan sendiri dalam magqgasid hifz al-mal, dalam
hal ini, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan magsad ini
adalah menjaga harta umat seluruhnya, karena lahan menjaga harta untuk
setiap individu adalah termasuk maqasid al-daruriyat yang merupakan

sebuah kewajiban individu, dan teledor terhadap harta adalah suatu dosa.
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Demikian juga berarti menjaga harta umat lebih wajib, dan lebih darurat
dan lebih wajib, menyia-nyiakan harta umat juga lebih berdosa.

Uraian Ibn ‘Ashur tersebut diambil dari sebuah pemahaman dari
sebuah hadis yang mengatakan bahwa seseorang yang mati dalam rangka
mempertahankan hartanya, maka matinya dihukumi mati syahid. Kalau
saja seseorang yang mati demi membela atau mempertahankan hartanya
dihukumi mati syahid, maka demikian juga semestinya, kalau seseorang
membela atau menjaga hartanya masyarakat. Semestinya menjaga
hartanya masyarakat dihukumi mati syahid. Kalau mati dihukumi syahid
itu berarti memperjuangkan hartanya masyarakat, mengembangkannya
dengan cara apapun yang efektif dan efisien dan menggunakannya ke
ranah yang lebih bermanfaat, adalah sebuah perjuangan yang mulia
sebagaimana matinya semulia-muia kematian (syahid) maka
kehidupannya semestinya juga mulia.

Dari uraian Ibn ‘Ashur tersebut bahwa termasuk wajib bagi setiap
individu untuk ikut serta menjaga nilai mata uang dengan menggunakan
dan memanfaatkan kepada hal-hal yang ada manfaatnya atau
mengembangkannya dengan menginvestasikan ke ranah yang lebih
produktif. Demikian juga wajib bagi pemerintah atau negara termasuk
personil yang ada di dalamnya untuk membuat undang-undang yang
mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Keberadaan Bank
Indonesia sebagai pelaksana dalam hal ini menjadi posisi yang penting

dan tentunya wajib ada keberadaannya dan didukung setiap kebijakannya.
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Peraturan tentang sistem pembayaran juga harus selalu diperbarui
sesuai dengan perkembangan dan permintaan keadaan dan zaman.
Sebagaimana penggunaan magasid harus selalu melihat akibat dari pada
berjalannya sebuah hukum. Sebarapa masalih yang diakibatkan dan
seberapa besar kemungkinan terjadinya mafasid, keduanya harus selalu
ditimbang. Karena kemaslahatan dan kerusakan di setiap tempat, zaman
dan keadaan terkadang selalu berubah. Sedangkan inti dari maqasid
sebenarnya bertujuan jalb al-masalih sebisanya dan dar’ al-mafasid sebisa
mungkin.

Termasuk dalam hal ini tugas menjaga kelancaran sistem
pembayaran berupa uang harus selalu dijaga dan selalu diawasi. Tentunya
kalau ada teknologi yang lebih modern dan lebih membantu kelancaran
semestinya juga harus digunakan. Hal ini berdasarkan istinbat dari sebuah
dalil bahwa Rasul Allah SAW melarang penggunaan emas pada laki-laki,
dan pelarangan penggunaan emas sebagai alat rumah tangga itu menurut
hikmah dari para ulama’ bahwa agar emas dan perak tetap menjadi dinar.
Artinya emas dan perak sebagai bahan baku pembuatan dinar dan dirham
sebagai alat tukar pada saat harus bisa terpenuhi.35 Uraian ini
menunjukkan segala sesuatu yang membuat lancarnya, atau mudahnya,
interaksi manusia dalam hal sistem pembayaran atau alat tukar sangat
didorong perkembangannya.

Fungsi rupiah sebagai mata uang negara yang berdaulat, di mana

tujuan asli negara mencetaknya dan mengaturnya, bukan hanya sebagai

3 Ibn ¢ Ashur, Maqasid al-Shar iah al-Islamiyyah, 178.
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alat pembayaran saja, tetapi mata uang rupiah baik tunai, maupun non
tunai digunakan alat memonitor kegiatan perekonomian masyarakat.
Apakah sedang berkembang positif atau negatif. Info ini dipakai sebagai
dasar sebuah kebijakan negara yang bertujuan menyejahterakan
rakyatnya. Jelas fungsi ini sebagai praktek pengamalan dari daruriyat
magqasid hifz al-mal seutuhnya, baik kulliyyah maupun juz’iyyah.

Nampak sekali kesesuaian dengan magasid yang telah disebutkan
bahwa seluruh perkara yang menghambat lancarnya sistem pembayaran
semestinya termasuk darar yang harus dihindari sebisanya. Bank
Indonesia dalam rangka menghadapi risiko-risiko akibat uang elektronik
berusaha meminimalisir kejahatan tersebut dengan mewajibkan pada
penyelenggara menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten,
menerapkan standar keamanan sistem informasi, memenuhi kewajiban
pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik, dan melakukan
interkoneksi dan interoperabilitas.

Bank Indonesia juga mewajibkan pada penyelenggara untuk
menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme; dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Bank
Indonesia juga melaksanakan pengawasan aktif manajemen; kecukupan
kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi; kecukupan fungsi
manajemen risiko dan sumber daya manusia, dan pengendalian intern.*

Fungsi Bl sebagai lembaga yang menjamin kelancaran transaksi

juga merupakan praktek dari magqgasid hifz al-mal versi Tahir bin ‘Ashur.

36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 34 ayat (1)
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Jamal al-Din ‘Atiyyah memberi istilah sendiri bagi Aifz al-mal yang
digagas oleh Ibn ‘Ashur yang mencakup pemeliharaan harta bagi seluruh
manusia. ‘Atiyyah mengistilahkan maqasid al-‘adlu wa al- ‘imaroh al-ard
wa hifz tharwat al-ummah (membangun dunia dan menjaga kekayaan,

kesejahteraan ummat).

5. Maqasid al-shari ‘ah al- ‘ammah dalam pelarangan uang elektronik
cryptocurrency

Virtual currency adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak
selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian,
atau transfer pemberian (reward) antara lain bitcoin, blackcoin, dash,
dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple, dan ven.*’
Ini dilarang oleh pemerintah Indonsia lewat peraturan Bank Indonesia
N0.20/6/2018 pasal 62:

Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan,

dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang

elektronik dengan menggunakan virtual currency.

Pelarangan dari Bl dalam peraturan ini hanya sekedar pelarangan
pada penyelenggara saja. Mestinya pelarangan mata uang ini mencakup
semuanya bukan juga pada penyelenggara tetapi juga pada semua bentuk
transaksi pada mayarakat agar tidak tertipu iming-iming investasi yang
menjanjikan dengan bitcoin. Karena selain bitcoin mengancam harta

masyarakat juga berdampak besar pada stabilitas keuangan. Nilai yang

terlalu tinggi ini dapat berisiko tinggi pada krisis ekonomi bila nilainya

37 Penjelsan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018, Pasal 62.
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tiba-tiba bergerak jatuh. Pasalnya nilai tukar mata uang ini sangat
fluktuatif, sehingga berpotensi besar merugikan konsumen.

Mata uang bitcoin bertentangan dengan beberapa undang-undang
yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu undang-undang no 7 tahun
2011 tentang mata uang dan undang-undang no. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia. Dalam undang-undang mata uang dinyatakan bahwa mata
uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank
sentral yang disebut rupiah, dan dalam undang-undang Bank Indonesia
dinyatakan mata uang yang sah beredar di Negara Republik Indonesia
adalah uang rupiah.

Semua magasid yang tersebut di atas baik magasid al-shari ‘ah al-
‘ammah, maqasid al-khasah bi al-mu’amalat dan magqasid al-juz’iyyah
tentang sistem pembayaran mendukung uang elektronik yang dikeluarkan
oleh Bank Indonesia. Peran Bl sebagai penanggung jawab terhadap sistem
pembayaran dianggap sangat penting. Kesesuaian magasid tersebut banyak
disebabkan karena peran Bl yang dominan dalam menjaga kestabilan nilai
pada uang elektronik. Kalau peran Bl dihilangkan seperti pada penggunaan
mata uang bitcoin, maka tidak ada kesesuaian pada maqasid hifz al-mal,
walaupun mempunyai fungsi dan keistimewaan seperti uang elektronik
yang lain. Karena hilangnya fungsi penjagaan stabilitas harga mata uang di
saat ini, membuat mata uang ini sulit diterima kesesuaiannya dengan
maqasid hifz al-mal.

Kemungkinan bitcoin diperbolehkan dengan dalil istishab yaitu al-

aslu fi al-mu‘amalat al-ibahah pada dasarnya segala sesuatu dalam
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interaksi manusia itu diperbolehkan. Atau bisa saja bitcoin diperbolehkan
karena maslahah yang ada pada bitcoin sudah seperti mata uang yang
lainnya, bahkan lebih liquid, lebih mudah penggunaannya dan lebih
murah, bahkan suatu saat nanti lebih laku. Dalam kajian maqgasid setiap
masalih tersebut harus dipandang dan dibandingkan dengan kerugian yang
meliputi bitocin. Harga yang ada pada bitcoin yang tidak stabil dianggap
merupakan kerugian yang nyata, dan tidak ada penanggung jawab pada
kestabilan uang tersebut. Sehingga pembolehan nantinya akan menentang
magqgasid yang di atasnya yaitu magasid al-shari‘ah al-‘ammah, maka
dengan melihat kerugian yang besar bitcoin bisa dilarang baik untuk
transaksi, apalagi untuk investasi.

Selain menentang magasid yang lebih utama, pelarangan mata uang
bitcoin juga dalam rangka pengamalan sebuah kaidah “terjadi pertentangan
antara masalih dan mafasid”. Maka jika terjadi pertentangan antara
masalih dan mafasid maka kaidah yang paling utama sebelum kaidah yang
lain adalah kaidah mendahulukan mencegah maftasid atau kerusakan lebih
diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Pelarangan mata uang ini
juga suatu saat akan hilang dengan sendirinya kalau mafasid atau risiko
yang ditimbulkan hilang dengan diimbangi dengan kemaslahatan yang
lebih besar.

Investasi yang dianjurkan dalam syari’ah adalah investasi pada
kegiatan bisnis yang produktif. Bukan investasi yang dilakukan pada
bidang sistem pembayaran. Semua investasi pada sistem pembayaran tidak

dianjurkan, karena sistem pembayaran diciptakan sebagai alat bayar.
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Penimbunan emas dilarang karena emas dahulu dijadikan sebagai unsur
pembuatan alat tukar dinar, demikian juga larangan pemakaian peralatan
rumah tangga dari emas. Semua fungsingya dalam rangka menjaga
keberadaan emas sebagai alat tukar bukan investasi. Jadi investasi dengan
alat tukar tidak sesuai dengan magqasid al-tharwah al-naqdiyyah (magqasid
nilai sistem pembayaran). Sistem pembayaran berupa uang elektronik
tercipta sebagai alat bayar bukan untuk mencari profit dengan ditimbun,

sehingga melanggar dalil-dalil pelarangan penimbunan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Standar sistem pembayaran uang elektronik dalam kebijakan peraturan Bank
Indonesia PBI No. 20/6/2018 vyaitu: Instrumen pembayaran yang memenubhi
unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai uang rupiah yang disetor terlebih
dahulu kepada penerbit, yang dapat digunakan untuk kepentingan transaksi
pembayaran, diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara atas izin Bank
Indonesia, dalam rangka perlindungan masyarakat dan usaha yang bermanfaat
bagi perekonomian Indonesia.

Semua standar sistem pembayaran elektronik yang diselenggarakan di
Indonesia yang diatur oleh PBI di atas tidak bertentangan dengan indikator-
indikator yang ada dalam maqasid al-tharwah al-naqdiyyah (maqasid nilai
uang) berupa: Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media
alat pertukaran, dan bukan sebagai barang dagangan (komoditas), nilai uang
ditentukan oleh negara, terhindar dari riba yang menyebabkan fungsi uang
sebagai alat tukar tidak terjadi, terhindar dari penimbunan dan pemalsuan
serta perusakan uang sangat membahayakan individu maupun masyarakat.
Pelanggaran terhadap peraturan ini juga sekaligus pelanggaran terhadap
magqasid al-tharwah al-nagdiyyah.

Standar sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan peraturan Bank

Indonesia PBI No. 20/6/2018 sesuai dengan magasid konsumsi dan
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mendorong semangat semua maqgasid al-Shari‘ fi al-mal (tujuan Pencipta
terhadap harta), berupa maqsad al-istikhlal;, magsad al- ‘imarah, magsad al-
‘Ibadah, maqgsad al-tazkiyyah, maqgsad al-‘adl, serta berkesesuaian dengan
magqasid yang khusus pada transaksi harta, (kelancaran transaksi, keadilan,
pemeliharaan, kejelasan, berketetapan), serta magasid hifz al-mal. Pelarangan
virtual currency merupakan praktek hifz al-mal min nahiyah al-‘adam,
maksudnya menjaga harta dari penyia-nyiaan, kecerobohan, atau

kehilangan.

B. Implikasi Teoritik

Bentuk maqgasid yang ada pada disertasi ini merupakan derivasi dari
magqasid hifz al-mal. Maqgasid tersebut dijadikan indikator penilaian terhadap
aspek kesyari’ahan produk kebijakan perekonomian Peraturan Bank Indonesia
PBI No. 20/6/2018.

Hifz al-mal merupakan bagian dari maqasid shari‘ah al-‘ammah, atau
merupakan al-daruriyyah al-‘ammah. Artinya hifz al-mal harus selalu ada dan
tidak mungkin ditiadakan dalam kehidupan manusia. Karena semua aktifitas
kehidupan manusia sangat tergantung dari magasid ini. Semua maqasid al-
‘ammah baik hifiz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘agl dan hifz al-nasi, tidak akan bisa
berjalan secara optimal tanpa memperhatikan A7fz al-mal.

Magqasid yang dikeluarkan dari Aifz al-mal bisa menjadi lebih tinggi
derajatnya kalau menyangkut kebutuhan hidup manusia, seperti bila sudah

berkaitan dengan keutuhan negara, stabilitas keamanan, stabilitas perekonomian,
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pemulyaan kemanusiaan. Demikian juga magqgasid yang dikeluarkan dari Hifz al-
mal bisa menjadi lebih rendah bila hanya berhubungan dengan individual saja.
Artinya semua bentuk magasid yang berakibat secara sistem bagi ja/b al-masalih,
dar’ al-mafasid yang lebih luas menjadi lebih tinggi dan sebaliknya.

Untuk memelihara harta para ulama’ juga memasukan kategori maqgasid
yang berkaitan dengan ibadah, khalifah, ujian/amanat, keadilan, memakmurkan
bumi, pembersihan jiwa, sebagai magasid yang harus ada pada personil-personil
yang menjalankan transaksi. Bahkan para ulama’ mengurutkan ke yang lebih
utama dari magqasid al-ammah.

Sedangkan yang berkaitan khusus dengan transaksi yaitu magsad
ruwajuha (kelancaran transaksi, baik cara memperolehnya, memprosesnya dan
menggunakannya), magsad wuduhuha (kejelasan) magsad hifzuha, (pemeliharaan)
magqsad thabatuha, (perlindungan hukum) magsad al-‘adl fiha (menjaga keadilan
transaksi). Magsad yang berkaitan dengan konsumsi harta dan magsad yang
berkaitan dengan nilai sistem pembayaran dan magasid yang diambil dari hukum
Juz’iyyah, sebagai contoh pengembangan magasid hifz al-mal yang bisa dipakai
contoh sebagai pengembangan penelitian magasid.

Magqasid al-tharwah al-naqdiyyah (maqasid nilai sistem pembayaran) berisi
apa yang dikatakan al-Ghazaly, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, dan al-Magqrizi
tentang hukum uang itu sendiri, singkatnya sebagai berikut:

1.Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat pertukaran.

2.Uang bukan sebagai barang dagangan (komoditas).
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3.Uang diterbitkan dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan bersama.

4.Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan oleh Negara,
terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. mengharuskan pencetakan uang,
pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh negara atau
institusi resmi yang semisalnya, sehingga yang lebih berperan dalam benda
yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

5.Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang menyebabkan fungsi
uang sebagai alat tukar tidak terjadi, menyebabkan kelangkaan uang sebagai
alat tukar.

6.Penimbunan, perusakan, atau penghilangan nilai uang dan pemalsuan uang
sangat membahayakan individu maupun masyarakat.

Magasid ini berisi enam ciri khas uang menurut hukum Islam, bisa dijadikan
indikator hukum munculnya mata uang yang baru, atau penggunaan uang itu
sendiri, agar pengunaan uang sesuai dengan magasid-nya. Uang bitcoin dan
sejenisnya tidak bisa dikatakan sebagai uang menurut hukum Islam, karena tidak
selaras dengan enam indikator magasid nilai uang. Walaupun demikian mata uang
bitcoin dan sejenisnya bisa saja diperbolehkan jika memenuhi ke enam indikator

yang ada pada magasidnilai uang.

. Saran dan Rekomendasi
Peneliti mendukung pelarangan seluruh mata uang tunai maupun non

tunai yang tidak ada kaitan dengan Bank Indonesia seperti mata uang elektronik



235

cryptocurrency. Karena uang elektronik cryptocurrency sangat bertentangan
dengan magqasid al-‘ammah hifz al-mal. Walaupun demikian, jika kita melihat
fakta sejarah perjalanan mata uang, dari dinar dan dirham menjadi uang fiat (tidak
ada nilai emasnya) yang dahulunya juga ditolak pada awal-awalnya, tetapi dengan
berjalannya waktu uang fiat juga beredar dan disahkan ketika maslahatnya dilihat
lebih besar dan bisa menghindarkan dari bahaya-bahaya yang dikhawatirkan
sebelumnya. Maka kemungkinan uang elektronik cryptocurrency bisa berganti
hukumnya menjadi boleh.

Perkembangan teknologi yang pesat pada sistem pembayaran berdampak
positif bagi kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia. Tentunya juga
perkembangan teknologi berdampak negatif. Oleh karena pentingnya diadakan
penelitian, kajian yang terus menerus selain itu bagi pemerintah juga
memperpaharui standarisasi sistem pembayaran, demikian juga peningkatan
sumber daya manusia, manajemen, peraturan-peraturannya, demi terjaganya
kemasalahatan bersama. Sekaligus sebagai lahan akademik untuk penelitian

terhadap kajian hukum ekonomi syari’ah.
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